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Segala puji dan syukur kami haturkan atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 

yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga berhasil 

menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Bontang. 

Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang 

bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis adanya potensi Pendapatan Asli Daerah 

Kota Bontang dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal. Penyusunan Kajian 

ini berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

terkait dengan dalam Pasal 1 ayat (6) bahwa hak, kewenangan, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat. Laporan ini adalah hasil akhir dari pengolahan 

seluruh data yang ada yang telah dilaksanakan selama 120 hari kalender. 

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan berperan serta dalam penyusunan laporan ini. Semoga penyusunan 

Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang ini mempunyai nilai 

manfaat bagi dinamisasi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Kota 

Bontang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Otonomi daerah adalah sebuah upaya konstruktif dalam memfasilitasi 

kebijakan pemerintah yang strategis untuk dapat langsung dirasakan oleh 

masyarakat. Oleh karena itu otonomi daerah merupakan sebuah pintu bagi daerah 

untuk memerintah pemerintahan sesuai dengan prakarsa, kebutuhan, dan 

kepentingan rakyatnya sendiri. Otonomi daerah juga sering dikatakan sebagai 

transportasi adanya hubungan kemitraan yang dibangun oleh pemerintah dan 

masyarakat, khususnya masyarakat di daerah. Hal ini terjadi karena intisari dari 

otonomi daerah yang mengandung dua inti pokok, yaitu: from closed participation 

become open participation atau demokratisasi, dan from centralization heavy 

become decentralization heavy atau desentralisasi. 

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, menurut ketentuan yang ada 

dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014, Sumber 

pendapatan Daerah terdiri atas: (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) pendapatan 

transfer, (c) lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah 

dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, dan 

akuntabel dengan meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Hal tersebut karena 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dalam mengukur 

tingkat kemandirian suatu daerah otonom dalam menyelenggarakan administrasi 

pemerintah dan pembangunan. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai komponen kemandirian fiskal terdiri 

dari (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, dan (3) pendapatan asli daerah lainnya 

yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Salah satu kewenangan yang diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) yaitu melakukan optimalisasi 

atau menggali potensi dari komponen pendapatan asli daerah dan diberikan 

kewenangan atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai 

salah satu sumber pendanaan di daerah yang diberikan untuk memperkuat esensi 

dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah. 
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Berdasarkan hasil reviu Badan Pemeriksa Keuangan RI atas kemandirian fiskal 

daerah tahun 2020, 443 dari 503 pemda atau 88,7% masuk dalam kategori belum 

mandiri. Hanya terdapat 10 dari 503 pemda atau 2% yang masuk dalam kategori 

mandiri, di mana 7 dari 10 pemda atau 70% berada di Pulau Jawa. Mayoritas 

pemerintahan daerah yaitu 468 dari 503 pemda atau 93,4% tidak mengalami 

perubahan status atau kemandirian fiskalnya salama pandemi COVID-19. 

Kemudian, terdapat kesenjangan kemandirian fiskal yang tinggi. Pemerintah provinsi 

memiliki proporsi indeks kemandirian fiskal paling baik, disusul pemerintah kota dan 

terakhir pemerintah kabupaten. Selain itu, daerah bukan penerima dana istimewa 

atau otonomi khusus memiliki status indeks kemandirian fiskal lebih baik daripada 

daerah penerima. Terakhir, pemda yang dominan pada sektor sekunder memiliki 

proporsi indeks kemandirian fiskal paling baik disusul dengan sektor tersier 

kemudian sektor primer.  Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah pada 

seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2020 tercatat masih 

sebesar 26.49%. Masih terbuka sangat lebar kesempatan untuk meningkatkan 

sumbangan PAD agar daerah dapat semakin mandiri. Secara khusus dari ketiga 

komponen PAD, pajak daerah menduduki posisi yang paling dominan di hampir 

semua kabupaten/kota di Indonesia. Pada tahun 2020, pajak daerah kontribusinya 

mencapai 71.64% dari PAD. Realita ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah 

perlu upaya yang lebih optimal dalam mendayagunakan potensi daerah dalam 

rangka meningkatkan kemandirian daerah melalui peningkatan PAD. Selain itu, 

perlu memastikan dan mengupayakan agar pajak/retribusi daerah dapat 

dioptimalkan penerimaannya sebisa mungkin dengan berbagai macam cara yang 

sah.  

Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi hingga menyebabkan ketidakpastian 

yang sangat tinggi bagi seluruh pelaku usaha; mulai dari usaha rumah tangga 

hingga industri besar. Terjadinya penurunan produktivitas kerja yang menyebabkan 

penurunan kinerja individu maupun industri dimana keduanya memberikan efek 

domino penurunan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor. Secara spesifik 

berbagai bidang usaha tanpa terkecuali mengalami berbagai kemunduran kinerja 

dan pendapatan yang akhirnya tidak sedikit mengalami kebangkrutan. Kondisi 

tersebut berdampak cukup signifikan dalam penurunan penerimaan daerah dari 

sektor pajak secara langsung. Tahun 2022 telah dilakukan berbagai upaya menekan 
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penyebaran Covid dan melakukan vaksinasi massal agar mengurangi berbagai 

dampak penularan Covid-19. Kondisi ini merupakan angin segar bagi perekonomian 

yang bergerak naik karena sudah mulai meningkatnya secara perlahan produktivitas 

berbagai sektor. 

 

Gambar 1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021 

 

Realisasi pendapatan Kota Bontang pada 6 tahun terakhir mengalami 

fluktuasi. Pada tahun 2017 dan 2021 sempat mengalami penurunan pendapatan 

dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pada tahun 2016, 2018, 2019 dan 2020 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut juga terjadi pada 

Pendapatan Asli Daerah yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2107 

dan 2020 mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah dan Tahun 2021 

merupakan Pendapatan Asli Daerah Tertinggi selama 6 tahun terakhir yakni sebesar 

Rp. 245.901.872.798,38. Sementara pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami 

kenaikan dan menjadi penyumbang terbesar dalam PAD, hanya pada tahun 2020 

yang mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga 

pemerintah melakukan relaksasi pajak untuk beberapa sektor. Adapun retribusi 

daerah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021  juga mengalami fluktuasi. 
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Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021 

Uraian 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Pendapatan Asli 
Daerah 

170.123.811.101,19 169.077.548.653,40 199.483.395.952,57 218.743.530.945,38 199.793.892.987,27 245.901.872.798,38 

Dana 
Perimbangan/Dan
a Transfer 

910.458.458.699,00 717.385.768.954,00 856.430.574.154,00 996.123.411.211,00 1.040.061.885.220,00 935.722.089.535,00 

Lain-lain 
pendapatan 
daerah yang sah 

123.051.355.394,00 173.936.998.057,36 198.512.687.779,18 266.682.071.937,38 290.269.793.162,41 25.213.052.960,09 

Jumlah 
Pendapatan 
Daerah 

1.203.633.625.194,19 1.060.400.315.664,76 1.254.426.657.885,75 1.481.549.014.093,76 1.530.125.571.369,68 1.206.837.015.293,47 

Sumber: BAPENDA Kota Bontang, 2021 
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Berdasarkan data di atas diketahui bahwa sumber pendapatan terbanyak Kota 

Bontang berasal dari Dana Perimbangan dengan proporsi kontribusi rata-rata per 

tahun 2016-2021 mencapai lebih dari 60-70% dari total pendapatan daerah.  

Kondisi rasio kontribusi PAD yang berkisar pada 13-15% pada 2016-202 dan 

20% pada tahun 2021 dengan rasio dana perimbangan daerah yang mencapai 60% 

pada tiap tahun menunjukkan adanya kecenderungan ketergantungan fiskal Kota 

Bontang ke Pemrintah Pusat yang masih tinggi. Untuk menurunkan ketergantungan 

tersebut, Kota Bontang perlu melakukan optimalisasi penerimaan PAD dari berbagai 

sisi komponen yakni pajak dan retribusi.  

 Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen yang paling besar 

kontribusinya terhadap keseluruhan PAD di hampir semua kabupaten/kota di 

Indonesia, termasuk di Kota Bontang. Hasil kontribusi terhadap PAD cenderung 

meningkat pada 2016-2018. Pada tahun 2018 terdapat kenaikan kontribusi yang 

cukup tinggi dikarenakan adanya pembayaran piutang Pajak Penerangan Jalan oleh 

PT Badak. Namun pada 2019 hingga 2021 terjadi penurunan hingga kontribusi 

tersebut tinggal 47,53% pada 2021 

Tabel 2. Prosentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021 

Prosentase 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Hasil Pajak Daerah 41,98% 48,57% 59,86% 53,43% 50,06% 47,53% 

Hasil Retribusi Daerah 3,84% 2,72% 2,00% 2,89% 2,33% 1,19% 

Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 2,67% 3,56% 2,40% 2,06% 1,28% 1,12% 

Lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah yang Sah 51,51% 45,15% 35,75% 41,62% 46,33% 50,16% 

Jumlah 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Sumber: BAPENDA Kota Bontang 
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Gambar 2. Grafik Prosentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021 

 

 

Berdasarkan dengan kondisi tersebut, diketahui bahwa pemerintah daerah 

perlu memetakan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang potensial serta 

mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pengumpulannya, maka 

diharapakan terjadi peningkatan PAD yang signifikan agar kondisi fiskal daerah lebih 

mandiri. Kurang optimalnya kontribusi PAD tersebut dikarenakan lemahnya sektor 

pajak dan retribusi, juga masih kurangnya kinerja lembaga-lembaga terkait. 

Pemerintah daerah perlu mencari satu rumusan untuk meningkatkan PAD yang 

belum optimal dengan mempertimbangkan berbagai potensi dan kondisi wilayah dan 

potensi Kota Bontang. 

Kota Bontang merupakan Kota Administratif bagian dari Kabupaten Kutai Timur 

yang menjadi daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang No.47 Tahun 1999 

tentang pemekaran Provinsi dan Kabupaten. Sebagai daerah otonom, Kota Bontang 

dikenal dengan kota industri dan jasa, dua sektor tersebut telah memberikan nilai 

pendapatan yang utama bagi daerah ini. Selain itu, Kota Bontang sebagai salah satu 

kota yang kaya akan kekayaan alam eksotis dan kekayaan budaya. Oleh karenanya, 

secara umum Pemerintah Daerah mempunyai kesempatan dalam meningkatkan 

pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah (PDRD) melalui tiga hal 

yang dapat dilakukan yakni: 

1) Ekstensifikasi Pendapatan Daerah dengan cara mengelola sumber 

penerimaan baru, menjaring wajib pajak/retribusi baru. Sumber penerimaan 

baru dapat dilakukan dengan berfokus pada peningkatan pada lain-lain PAD 

yang sah; sementara penjaringan wajib pajak/retribusi baru dilakukan dengan 
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meningkatkan sosialisasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak/retribusi, 

termasuk penggunaan sistem daring. 

2) Intensifikasi Pendapatan Daerah, upaya ini dilakukan dengan 

mengoptimalkan penerimaan sesuai dengan potensi yang ada di tiap daerah 

serta dengan melakukan optimalisasi penerimaan piutang yang ada. Terkait 

dengan intensifikasi ini, perlu dipastikan bahwa database pendapatan daerah 

dapat diandalkan dan update dengan kondisi terkini agar dasar pengenaan 

pajak/retribusi semakin faktual 

3) Penguatan kelembagaan, pemerintah daerah dapat meningkatkan 

pendapatan daerah dengan terlebih dulu memperkuat kelembagaan yang 

terkait dengan pendapatan daerah. Penguatan kelembagaan dilakukan 

melalui: (1) peningkatan kapasitas SDM, (2) restrukturisasi organisasi sesuai 

dengan kebutuhan daerah, (3) modernisasi administrasi perpajakan/retribusi, 

dan (4) penyederhanaan proses bisnis dalam pajak/retribusi. Dalam aspek ini, 

sangat dibutuhkan inovasi dan terobosan kebijakan yang dapat mendukung 

peningkatan penerimaan daerah yang tentunya disesuaikan dengan kondisi 

dan nilai-nilai lokal tiap daerah. 

Pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan daerahnya harus mampu 

untuk mengidentifikasi seluruh potensi yang ada di wilayahnya dalam bentuk 

pengenaan pajak daerah atau retribusi daerah. Perlu adanya kajian yang berupaya 

untuk memetakan potensi-potensi tersebut dan menggunakannya dalam 

pengambilan keputusan dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah Kota 

Bontang. Hal tersebut, untuk membantu menggali dan mengidentifikasi berbagai 

potensi pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kota Bontang. 

Simpulan singkat dari serangkaian analisis yang akan dilakukan adalah untuk 

mendapatkan rumusan potensi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota 

Bontang serta mengidentifikasi hambatan-hambatannya. Hasil analisis tersebut 

dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan penysunan perencanaan daerah 

dalam rangka peningkatan PAD sebagai salah satu upaya menuju kemandirian fiskal 

Kota Bontang di masa depan. 
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1.2 Landasan Hukum 

Landasan Hukum dalam penyusunan kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Bontang adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

4) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur 

dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3962); 

5) Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah. 

8) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2012 Nomor 

13), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Tiga Peraturan Daerah Kota 

Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; 
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9) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 

Umum (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 20101 

tentang Retribusi Jasa Umum; 

10) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 10) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; 

11) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 11) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 15 

Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Kegiatan 

Maksud penyusunan adalah tersedianya dokumen Kajian Potensi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kota Bontang adalah:  

1) Gambaran utuh terhadap seluruh informasi, identifikasi, mengenai potensi 

Pendapatan Daerah khususnya dari dating Pendapatan Asli Daerah di Kota 

Bontang pada masa sekarang dan proyeksi di masa yang akan datang,  

2) Terbentuknya data dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah dan 

sebagai basis informasi untuk membuat target Pendapatan daerah yang lebih 

valid.  

 

Tujuan dari penyusunan dokumen Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Bontang adalah: 

1) Menjadikan data potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai landasan 

dalam pembentukan rangka analisis pendapatan daerah khususnya dari 

sektor pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan PAD di Kota 

Bontang. 

2) Mengidentifikasi dan memproyeksi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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khususnya pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bontang pada masa 

mendatang, dan potensi sumber daya alam di Kota Bontang khususnya dan 

Provinsi Kalimantan Timur umumnya 

3) Menyusun basis data informasi potensi sektor pajak daerah dan retribusi 

daerah. 

. 

1.4 Sasaran Kegiatan 

Sasaran dari pelaksanaan kajian ini adalah pedoman mengenai arah dan 

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bontang dalam rangka peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

1.5 Luaran Kegiatan 

Output/keluaran Penyusunan Kajian Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Bontang adalah tersusunnya laporan atas hasil Kajian Potensi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang. 

 

1.6 Tim Penyusun 

Berikut ini akan diuraikan tanaga ahli dan tenaga pendukung yang 

bertanggungjawab atas pelaksanaan studi kelayakan ini. Tenaga Ahli terdiri dari: 

1) Ketua Tim Kegiatan : Dr. Kusuma Ratnawati, SE., MM., CFP. 

2) Ahli Akuntansi  : Abdul Ghofar, SE., MSi., M.Acc., DBA., Ak., CA. 

3) Ahli Perpajakan  : Ayu Fury Puspita, SE., M.S.A., Ak. CA. CPA 

4) Ahli Kebijakan Publik  : Dr. Christin Susilowati, SE., MSi., CSRS. 

5) Ahli Statistik  : Moh. Athoillah, SE., ME. 

6) Ahli Hukum   : Ladito Risang Bagaskoro, SH., MH. 

7) Asisten Tenaga Ahli : Prasetya Putra Dewanta, SE., M.Buss. 

8) Tenaga Pengelola Data : Laksmana Indra Ardana, SE. 

9) Tenaga Administrasi : M. Ulil Azmi Arifudin, SS 

10) Lay Outer   : Ristina Beta Fitranti, ST. 

11) Surveyor   : Moch. Iqbal Pandhu Priyambodo 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Struktur Pendapatan Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah 

diartikan sebagai hak dari setiap pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun tertentu. Dalam pengelolaannya 

pendapatan daerah dapat bersumber dari pendapatan yang dihasilkan 

perekonomian asli daerah itu sendiri ataupun pendapatan yang sumbernya berasal 

dari entitas atau pihak lain di luar kegiatan ekonomi pada suatu daerah itu sendiri. 

Pendapatan daerah perlu direncanakan yang dituangkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan anggaran yang 

diperkirakan dengan terukur serta terdapat dasar hukum bagi kepastian 

penerimaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah pasal 285 ayat (1) lebih jelas disebutkan bahwa pendapatan 

daerah bersumber dari: (a) Pendapatan Asli Daerah (b) Pendapatan Transfer dan (c) 

Lain-lain pandapatan yang sah. 

 

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang penerimaannya 

berasal atau dipungut dari kegiatan perekonomian daerah itu sendiri berdasarkan 

peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah 

terdiri dari 4 sumber pendapatan yaitu (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan (4) Lain-Lain 

Pendapatan Daerah Yang sah. Secara lebih lengkap, masing-masing jenis 

pendapatan asli daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pajak Daerah 

Dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pajak daerah merupakan kewajiban 

bagi tiap pribadi perorangan ataupun badan kepada daerah yang sifatnya memaksa 

berdasarkan Undang-Undang yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk 
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kemakmuran rakyat tanpa adanya imbalan dari kontribusinya tersebut secara 

langsung. Pajak daerah merupakan pungutan yang sah dan telah sesuai dengan 

undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku.  

2) Retribusi Daerah 

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pelayanan yang telah 

disediakan oleh pemerintah daerah kepada tiap individu perorangan atau badan 

yang dipungut dalam bentuk pembayaran atas jasa atau perizinan khusus tertentu. 

Sama halnya dengan pajak daerah, retribusi daerah juga telah ditetapkan dasar 

hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. Terdapat 3 jenis retribusi yang tertuang dalam undang-undang 

tersebut, yaitu: 

(a) Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau 

diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek Retribusi 

Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan 

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 

atau badan.  
 

(b) Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: 

 Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang 

belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau 

 Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan 

secara memadai oleh pihak swasta. 
 

(c) Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan 

tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan 

ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau 

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan.  

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
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2.1.2 Pendapatan Transfer 

Pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang 

penerimaannya berasal bukan dari dalam daerah itu sendiri melainkan berasal dari 

entitas atau pihak lain. Rapat Paripurna DPR RI tanggal 29 September 2020 telah 

menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) Tahun 2021 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Salah satu bagian 

penting dari belanja negara tersebut adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(TKDD). Adapun Transfer ke Daerah dan Dana Desa meliputi 

1. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang sumbernya berasal dari 

pendapatan APBN. Sumber dari dana bagi hasil ini terdiri dari pajak, cukai, 

dan sumber daya alam; 

2. Dana alokasi umum (DAU) ialah sumber pendanaan dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah yang 

diperuntukkan sebagai pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka 

desentralisasi; 

3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) adalah dana yang dialokasikan dalam 

APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional; 

4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) adalah dana yang dialokasikan 

dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan fasilitasi penanaman modal yang merupakan urusan 

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional; 

5. Dana Otus adalah dana bantuan hibah pemerintah pusat kepada pemerintah 

provinsi tertentu. Dana otsus diberikan pemerintah pusat sebagai 

konsekuensi status otonomi khusus; 

6. Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah 

untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah serta mendukung 

pemulihan dan penguatan ekonomi daerah; 

7. Dana Desa adalah adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan 
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digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

 

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, 

retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta 

dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. 

2.2 Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bontang  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke Tiga Peraturan Daerah Kota Bontang 

Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, berikut berbagai kebijakan terkait 

dengan Kebijakan Pajak Daerah Kota Bontang: 

1. Pajak Hotel 

1. Pajak Hotel 

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang bersifat 

memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan 

Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: 

a. Hotel Bintang ; 

b. Hotel Nonbintang; 

c. Losmen; 

d. Rumah Penginapan; 

e. Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh); 

Tarif Pajak Hote, Rumah Penginapan, dan Rumah Kos ditetapkan sebesar 

10% (sepuluh persen). Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan 

cara mengalikan tarif dengan Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah 

tempat hotel berlokasi. 

2. Pajak Restoran 

Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Jenis 

Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 
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a. Restoran Bintang 3; 

b. Restoran Bintang 2 

c. Restoran Bintang 1; dan 

d. Restoran Non Bintang. 

Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang diibeli oleh pembeli, 

baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun dikonsumsi di tempat lain. 

Tidak termasuk  objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   

adalah pelayanan yang disediakan oleh  restoran yang  nilai   penjualannya   tidak  

melebihi Rp.1.000.000  (satu juta rupiah)  perbulan. Dasar pengenaan Pajak 

Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima 

Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

3. Pajak Hiburan  

Pajak Hiburan merupakan pajak yang dipungut dari penyelenggaraan hiburan. 

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran. 

Dikecualikan dari Obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak 

dipungut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, 

upacara adat, dan kegiatan keagamaan. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi 

atau badan yang menikmati hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau 

badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah 

jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan. Pajak Hiburan ditetapkan 

berdasarkan: 

a. tontonan film  sebesar 10%  (sepuluh  persen); 

b. pagelaran  kesenian,   musik,   tari,    dan/ atau  busana  sebesar 10%  

(sepuluh  persen); 

c. kontes  kecantikan,   binaraga,   dan  sejenisnya  sebesar   10% ( sepuluh 

persen); 

d. pameran sebesar 10%  (sepuluh  persen) 

e. sirkus,   akrobat,   dan  sulap  sebesar  25%   (dua   puluh  lima persen); 

f. permainan  bilyar dan  bowling   sebesar 25%   (dua  puluh lima persen); 

g. pacuan kuda,  kendaraan  bermotor sebesar 20%  (dua  puluh persen); 

h. permainan   ketangkasan   sebesar  35%    (tiga    puluh  lima persen); 
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i. refleksi dan  pusat  kebugaran  (fitness   center)   sebesar  15% (lima  belas 

persen); 

j. pertandingan olahraga sebesar 15% (lima  belas persen);  dan 

k. diskotik,  karaoke,  klab malam,  dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh 

persen) 

l. Khusus  Hiburan  kesenian  rakyat/tradisional   dikenakan  tarif Pajak Hiburan 

ditetapkan sebesar 5% (lima persen). 

4. Pajak Reklame 

Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek Pajak 

Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Subjek Pajak Reklame adalah 

orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah 

orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame 

diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak 

Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.  

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Dalam hal ini 

reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga. Nilai Sewa Reklame ditetapkan 

berdasarkan nilai kontrak. Nilai Sewa Reklame sebagaimana dihitung dengan 

memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, 

jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Dalam hal Nilai 

Sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame 

ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor yang ditentukan.Tarif Pajak Reklame 

ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). 

2. Pajak Penerangan 

Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik. Objek 

Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan 

sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.  

Penyedia tenaga listrik melakukan penghitungan dan pemungutan pajak 

penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik. Penggunaan tenaga listrik dari 

sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak 

Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik 

dari sumber lain untuk peruntukan selain dimaksud pada ayat (1) Tarif Pajak 
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Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga 

listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% 

(satu koma lima persen). Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian 

dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. 

3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil 

Pengambilan  Mineral Bukan  Logam  dan Batuan. Nilai jual dihitung dengan 

mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar  

masing-masing jenis Mineral Bukan  Logam dan Batuan. Nilai   Pasar  sebagaimana  

dimaksud  adalah harga   standar   mineral  bukan   logam    dan  batuan  yang 

ditetapkan oleh gubernur yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) 

4. Pajak Parkir 

Pajak parkir di pungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan 

jalan. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, 

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.  

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir 

kendaraan wajib pajak parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan 

tempat parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Tarif Pajak Parkir 

ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen). 

5. Pajak Air Tanah 

Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang 

pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Tarif Pajak Air 

Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) 
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6. Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau 

pengusahaan sarang burung walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah 

pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Subjek Pajak Sarang 

Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan 

dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Wajib Pajak Sarang Burung Walet 

adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau 

pengusahaan Sarang Burung Walet. Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung 

Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet 

ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). 

7. Pajak Bumi Bangunan 

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Subjek PBB-P2 adalah 

orang pribadi dan/atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi 

dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 

memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi dan/atau 

badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh 

manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat 

atas bangunan. 

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. Besarnya NJOP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun. Kecuali untuk objek pajak 

tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah. 

Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 

Walikota. NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga 

rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dalam hal 

tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan 

NJOP dapat dilakukan dengan metode: 

a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis; 

b. nilai perolehan baru: atau  
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c. nilai jual pengganti Tarif PBB-P2 ditetapkan: 

1. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih.  

2. Tarif PBB-P2 ditetapkan 0.1 % (nol koma satu persen) untuk Nilai Jual 

Objek Pajak yang kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

8. BPHTB 

BPHTB dipungut pajak atas Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. 

Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Subjek 

Pajak BPHTB adalah orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi dan/atau 

badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dasar pengenaan 

BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.  

Dalam hal perolehan hak waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi 

yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu 

derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk 

suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima 

persen). 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Jenis Kajian 

Jenis kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif 

deskripti. Menurut Arikunto (2002) salah satu penelitian kualitatif deskriptif adalah 

berupa penilitian denghan metode atau pendekatan studi kasus (Case Study). Studi 

kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan 

terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat 

sampai tuntas. 

 pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis 

sehingga dalam langkah penelitiannya tidak merumuskan hipotesis. Metode 

deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran 

mengenai situasi atau kejadian, sedangkan analisis kuantitatif adalah metode 

analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat 

pembuktian dari masalah. Sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode 

penelitian yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.  

Dalam kajian ini akan dilakukan identifikasi permasalahan yang terkait dengan 

potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang. Analisa awal dilakukan melalui data 

skunder yang akan digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara 

mendalam serta sistematis tentang keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya dari 

hasil survey pada beberapa sample objek pajak dan retribusi dilakukan analisis 

untuk memperoleh gambaran potensi pajak dan retribusi secara riil. Dari analisis 

data skunder dan dsata primer serta permasalahaan yang ada akan dilakukan 

proyeksi potensi PAD dan solusi atas masalah terkait PAD. Ruang Lingkup Kegiatan 

Lingkup pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian Potensi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Bontang dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Kegiatan Persiapan terdiri dari: 

a) Penyiapan administrasi kegiatan;  

b) Penyusunan rencana kerja; 

c) Persiapan personil dan peralatan; 

d) Inventarisasi awal terhadap data primer dan data sekunder yang terkait.  
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2. Kegiatan Pengumpulan Data, dilakukan melalui upaya inventarisasi dan 

kompilasi data terkait potensi dan masalah Potensi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di Wilayah Kota Bontang.  

3. Kegiatan Pemetaan Potensi 

Setelah dilaksanakan kegiatan pengumpulan data kemudian dilaksanakan 

Analisa dan Pemetaan Potensi pajak dan retribusi diantaranya: 

a) Melakukan pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Bontang 

b) Melakukan kajian mengenai Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kota Bontang 

4. Perumusan strategi peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Bontang 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan kumpulan sejumlah fakta atau kenyataan yang dapat 

dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan 

(Brotodiharjo, 2007). Jenis data dalam kajian ini adalah data primer dan data 

skunder yaitu; 

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari 

sumber pertama yaitu OPD penghasil PAD. Data primer ini didapat dari: 

a. Focus Group Discussion dengan para pihak terkait, termasuk di dalamnya 

adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, OPD dan pihak lain terkait;  

b. Hasil survey kepada responden yang terkait dalam kajian ini. 

2. Data Sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang 

telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, Adapun data yang akan 

digunakan kajian ini adalah bersumber dari dokumen-dokumen dari instansi 

terkait: 

a) RPJMD Kota Bontang;  

b) Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Bontang dan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang; 

c) Laporan tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang; 
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d) Data dan informasi obyek Pajak dan Retribusi Daerah yang dimiliki Badan 

Pendapatan Daerah Kota Bontang; 

e) Data historis target dan realisasi APBD; 

f) Data lain yang relevan dengan tema kajian. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam kajian ini pelaksanaan metode pengumpulan data dimaksudkan untuk 

mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang 

diangkat dan akurat kualitasnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam kajian ini adalah: 

1. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan 

bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan-

laporan yang relevan dengan objek kajian untuk mendukung data yang sudah 

ada. 

2. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan literatur, jurnal-jurnal, 

maupun sumber lain yang terkait baik yang bersumber dari perpustakaan 

maupun dari instansi yang terkait dengan permasalahan kajian; 

3. Wawancara digunakan dalam pengumpulan data dimana penulis 

mengadakan tanya jawab secara langsung ke pihak yang terkait; 

4. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data melalui permintaan keterangan- 

keterangan kepada responden dalam bentuk kuesioner. Data yang dihasilkan 

berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.  

 

3.4 Metode Analisa Data 

Dari data yang diperoleh, maka dilakukan analisa data agar dapat 

diinterpretasikan. Metode analisa data yang digunakan dalam kajian ini adalah 

analisa deskriptif kuantitatif. Analisa deskriptif kuantitatif digunakan untuk 

menjelaskan maupun menyajikan data yang diperoleh dari instansi dengan 

memberikan gambaran umum menurut apa adanya sesuai dengan kenyataan yang 

ada pada saat melakukan kajian. Berikut beberapa analisas data yang digunakan 

untuk menunjang informasi deskriptif tersebut: 
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1. Tax ratio 

Ukuran yang digunakan untuk mengestimasi kinerja penerimaan pajak 

daerah dan/atau retribusi daerah. Rasio ini juga memberikan perspektif 

kepatuhan pajak (tax compliance) dan penghindaran pajak (tax avoidance) 

bahkan penyelundupan pajak (tax evasion). Perhitungan rasio ini adalah 

sebagai berikut: 

Tax ratio = (penerimaan pajak / PDRB) x 100 

Hasil tax ratio kemudian dibandingkan dengan rata-rata tax ratio di 

Indonesia (1,2%). Tax ratio kota Bontang dianggap optimal jika persentasenya 

sama dengan atau lebih dari rata-rata tax ratio di Indonesia. 

2. Analisis Elastisitas  

Untuk mengetahui tingkat elastisitas penerimaan PAD, elastisitas 

penerimaan pajak, dan elastisitas penerimaan retribusi daerah terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio elastisitas bertujuan untuk 

mengetahui kepekaan perubahan PAD terhadap perubahan-perubahan PDRB. 

Rumus perhitungan tingkat elastisitas adalah dengan menghitung persentase 

pertumbuhan PAD atau sumber-sumber PAD (pajak dan retribusi) terhadap 

pertumbuhan PDRB, sebagai berikut: 

E = Pertumbuhan PAD / Pertumbuhan PDRB 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

Jika E < 1 maka tingkat elastisitas disebut inelastis. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen 

maka PAD akan mengalami perubahan kurang dari satu persen. 

Jika E = 1 maka tingkat elastisitas disebut unitary elastis. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen 

maka PAD juga akan mengalami perubahan sebanyak satu persen. 

Jika E > 1 maka tingkat elastisitas disebut elastis. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak satu persen 

maka PAD akan mengalami perubahan lebih dari satu persen. 

3. Analisis Efektivitas 

Analisis Efektivitas, bertujuan mengestimasi kinerja penerimaan PAD. 

Kinerja PAD dapat dikatakan efektif jika jumlah pencapaian realisasi sesuai 
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dengan yang ditargetkan atau yang dianggarkan. Rumus menghitung 

efektiviatas PAD adalah sebagai berikut: 

Efektivitas = (Realisasi / Anggaran) x 100 

4. Rasio Kontribusi 

Sebagai estimasi tingkat kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap 

PAD. Rasio ini mengukur kemampuan dan kontribusi dari sumber-sumber 

PAD. Rumus untuk menghitung rasio kontribusi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Kontribusi = (sumber-sumber PAD / PAD) x 100 

Kriteria rasio kontribusi sumber-sumber PAD menurut Halim (2002) 

adalah sebagai berikut: 

nilai 00,00% - 10,00%  : kontribusi dikatakan sangat kurang 

nilai 10,01% - 20,00%  : kontribusi dikatakan kurang 

nilai 20,01% - 30,00%  : kontribusi dikatakan sedang 

nilai 30,01% - 40,00%  : kontribusi dikatakan cukup 

nilai 40,01% - 50,00%  : kontribusi dikatakan baik 

nilai > 50%    : kontribusi dikatakan sangat baik 

5. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan bertujuan mengestimasi pertumbuhan PAD, 

pertumbuhan pajak, dan pertumbuhan retribusi daerah selama beberapa tahun 

terakhir. Diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing sumber PAD dapat 

digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian 

(Halim, 2008). Laju pertumbuhan sumber PAD dapat dilihat dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

G (Xt) = (Xt – Xt-1) / Xt-1 x 100 

Keterangan: 

G  = Tingkat pertumbuhan sumber-sumber PAD yang dinyatakan dalam 

persen 

Xt  = Adalah sumber PAD (Pajak, Retribusi, BUMD, lain-lain PAD yang 

sah) pada tahun ke-t 

Xt-1 = Adalah sumber PAD (Pajak, Retribusi, BUMD, lain-lain PAD yang 

sah) pada tahun t-1 (tahun sebelumnya) 
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6. Analisa Trend 

Untuk memberikan gambaran tren PAD, pajak, dan retribusi daerah 

selama beberapa tahun terakhir. Analisis trend ini dapat dimanfaatkan untuk 

perencanaan masa mendatang. Menurut Nata Wirawan (2002) analisis ini 

digunakan untuk mengetahui perkiraan penerimaan komponen potensial 

sumber-sumber PAD. 

 

3.5 Rencana Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Bontang dapat dipastikan tidak akan berhasil bila tidak ada rencana 

kerja yang disusun dan diacu selama kurun waktu pelaksanaan kegiatan. Tanpa 

adanya jadwal pelaksanaan kegiatan dimungkinkan terlewatinya item kegiatan 

karena tidak ada alat untuk melaksanakan kontrol tingkat keberhasilan. Kriteria 

keberhasilan suatu kegiatan adalah: 

1. Dilaksanakannya seluruh item kegiatan sesuai lingkup kegiatan 

2. Kerja sama seluruh anggota tim  

3. Diselesaikannya pelaksanaan kegiatan tepat waktu 

4. Terjadwalnya seluruh kegiatan 

5. Dilaksanakannya kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerja 

Guna memenuhi tingkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan kriteria 

keberhasilan tersebut di atas maka pada usulan teknis ini disusun jadwal 

pelaksanaan kegiatan. Sebelum dilaksanakannya kegiatan sesuai dengan rencana 

jadwal pelaksanaan kegiatan perlu dibahas dahulu dengan pengelola kegiatan. 

Pembahasan rencana kerja ini untuk menyepakati tanggal-tanggal penting dan jenis 

kegiatan penting yang disepakati sebagai titik kontrol (check point) untuk melakukan 

evaluasi kemajuan kegiatan. 

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Potensi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kota Bontang adalah 4 bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari 

kalender, sejak penandatanganan kontrak kerjasama. Secara garis besar jadwal 

pelaksanaan pekerjaan tercantum pada tabel berikut: 
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Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

No Kegiatan 
Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penawaran Swakeloa                 

2 Kesepakatan dengan Pelaksana                 

3 Penyusunan Tim Persiapan dengan Pengawas                 

4 Review Spesifikasi Teknis/KAK                 

5 Review RAB                 

6 Penandatanganan Kontrak Swakelola                 

7 Pelaksanaan Pekerjaan                 

8 Serah Terima dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan                 

9 Finalisasi administrasi pencairan anggaran                 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Kondisi Umum Daerah 

4.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif Kota Bontang 

Kondisi geografis suatu daerah tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Semakin suatu 

daerah mampu menggali potensi perekonomian  daerah yang dimiliki sesuai dengan 

kondisi geografis, maka akan semakin besar Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat.   Secara administrasi, 

Kota Bontang terbentuk pada Tahun 1999 yang ditetapkan melalui Undang-Undang 

Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama 

dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai 

Kartanegara yang semula tergabung dalam Kabupaten Kutai. Kota Bontang terletak 

antara 117°23' sampai dengan 117°34' Bujur Timur dan 0°01' sampai dengan 0°12'  

Lintang  Utara  di Provinsi Kalimantan Timur.  Wilayah Kota Bontang di sebelah 

utara dan barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur, sementara di 

sebelah timur berbatasan langsung dengan Selat Makassar dan di sebelah selatan 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Gambar 3. Peta Administratif Kota Bontang
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Secara Administratif, kota Bontang mempunyai tiga kecamatan, yaitu 

Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan, dan Kecamatan Bontang 

Barat. Luas Kota Bontang secara keseluruhan adalah 27.509 km2, dengan luas 

daratan 16.188 km2 dan luas perairan 11.321 km2. Jika dilihat berdasarkan 

kecamatan yang ada, Kecamatan Bontang Selatan merupakan kecamatan dengan 

wilayah daratan terluas, yaitu 68,51 persen dari total luas daratan Kota Bontang 

(11.091 km2). Sementara Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Barat masing-

masing persentase luas wilayahnya 20,41 persen dan 11,08 persen dari total luas 

daratan Kota Bontang 

Gambar 4. Perbandingan Prosentase Luas Daratan dan Lautan Kota Bontang 

 

Tabel 4. Luas Wilayah Daratan Menurut Kelurahan di Kota Bontang 2021 

Kecamatan/kelurahan Luas (Km2) Prosentase 

Bontang Utara   3.303,34  20,41% 

Bontang Kuala 894,40  5,53% 

Bontang Baru 221,53  1,37% 

Lok Tuan 335,07  2,07% 

Guntung   1.135,14  7,01% 

Gunung Elai 501,89  3,10% 

Api-api 215,30  1,33% 

Bontang Selatan     11.090,82  68,51% 

Tanjung Laut 143,45  0,89% 

Berbas Tangah   85,23  0,53% 

Berbas Pantai   57,20  0,35% 

Satimpo   1.770,73  10,94% 

Bontang Lestari   8.782,41  54,25% 

Tanjung Laut Indah 251,79  1,56% 

41,15% 

58,85% 

Luas Wilayah 

Luas Daratan Luas Perairan
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Kecamatan/kelurahan Luas (Km2) Prosentase 

Bontang Barat   1.793,54  11,08% 

Belimbing 959,16  5,93% 

Gunung Telihan 229,47  1,42% 

Kanaan 604,91  3,74% 

Total     16.187,70  100% 
  Sumber: Bapelitbang Kota Bontang, 2021 

Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17 Tahun 2002, 

secara administratif wilayah Kota Bontang terbagi menjadi tiga (3) kecamatan yaitu 

Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang 

Barat. Selain itu, Kota Bontang terdapat 15 kelurahan dan 499 Rukun Tetangga. 

Gambar 5. Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bontang Tahun 2021 

 

Tabel 5. Jumlah Rukun Tetangga Menurut Kelurahan di Kota Bontang Tahun 2021 

Kelurahan Jumlah Rukun Tetangga 

Bontang Utara 205 

Bontang Kuala 20 

Bontang Baru 28 

Lok Tuan 52 

Guntung 18 

Gunung Elai 45 

Api-api 42 

Bontang Selatan 201 

Tanjung Laut 38 

Berbas Tangah 62 

Berbas Pantai 24 
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Kelurahan Jumlah Rukun Tetangga 

Satimpo 25 

Bontang Lestari 19 

Tanjung Laut Indah 33 

Bontang Barat 93 

Belimbing 51 

Gunung Telihan 30 

Kanaan 12 

Total 499 
Sumber: Bagian Pemerintahan Kota Bontang, 2021 

 

4.1.2 Kondisi Demografis  

Sebagai kota yang sedang berkembang terutama dengan keberadaan dua 

perusahaan besar berskala nasional yakni PT Badak LNG dan PT.Pupuk Kaltim 

menjadi daya tarik utama bagi para pendatang, maka setiap tahun jumlah penduduk 

Kota Bontang semakin meningkat. Pertambahan tersebut tidak hanya disebabkan 

faktor alami pertumbuhan penduduk yakni kelahiran dan kematian tetapi juga faktor 

lain yang tidak kalah pentingnya yakni migrasi. Profil demografi Kota Bontang yang 

akan dijabarkan meliputi jumlah penduduk secara keseluruhan, jumlah penduduk 

menurut jenis kelamin, jumlah penduduk miskin, laju pertumbuhan penduduk dan 

persebaran penduduk. 

Berdasarkan data registrasi kependudukan, jumlah penduduk Kota Bontang 

pada tahun 2020 adalah sebanyak 184.784 jiwa. Dengan rasio jenis kelamin 

sebesar 108. Hal ini berarti terdapat sekitar 108 penduduk laki-laki per 100 

penduduk perempuan di Kota Bontang. Lebih banyaknya penduduk laki-laki di Kota 

Bontang ini, salah satunya disebabkan karena keberadaan beberapa perusahaan 

berskala besar yang menarik minat sejumlah tenaga kerja dari luar daerah Kota 

Bontang, khususnya pekerja laki-laki. Selanjutnya, jika dilihat dari persebaran 

penduduknya, sebagian besar penduduk Kota Bontang menempati wilayah 

Kecamatan Bontang Utara (45,57 persen) dan Kecamatan Bontang Selatan (38,04 

persen). Sementara sisanya sekitar 16,39 persen penduduk menempati wilayah 

Kecamatan Bontang Barat. Banyaknya penduduk yang memilih untuk menempati 

wilayah Kecamatan Bontang Utara ini erat kaitannya dengan banyaknya fasilitas 

pendidikan dan perekonomian di wilayah tersebut. 
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Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bontang Tahun 2020 

Kecamatan Jumlah Penduduk 
Presentase Jumlah 

Penduduk 

Bontang Utara 84.210 45,57% 

Bontang Selatan 70.297 38,04% 

Bontang Barat 30.277 16,39% 

Jumlah 184.784 100,00% 

 

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kota Bontang Tahun 2016 - 2020 

Karakteristik 
Jumlah Penduduk 

2016 2017 2018 2019 2020 

Laki-Laki  90.664  92.066   93.290   94.583   96.023  

Bontang Utara 40.620   41.277   42.192   42.986   43.761  

Bontang Selatan 34.964   35.494   35.612   36.027   36.584  

Bontang Barat 15.080   15.295   15.486   15.570   15.678  

Perempuan     83.106   84.449   86.118   87.035   88.761  

Bontang Utara 37.152   37.787   38.977   39.640   40.449  

Bontang Selatan 32.017   32.539   32.824   33.036   33.713  

Bontang Barat 13.937   14.123   14.317   14.359   14.599  

 

Tabel 8. Sex Ratio Penduduk Kota Bontang 2016-2020 

Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 

Sex Ratio 109 109 108 109 108 

 

Pada tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 

64 tahun) mendominasi dalam struktur penduduk di Kota Bontang, hal ini dapat 

dilihat dari jumlah penduduk usia produktif di Kota Bontang lebih banyak yaitu 

sebesar 129.000 jiwa atau 69,81 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk 

usia tidak produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) yaitu 

sebesar 55.784 jiwa atau 30,19 persen. 

Kondisi struktur penduduk di Kota Bontang dimana proporsi penduduk usia 

produktif jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif 

mengakibatkan turunnya angka ketergantungan (dependency ratio). Fenomena 

menurunnya angka ketergantungan akan mengurangi besarnya biaya untuk 

pemenuhan kebutuhan penduduk usia tidak produktif sehingga sumber daya dapat 

dialihkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan 

penduduk. Dengan demikian, terbukalah sebuah kesempatan atau jendela peluang 
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yang harus dimanfaatkan untuk meraih keuntungan ekonomis yang disebut bonus 

demografi. Sebaliknya, jika tidak dapat memanfaatkan peluang ini, justru akan 

mengakibatkan tingginya pengangguran. Seiring dengan kebutuhan tenaga kerja, 

jumlah penduduk menjadi salah satu factor yang dapat mempengaruhi tinggi 

rendahnya tingkat PDRB per kapita. Semakin banyak jumlah penduduk di suau 

wilayah, maka PDRB per kapita akan semkain mengecil jika tidak diimbangi oleh 

meningkatnya jumlah PDRB tersebut. Untuk itu jumlah penduduk yang diperlukan 

untuk dapat mendukung peningkatan PDRB adalah jumlah penduduk yang berusia 

produktif.  

Tabel 9. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Bontang Tahun 2020 

Kelompok Umur Jumlah Penduduk 

0-4 16.114 

5-9 18.218 

10-14 17.319 

15-19 15.917 

20-24 16.675 

25 - 29 16.691 

30 -34 15.855 

35 - 39 15.023 

40 - 44 13.308 

45 - 49 11.630 

50 - 54 10.717 

55 - 59 8.111 

60 - 64 5.073 

65 - 69 2.314 

70 - 75 1.009 

> 75 810 

Jumlah 184.784 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, 2020 

Berdasarkan Gambar 4 Jumlah penduduk Kota Bontang dari tahun ke tahun 

terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016—2021 jumlah penduduk Kota 

Bontang terus mengalami peningkatan, tahun 2017 sebesar 1,02%, tahun 2018 

sebesar 1,01%, tahun 2019 sebesar 1,02%, tahun 2020 sebesar 1,02%. Salah satu 

penyebab bertambahnya jumlah penduduk adalah tingginya tingkat kelahiran serta 

rendahnya angka kematian. Informasi tentang jumlah penduduk di suatu wilayah 

tentu sangat diperlukan untuk merancang pembangunan. Bertambahnya jumlah 
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penduduk menyebabkan semakin sempitnya kesempatan memperoleh pekerjaan. 

Keadaan tersebut dapat memicu terjadinya kemiskinan. 

Gambar 6. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Bontang Tahun 2016 – 2020 

 

Pertambahan penduduk tidak terlepas dengan faktor alamiah seperti kematian 

dan kelahiran serta faktor non alamiah seperti migrasi. Fenomena migrasi di Kota 

Bontang dapat menjadi salah satu titik perhatian. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, di Kota Bontang lebih banyak penduduk laki-laki, begitu pula jumlah 

migrasi keluar maupun migrasi masuk lebih didominasi oleh penduduk laki-laki, 

salah satunya disebabkan karena keberadaan beberapa perusahaan berskala besar 

yang menarik minat sejumlah tenaga kerja dari luar daerah Kota Bontang. 

 Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016—2020) net migrasi Kota Bontang 

mengalami pergeseran. Sepanjang tahun 2016—2020 net migrasi Kota Bontang 

bertanda negatif artinya migrasi keluar lebih besar dibandingkan dengan migrasi 

masuk. Tahun 2017 net migrasi Kota Bontang sebesar negatif 2.705, dimana selisih 

jumlah penduduk yang keluar dari Kota Bontang adalah sebesar 2.705 jiwa 

dibanding dengan jumlah penduduk yang masuk. Jumlah ini, mengalami  kenaikan  

dibandingkan  dengan  tahun  2016  yaitu  sebesar  1.950  jiwa. Sedangkan dari 

tahun 2018 sampai tahun 2020 net migrasi selalu mengalami penurunan yaitu 2018 

sebesar 1.876 jiwa,  tahun 2019 sebesar 1.869 jiwa dan tahun 2020 sebesar 1.748 

jiwa. Banyaknya penduduk yang keluar dari Kota Bontang, dapat menjadi indikasi 

bahwa daya tarik yang ada di Kota Bontang mulai melemah dan juga kesempatan 

kerja atau lapangan pekerjaan yang kurang memadai. 
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Tabel 10. Migrasi Penduduk Kota Bontang Menurut Jenis Kelamin 2016-2020 

Karakteristik Jenis Kelamin 2016 2017 2018 2019 2020 

Migrasi Keluar 

Laki-Laki 4.488 3.992 3.946 3.980 3.294 

Perempuan 3.597 3.290 3.134 3.328 2.654 

Jumlah 8.085 7.282 7.080 7.308 5.948 

Migrasi Masuk 

Laki-Laki 3.260 2.436 2.861 2.937 2.156 

Perempuan 2.875 2.141 2.343 2.502 2.044 

Jumlah 6.135 4.577 5.204 5.439 4.200 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, 2020 

Gambar 7. Migrasi Penduduk di Kota Bontang Tahun 2016 - 2020 

 

 
Gambar 8. Migrasi Keluar Menurut Jenis Kelamin di Kota Bontang Tahun 2016-2020 

 



  
 

 

47 
  
 

 

Gambar 9. Migrasi Masuk Menurut Jenis Kelamin di Kota Bontang Tahun 2016 - 2020 

 

 

4.2 Kondisi Sosial 

4.2.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau 

keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang 

serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Dalam hal ini 

kontribusi Pendapatan Asli Daerah sangat diperlukan untuk mengatasi beberapa 

masalah dalam sebuah daerah guna mengurangi masalah seperti kemiskinan, 

ketimpangan sosial serta pengangguran. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah, 

masyarakat yang memiliki keterbatasan keuangan/kurang mampu dapat terbantu 

karena salah satu fungsi PAD yaitu untuk membantu menjalankan keberhasilan 

otonomi daerah. 
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Gambar 10. Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar Kota Bontang Tahun 2016-2020 

 

 

Pencapaian persentase program PMKS di Kota Bontang yang memperoleh 

bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di tahun 2020 mencapai 100%, di 

tahun 2016 sampai dengan 2019 berturut-turut adalah 61,2%, 62,01%, 61,28%, dan 

95,48%. Pencapaian tertinggi di tahun 2020 ini terkait dengan adanya pandemi 

covid-19 dimana pemerintah daerah dan pusat menggulirkan berbagai bantuan. 

Gambar 11. Jumlah PMKS Diberikan Bantuan di Kota Bontang 

 

Jumlah masyarakat dalam program PMKS yang menerima bantuan di Kota 

Bontang selama empat tahun terakhir dapat dilihat dari  grafik di atas yang setiap 

tahunnya mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 sebesar 7.064, tahun 2018 

sebesar 9.016, tahun 2019 sebesar 9.094, dan peningkatatan drastis di tahun 2020 

yaitu 36.0656. Hal ini dapat dibandingkan jumlah masyarakat dalam program PMKS 

yang seharusnya menerima bantuan di Kota Bontang selama empat tahun terakhir. 

Besarnya selisih dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dari jumlah PMKS yang 
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seharusnya menerima dengan jumlah PMKS yang diberikan bantuan terdapat selisih 

cukup jauh yang menggambarkan tingkat kesejahteraan umum masyarakat dalam 

keadaan yang stabil, tetapi pada tahun 2020 jumlah yang seharusnya menerima dan 

yang menerima bantuan hampir sama diberikan diakibatkan adanya pandemi covid-

19. 

Jumlah PMKS Kota Bontang dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus 

mengalami penurunan dikarenakan keberhasilan program  yang dilaksanakan oleh 

Dinsos dapat membuat dampak semakin menurunnya jumlah PMKS. 

Tabel 11. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bontang 2017-2020 

Uraian 2017 2018 2019 2020 

Anak Jalanan 2 1 1 1 

Penderita Sakit Jiwa 1.451 965 195 160 

Gepeng (Gembel Dan Pengemis) 5 7 6 6 

Penderita HIV/AIDS 47 43 35 44 

Pecandu Narkoba - - - - 

Fakir Miskin 38.703 15.236 12.692 12.692 

Bayi Terlantar 11 1.703 1.357 1.357 

Anak Terlantar 26 35 26 26 

Anak Korban Kekerasan Lingkungan Rumah         

Tangga 3 3 7 - 

Anak Korban Kekerasan Lingkungan Sekolah - - 8 - 

Anak Korban Kekerasan Lingkungan - - - - 

Masyarakat 7 8 7 - 

Anak Korban Kekerasan Seksual 30 1 22 - 

Lanjut Usia Terlantar 96 3.534 3.223 3.223 

Komunitas Adat Terpencil 211 1.028 1.028 1.028 

Penyandang Tuna Netra 75 64 48 48 

Penyandang Tuna Rungu 91 84 21 21 

Penyandang Tuna Wicara 28 39 24 24 

Penyandang Tuna Wicara-Rungu 17 16 10 10 

Penyandang Tuna Daksa 133 143 80 80 

Penyandang Tuna Grahita - 261 261 261 

Penyandang Buta Aksara - - - - 

Tuna Susila - - - - 

Bekas Narapidana 121 267 267 N/A 
Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang 
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4.2.2 Kemiskinan 

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, 

tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi 

seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani 

kehidupan secara bermartabat. Kondisi kemiskinan ini sangat berhubungan dengan 

peningkatan jumlah PMKS. Kondisi kemiskinan terlihat dari pemenuhan kebutuhan 

dasar seperti makanan, asupan gizi, kesehatan, pendidikan, dan rumah tinggal yang 

layak huni. Banyaknya kejadian bencana alam, dan konflik-konflik sosial, 

menyebabkan bertambahnya jumlah korban bencana alam dan bencana sosial. 

Kemiskinan juga menyebabkan mereka menjadi gelandangan, pengemis, buruh 

migran, banyak lanjut usia terlantar dan wanita rawan sosial ekonomi. Dibawah 

merupakan data dari Dinsos Kota Bontang mengenai jumlah penduduk miskin. 

Tabel 12. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kecamatan di Kota Bontang Tahun 2016- 2020 

Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020 

Bontang Utara 14.710 14.710 14.710 13.024 13.030 

Bontang Selatan 18.294 18.294 18.294 15.550 16.133 

Bontang Barat 5.699 5.699 4.228 5.364 4.935 

Jumlah 38.703 38.703 37.232 33.938 34.098 

 

Tabel 13. Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan di Kota Bontang Tahun 2016-2020 

Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020 

Bontang Utara 2.473 2.178 2.013 3.261 3.334 

Bontang Selatan 2.769 2.326 2.326 3.699 4.023 

Bontang Barat 835 759 759 1.242 1.153 

Jumlah 6.077 5.263 5.098 8.202 8.510 

 

Tabel 14.  Jumlah Kepala Keluarga Miskin Menurut Kecamatan di Kota Bontang Tahun 2017-2020 

Kecamatan 2017 2018 2019 2020 

 Bontang Utara  3.267  3.267    3.261  3.334  

 Bontang Selatan  3.807  3.807    3.699  4.023  

 Bontang Barat  1.246  1.246    1.242  1.153  

Jumlah 8.320  8.320    8.202  8.510  

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang 
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Pengukuran kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan 

dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi 

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita 

perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan 

penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non 

Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per 

bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. 

Tabel 15. Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Kota Bontang (rupiah) Tahun 2016-2020 

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 

Garis Kemiskinan   513.205  542.985  549.830  582.188  636.491  

Pengeluaran Konsumsi 
Pangan Rumah Tangga Per 
Kapita/Bulan  

 658.447  765.214  789.838  803.872  899.901  

Pengeluaran Konsumsi Non 
Pangan Rumah Tangga Per 
Kapita/Bulan  

   900,96   1.033.442  1.179.683  1.071.080    1.564.992  

Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Per Kelompok   

 - 40 persen Terbawah   -   -  913.191  39    1.071.433  

 - 40 persen Tengah   -   -  
  

1.764.678  
  1.777.477    2.098.763  

 - 20 persen Teratas   -   -  
  

4.503.960  
  3.947.581    5.991.430  

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang 

 

Berdasarkan data yang dikeluarkan dari BPS tersebut, rata-rata pengeluaran 

rumah tangga Kota Bontang tergolong masih di atas garis kemiskinan, ini 

menunjukkan rata-rata kesejahteraan masyarakat dalam kategori sejahtera. Tingkat 

kesejahteraan yang baik akan mempengaruhi seluruh aspek lini kehidupan sosial 

dan ekonomi pembangunan suatu daerah. 

 

4.2.3 Indeks GINI 

Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran 

per kapita penduduk suatu daerah. Koefisien Gini digunakan sebagai tolok ukur 

ketimpangan. Koefisien Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna 
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yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. 

Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna 

yang berarti hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan 

yang lainnya tidak sama sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi Koefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah. 

Gambar 12. Indeks GINI Kota Bontang Tahun 2016-2020 

 

 

Berdasarkan grafik di atas, nilai gini ratio Kota Bontang, tingkat ketimpangan 

rata-rata konsumsi per kapita pada tahun 2020 sebesar 0,41 sedikit lebih tinggi 

dibanding tahun 2019. Hal ini mungkin disebabkan karena meningkatnya angka 

penduduk miskin sebagai dampak pandemic covid 19.  

 

4.2.4 Pengangguran 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu bagian dari angkatan kerja yang 

tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah 

bekerja sama sekali maupun yang sudah penah berkerja), atau sedang 

mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa 

tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki 

pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator ini berfungsi sebagai acuan 

pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend 

indikator ini akan menunjukkan keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan 

ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Secara formulasi, indikator Tingkat 
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Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bontang dihitung melalui rasio antara jumlah 

orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan terhadap jumlah angkatan 

kerja, yang selama Tahun 2017-2021 bisa dilihat pada Gambar di bawah ini: 

 

Gambar 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bontang Tahun 2017-2021 

 

 

Secara umum tingkat pengangguran terbuka Kota Bontang terus mengalami 

penurunan yang konsisten pada tahun 2017-2019. Penurunan tersebut merupakan 

sinyal baik atas keberhasilan Pemerintah Kota Bontang dalam mengurangi Tingkat 

Pengangguran Terbuka. Namun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan 

tingkat pengangguran terbuka akibat adanya padndemi covid yang berdampak pada 

perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga industry melakukan berbagai 

kebijakan salah satunya mengurangi jumlah karyawan.  Meskipun sudah sempat 

mengalami penurunan, dibandingkan dengan kota atau kabupaten sekitar tingkat 

pengangguran Kota Bontang masih tergolong tinggi di Provinsi Kalimantan Timur. 

Jumlah penduduk juga dapat memberikan informasi tentang pengangguran. Jumlah 

penduduk yang besar jika tidak diimbangi dengan dengan lapangan kerja yang 

memadai akan menciptakan pengangguram yang semakin meningkat 

 

4.2.5 Indeks Pembangunan Manusia 

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian 

pembagunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan 

dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan 
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pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Perkembangan IPM Kota 

Bontang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 14. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang Tahun 2016-2020 

 

 

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bontang memiliki capaian yang baik 

yang ditunjukkan dengan trend capaian naik setiap tahunnya. Capaian nilai IPM 

sepanjang tahun 2019-2020 mengalami kenaikan dan sudah menunjukkan 

kemajuan yang cukup besar serta telah berstatus ―tinggi‖ dengan capaian IPM di 

atas 70. 

 

4.3 Kondisi Ekonomi Kota Bontang  

Terjadi   fluktuasi pertumbuhan  ekonomi tahun  2016  sampai  dengan  tahun  

2020 dengan perbandingan laju pertumbuhan migas  dan  nonmigas.  Pada masa 

pandemic covid-19, semua laju pertumbuhan yang  ada  di tahun 2020 mengalami 

penurunan. Meskipun demikian, berbagai usaha Pemerintah Kota Bontang dalam 

upaya mengendalikan pandemi Covid-19 diharapkan mampu meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomi secara bertahap di masa depan. 
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Gambar15. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2016-2020 

 

 

4.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bontang 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator 

penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode 

tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB 

pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas 

dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan 

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan 

harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut 

harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, 

pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan 

digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun 

atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga 

dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator 

PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara 

PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. 

Nilai   PDRB   Kota   Bontang   atas dasar dasar harga berlaku 2010 pada 

tahun 2020 mencapai 56,55 triliun rupiah.  Secara  nominal,  nilai  PDRB ini  

mengalami   penurunan   sebesar 1,78 triliun rupiah dibandingkan dengan  tahun 

2019 yang  mencapai 58,33 triliun rupiah. Sedangkan, berdasarkan harga konstan 
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2010, angka  PDRB mengalami  penurunan, dari 40,42 triliun rupiah pada tahun 

2019 menjadi 39,31 triliun rupiah pada tahun 2020.Turunnya nilai PDRB ini 

disebabkan oleh menurunnya produksi beberapa lapangan usaha, seperti 

pertambangan  penggalian dan industri penggolahan, tidak dipengaruhi  oleh inflasi. 

Meskipun secara total pertumbuhan ekonomi pada tahun   2020   bernilai   

negatif, laju pertumbuhan   perekonomian  tanpa migas di Kota Bontang masih 

tumbuh positif sebesar 2,38 persen 

Gambar 16. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bontang (triliun 

rupiah) Tahun 2016-2020 

 

 

 

Gambar 16. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Bontang 

(triliun rupiah) Tahun 2016-2020 
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Lapangan Usaha Industri Pengolahan   menjadi   lapangan usaha utama di 

dalam aktivitas perekonomian    Kota    Bontang, dimana   peranan   lapangan    

usaha ini membentuk  PDRB Kota Bontang sebesar 79,60 persen di tahun 2020. 

Pada tahun 2020, Lapangan  Usaha Industri Pengolahan memiliki laju pertumbuhan 

negatif sebesar -3,78 dimana Kota Bontang mengalami pertumbuhan ekonomi yang 

minus yaitu sekitar -2,76 persen. Sehingga 16  lapangan   usaha  lainnya  secara 

total belum mampu berbagi peran positif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi   

Kota   Bontang   di tahun 2020, dimana selain Lapangan Industri pengolahan, 

Lapangan Usaha Pertambangan Penggalian juga tumbuh negatif.  

Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di 

Kota Bontang (juta rupiah) Tahun 2016–2021 

Kategori Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

A 
Pertanian, 
Kehutanan, dan 
Perikanan 

    477.898,50      548.900,55      621.319,27      667.480,56      692.466,42      713.553,45  

B 
Pertambangan dan 
Penggalian 

    339.865,14      483.336,62      438.472,34      348.454,50      268.006,99      294.564,21  

C Industri Pengolahan 
    

46.634.474,66  
    

49.423.896,76  
    48.354.990,16  

    
46.771.537,09  

    
44.129.241,90  

    
46.018.554,68  

D 
Pengadaan Listrik 
dan Gas 

 13.834,11   16.319,10   17.652,31   19.102,65   21.504,58   21.064,62  

E 

Pengadaan Air, 
Pengelolaan 
Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang 

 10.085,59   11.927,42   13.540,16   14.249,44   15.003,98   15.594,52  

F Konstruksi  2.590.489,35   2.886.704,45   3.304.485,10   3.699.697,62   3.724.324,04   3.761.211,95  

G 

Perdagangan Besar 
dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

 1.405.663,59   1.486.844,01   1.631.289,16   1.782.473,09   1.890.023,75   1.919.402,74  

H 
Transportasi dan 
Pergudangan 

    653.087,82      700.992,12      778.485,94      830.659,92      881.569,59      959.643,47  

I 
Penyediaan 
Akomodasi dan 
Makan Minum 

    228.157,74      257.654,16      296.139,60      330.325,43      325.886,99      331.155,74  

J 
Informasi dan 
Komunikasi 

    391.721,68      401.215,31      426.645,95      450.961,64      477.333,97      506.000,67  

K 
Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

    397.585,86      403.461,63      428.760,35      443.834,06      461.190,70      486.688,81  

L Real Estate     220.878,55      234.353,14      246.455,26      263.489,32      280.035,57      288.932,13  

M,N Jasa Perusahaan     213.712,53      231.199,91      247.478,95      268.054,89      276.112,18      287.977,75  

O 

Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan dan 
Jaminan Sosial 
Wajib 

    715.269,33      743.142,96      790.804,02      830.219,36      806.219,36      814.587,38  

P Jasa Pendidikan     467.711,21      519.777,03      586.408,52      623.530,00      673.237,42      699.091,61  

Q 
Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

    322.277,18      355.352,61      398.508,38      432.486,40      510.307,70      594.834,34  

R,S,T,U Jasa lainnya     156.595,79      180.599,99      204.450,70      230.100,58      231.015,36      236.699,00  

Total PDRB 55.239.308,65  58.885.677,79      58.785.886,17  58.006.656,54  55.663.480,47  57.949.557,05  
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Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan 

Usaha di Kota  Bontang (juta rupiah) Tahun 2016–2021 

Kategori Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

A 
Pertanian, 
Kehutanan, dan 
Perikanan 

 348.826,71   368.451,77   401.233,39   427.340,22   441.859,30   452.423,49  

B 
Pertambangan dan 
Penggalian 

 395.075,64   441.268,46   377.360,02   308.738,09   275.498,01   247.055,38  

C Industri Pengolahan 36.128.452,97  36.125.004,62  34.091.491,67  32.950.291,24  31.707.546,58  32.221.846,90  

D 
Pengadaan Listrik 
dan Gas 

   12.977,66     13.885,05     14.585,89     15.741,54     17.680,78     17.301,17  

E 

Pengadaan Air, 
Pengelolaan 
Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang 

8.265,41   8.939,05   9.803,45     10.210,98     10.401,11  10.809,55  

F Konstruksi   2.000.416,95    2.071.154,06    2.170.819,16    2.295.667,36    2.296.681,02    2.298.28,60  

G 

Perdagangan Besar 
dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

1.047.053,90   1.072.591,92    1.139.026,98    1.189.121,30    1.233.489,84  1.246.010,11  

H 
Transportasi dan 
Pergudangan 

 548.914,76   563.174,13   594.769,61   614.958,12   634.390,95   655.186,02  

I 
Penyediaan 
Akomodasi dan 
Makan Minum 

 159.741,68   173.662,69   189.270,75   205.776,59   202.885,86   205.885,82  

J 
Informasi dan 
Komunikasi 

 379.586,63   379.397,84   379.501,58   391.085,80   412.998,63   437.456,37  

K 
Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

 307.268,01   301.720,37   305.648,67   306.960,63   317.553,07   325.286,25  

L Real Estate  187.691,51   189.607,78   196.109,06   204.572,70   212.919,34   213.390,30  

M,N Jasa Perusahaan  191.430,35   193.051,55   198.727,32   204.810,24   201.352,69   204.646,36  

O 

Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan dan 
Jaminan Sosial 
Wajib 

 456.650,60   455.177,06   469.529,11   485.417,22   469.871,93  473.252,39  

P Jasa Pendidikan  328.470,67   357.382,52   390.298,69   409.699,55   431.320,65   440.999,08  

Q 
Jasa Kesehatan 
dan Kegiatan Sosial 

 221.309,69   238.010,87   257.944,43   269.499,73   317.073,32   361.981,26  

R,S,T,U Jasa lainnya  113.375,96   120.576,70   130.097,08   137.808,43   136.404,47   137.874,85  

Total PDRB 42.835.509,11 43.073.056,45 41.316.216,87 40.427.699,74 39.319.927,56 39.949.433,91 

 

Tabel 17. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut 

Lapangan Usaha di Kota Bontang Tahun 2016–2021 

Kategori Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

A 
Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

0,87 0,93 1,06 1,15 1,24 1,23 

B Pertambangan dan Penggalian 0,62 0,82 0,75 0,6 0,48 0,51 

C Industri Pengolahan 84,42 83,93 82,26 80,63 79,28 79,41 

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 

F Konstruksi 4,69 4,9 5,62 6,38 6,69 6,49 
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Kategori Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

2,54 2,52 2,77 3,07 3,4 3,31 

H Transportasi dan Pergudangan 1,18 1,19 1,32 1,43 1,58 1,66 

I 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

0,41 0,44 0,5 0,57 0,59 0,57 

J Informasi dan Komunikasi 0,71 0,68 0,73 0,78 0,86 0,87 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,72 0,69 0,73 0,77 0,83 0,84 

L Real Estate 0,4 0,4 0,42 0,45 0,5 0,5 

M,N Jasa Perusahaan 0,39 0,39 0,42 0,46 0,5 0,5 

O 
Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

1,29 1,26 1,35 1,43 1,45 1,41 

P Jasa Pendidikan 0,85 0,88 1 1,07 1,21 1,21 

Q 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

0,58 0,6 0,68 0,75 0,92 1,03 

R,S,T,U Jasa lainnya 0,28 0,31 0,35 0,4 0,42 0,41 

Total PDRB 100 100 100 100 100 100 

 

Gambar 17. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di 

Kota Bontang 

 

 

4.3.2 Inflasi Kota Bontang 

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan pemerintah 

untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan terutama yang berkaitan 

dengan kemampuan pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi beredar di 

masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah perencanaan 

program pembangunan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan dapat berdaya 

guna dan berhasil guna dengan baik. Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya 

kenaikan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau 
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dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli masyarakat untuk 

memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil uang menurun). Laju inflasi dalam arti 

sempit adalah meningkatnya harga barang/jasa kebutuhan masyarakat secara rata-

rata. Hal ini berarti terjadi penurunan kemampuan/daya beli uang untuk memperoleh 

barang/jasa (nilai riil yang menurun), tidak hanya merugikan golongan masyarakat 

akan tetapi juga berdampak negatif bagi produsen dan pengusaha lainnya, prospek 

penanaman modal/investasi diberbagai sektor juga terhambat. Berbagai cara, daya 

dan upaya tetap dan terus dilakukan oleh pengambil keputusan kebijakan 

pemerintah pusat maupun daerah dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi. 

Oleh karena itu data inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat 

keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu daerah maupun nasional. 

Inflasi kota terdekat yaitu Kota Samarinda mengalami penurunan pada kurun  

waktu tahun  2016  sampai dengan tahun   2020.   Sama   halnya denganKota 

Samarinda,  inflasi di Provinsi juga mengalami penurunan karena penurunan daya 

beli akibat pandemi covid-19. 

Gambar 18. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di 

Kota Bontang 

 

 

4.4 Analisa Keuangan Daerah Kota Bontang 

4.4.1 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kota Bontang 

Indeks Kapasitas Fiskal merupakan gambaran dari kemampuan keuangan 

daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan 

yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan 

keuangan, dan belanja pegawai. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan 
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untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas 

usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, 

dan/atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Hasil indeks kapasitas daerah Kota Bontang mengalami penurunan yang 

signifikan pada tahun 2017 dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 

5,64. Indeks kemandirian fiscal daerah tersebut selanjutnya mulai naik pada 2019 

dan menurun kembali pada tahun 2020. Meski demikian kategori indeks kapasitas 

fiskal daerah Kota Bontang masih dalam kategori tinggi. Namun hal yang perlu 

digaris bawahi adalah, diharapkan kajian ini nantinya mampu membantu memetakan 

potensi pajak daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiscal dan kemandirian 

daerah Kota Bontang.  

Tabel 18. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah di Kota Bontang Tahun 2016-2020 

Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 

Indeks Kapasitas Fiskal 
Daerah 

5,64 1,43 1,222 1,386 1,289 

 

4.4.2 Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang 

Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Bontang cenderung meningkat pada 

tahun 2016-2019, namun pada tahun 2020 realisasi pendapatan mulai menurun. 

Realisasi pendapatan Kota Bontang pada tahun 2020 hanya mencapai 1,16 triliun 

atau menurun drastis hingga 78,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Penurunan tersebut salah satunya diakibatkan oleh penurunan kinerja dari sisi 

penerimaan perpajakan daerah. Selain itu, penurunan dana penyesuaian dan 

otonomi khusus yang diterima juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan 

Pemerintah Kota Bontang. 

Meskipun demikian, kemampuan pendapatan asli daerah Kota Bontang dalam 

mendukung otonomi daerahnya masih tergolong rendah. Hal tersebut dibuktikan dari 

pola rasio antara pendapatan asli daerah Kota Bontang dengan total pendapatan, 

atau dikenal dengan rasio kemandirian daerah, selama lima tahun anggaran 2016-

2020 masih memiliki rasio antara 5-22 persen, di mana pada tahun 2020 hanya 

mencapai 17,2 persen. Hal ini berarti tingkat kemandirian keuangan daerah Kota 

Bontang masih cukup rendah untuk mendanai belanja daerah, karena belum mampu 
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sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah dengan pendapatan asli daerah secara 

murni. 

Gambar 19. Kontribusi PAD Berdasarkan Jenis Pendapatan di Kota Bontang 

 

 

Sebagian besar realisasi pendapatan Kota Bontang pada tahun 2020 masih 

berasal dari dana perimbangan yakni mencapai 66,9 persen. Lebih khusus lagi dana 

perimbangan tersebut berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam yang 

mencapai 375,8 miliar. Walaupun pada tahun 2020 ini komponen tersebut 

mengalami penurunan, setelah pada beberapa tahun sebelumnya mengalami tren 

yang cenderung meningkat. Bagaimanapun ketergantungan terhadap dana 

perimbangan harus tetap dikurangi, karena besaran dana perimbangan sangat 

rentan terhadap fluktuasi penerimaan negara secara nasional. 
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Gambar 20. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bontang Menurut Jenis 

 

Dalam hal realisasi belanja Pemerintah Kota Bontang, pada tahun 2020 

mencapai 1,44 triliun. Nilai tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan belanja pada 

tahun sebelumnya. Dengan realisasi belanja sejumlah tersebut, menunjukkan bahwa 

belanja pada tahun 2020 sebesar 124 persen dari realisasi pendapatan. Sehingga 

pemerintah harus menggunakan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk menutup 

realisasi belanja tersebut. Belanja pada tahun 2020 masih didominasi oleh belanja 

langsung, yakni sekitar 62 persen dari total belanja. 

Jika dilakukan analisa lebih dalam lagi, didapatkan rasio belanja pegawai, baik 

belanja pegawai langsung maupun belanja pegawai tidak langsung, terhadap total 

belanja daerah sebesar 34,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga 

total belanja daerah digunakan untuk belanja pegawai. Sementara itu, rasio belanja 

pegawai tidak langsung terhadap total belanja daerah pada tahun 2020 sebesar 31,3 

persen. Rasio tersebut menunjukkan porsi belanja daerah yang digunakan untuk 

membayar gaji pegawai daerah. 
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Gambar 21. Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja di Kota Bontang (miliar rupiah) Tahun 

2016-2020 

 

Selain belanja pegawai, belanja daerah juga digunakan untuk belanja modal. 

Bersama-sama dengan belanja barang dan jasa, maka belanja pemerintah tersebut 

akan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, selain dari sektor 

swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Pada tahun 2020, rasio belanja modal 

terhadap total belanja Pemerintah Kota Bontang sebesar 37,7 persen. Jika ditambah 

dengan belanja barang dan jasa, maka belanja Pemerintah Kota Bontang untuk 

investasi pada pembangunan dan belanja aset tetap sebesar 94,3 persen. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hampir seluruh perhatian pemerintah 

digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di masa pandemi. 

Untuk melihat seberapa besar belanja pemerintah digunakan untuk 

menyejahterakan penduduknya, maka digunakan rasio belanja daerah terhadap 

jumlah penduduk. Pada tahun 2020, di Kota Bontang didapatkan rasio sebesar 7,8 

juta rupiah. Hal ini berarti pada dasarnya belanja yang dikeluarkan untuk 

menyejahterakan satu orang penduduk di Kota Bontang sudah cukup besar. Selain 

itu, jika dirinci lagi menurut belanja modal dibandingkan dengan jumlah penduduk,  

maka akan didapatkan rasio belanja modal terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 

2020, rasio tersebut sebesar 1,8 juta rupiah.  Hal  ini  berarti  perhatian  pemerintah  

dalam  meningkatkan  perekonomian penduduknya dari pembangunan infrastruktur 

juga sudah cukup baik. Namun, rasio-rasio tersebut masih berupa gambaran kasar, 
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karena keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai jika pemanfaatan anggaran 

sudah tepat sasaran. 

Selain melihat pendapatan dan belanja daerah, salah satu cara lain melihat 

kesehatan keuangan daerah adalah dengan melihat neraca keuangannya. Jika 

dilihat menurut asetnya, berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) pada tahun 2020 sebagian besar aset Pemerintah Kota Bontang 

tentunya adalah berupa aset tetap dan diikuti dengan aset lancar. Untuk aset tetap 

sendiri, trennya adalah terus meningkat karena pemerintah terus melaksanakan 

pembangunan saran dan infrastruktur setiap tahunnya. Sementara itu, untuk aset 

lancar walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2019, namun Kembali 

meningkat pada tahun 2020. 

Selain aset  tetap  dan  aset  lancar, Pemerintah  Kota  Bontang  juga  

melakukan investasi jangka Panjang yang nilainya sekitar 3,7 persen dari total nilai 

aset. Investasi jangka Panjang tersebut terbagi menjadi investasi jangka Panjang 

permanen dan non permanen, dengan nilai investasi secara berturut-turut sebesar 

187,2 miliar rupiah dan 5,1 miliar rupiah. Selain itu, Pemerintah Kota Bontang juga 

memiliki aset lainnya yang terdiri dari kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak 

berwujud dan aset lain-lain. Keseluruhan aset tersebut mempunyai nilai sekitar 283 

miliar rupiah atau sekitar 5,4 persen dari nilai total aset. 
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Tabel 19. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bontang Menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2016-2020 

Pendapatan 2016 2017 2018 2019 2020 

Pendapatan Asli Daerah 
 

Pajak Daerah 71.426,25 82.122,90 119.410,49 1.086.515,13 100.011,08 

Retribusi Daerah 6.528,48 4.596,40 3.980,78 6.317,53 4.648,14 

Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan 4.547,57 6.014,54 4.779,55 5.835,00 2.561,26 

Lain-Lain PAD yang Sah 87.635,85 76.343,71 71.312,58 84.008,73 92.570,30 

Dana Perimbangan 
 

Dana Bagi Hasil** 663.846,86 574.935,88 652.604,34 775.025,27 487.585,03 

Pajak 106.307,77 163.374,11 88.073,15 120.425,78 111.772,94 

Non Pajak 557.539,09 411.561,77 564.531,18 654.599,49 375.812,09 

Dana Alokasi Umum 202.805,73 203.310,75 215.830,01 233.360,41 231.143,24 

Dana Alokasi Khusus 150.113,64 102.513,24 76.069,38 64.560,28 57.018,14 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  

Hibah 
  

13.812,76 1.834,80 15.623,00 

Dana Darurat - - 
   

Dana Bagi hasil Pajak - - - - 70.713,03 

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 500.000,00 750.000,00 2.475.000,00 3.197.328,20 75.674,43 

Bantuan Keuangan 25.306,00 33.990,46 5.750,00 10.000,00 22.500,00 

Sumbangan Pihak ke-3 - - - - - 
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Tabel 20. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bontang Menurut Jenis Belanja (juta rupiah), 2016-2020 

Jenis Belanja 2016 2017 2018 2019 2020 

Belanja Tidak Langsung 
 

Belanja Pegawai 383.041,70 281.386,14 380.902,96 446.614,56 449.923,34 

Belanja Bunga - - - - - 

Belanja Hibah 20.296,42 9.540,91 13.663,95 17.999,92 44.227,70 

Belanja Bansos 39,43 897,58 901,72 619,94 234,95 

Belanja Bagi Hasil - - - - - 

Belanja Bantuan keuangan 474,90 3.706,50 6.388,30 5.726,79 670,98 

Belanja Tidak Terduga 21.208,04 9.644,28 1.491,74 169,99 56.080,90 

Belanja Langsung 
 

Belanja Pegawai 92.620,22 74.327,21 44.356,72 43.922,73 50.755,57 

Belanja Barang dan Jasa 389.600,55 344.175,32 404.589,81 558.867,14 502.356,60 

Belanja Modal 247.728,70 221.490,25 333.742,25 483.778,01 333.999,32 

Sumber: BPKAD Kota Bontang, 2021 
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BAB V 

PEMETAAN POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

5.1 Anggaran dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah 

Berdasarkan table 21 di bawah menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Asli 

Daerah mulai tahun 2016—2021 mengalami pertumbuhan 7%, yang didukung dari 

anggaran hasil pajak daerah mengalami pertumbuhan rata-rata selama 2016—2021 

sebesar 12%. Sedangkan anggaran hasil retribusi daerah mengalami penerununan 

rata-rata selama tahun 2016—2021 sebesar 9%. Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan 

daerah mengalami penurunan rata-rata dari tahun 2016—2021 sebesar 7%, dan lain 

pendapatan asli daerah yang sah mengalami pertumbuhan 5%. 
Tabel 21. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2016—2021 

 

KodeRekening Nama Rekening 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rata2 

Pertumbuhan

4.1 Pendapatan Asli Daerah 152.109.768.961         160.339.852.120         184.636.710.600         180.514.947.621         187.706.530.331         207.850.653.805         7%

4.1.1 Hasil Pajak Daerah 67.555.000.000            74.240.000.000            109.655.000.000         100.047.500.000         95.978.011.625            109.243.242.125         12%

4.1.1.01 Pajak Hotel 600.000.000                    955.000.000                    715.000.000                    925.000.000                    978.150.000                    929.000.000                    13%

4.1.1.02 Pajak Restoran 5.500.000.000,00 5.165.000.000,00 6.375.000.000,00 9.500.000.000,00 6.827.500.000,00 9.977.500.000,00 17%

4.1.1.03 Pajak Hiburan 450.000.000,00 500.000.000,00 535.000.000,00 542.500.000,00 452.500.000,00 420.260.000,00 -1%

4.1.1.04 Pajak Reklame 400.000.000,00 455.000.000,00 450.000.000,00 500.000.000,00 593.875.000,00 800.000.000,00 15%

4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan 21.750.000.000,00 24.500.000.000,00 59.000.000.000,00 40.500.000.000,00 33.600.000.000,00 33.600.000.000,00 21%

4.1.1.07 Pajak Parkir 80.000.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 150.000.000,00 65.000.000,00 6%

4.1.1.08 Pajak Air Tanah 4.500.000.000,00 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 7.000.000.000,00 7.350.000.000,00 7.350.000.000,00 11%

4.1.1.09 Pajak Sarang Burung Walet 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

4.1.1.09 Pajak Sarang Burung Walet 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

4.1.1.11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.986.625,00 77.482.125,00 #DIV/0!

4.1.1.12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan31.750.000.000,00 33.500.000.000,00 33.500.000.000,00 35.500.000.000,00 40.000.000.000,00 37.500.000.000,00 4%

4.1.1.12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan31.750.000.000,00 33.500.000.000,00 33.500.000.000,00 35.500.000.000,00 40.000.000.000,00 37.500.000.000,00 4%

4.1.1.13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan2.500.000.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 5.500.000.000,00 6.000.000.000,00 18.524.000.000,00 63%

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 5.231.800.000,00 5.766.700.000,00 4.183.078.000,00 3.245.750.000,00 4.083.500.000,00 2.712.863.920,00 -9%

4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 1.500.000.000,00 1.775.000.000,00 1.576.250.000,00 1.421.250.000,00 1.778.000.000,00 1.202.521.920,00 -2%

4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 821.800.000,00 822.200.000,00 823.200.000,00 817.800.000,00 799.000.000,00 743.000.000,00 -2%

4.1.2.03 Retribusi Perijinan Tertentu 2.910.000.000,00 3.169.500.000,00 1.783.628.000,00 1.006.700.000,00 1.506.500.000,00 767.342.000,00 -16%

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan4.547.569.478,33 5.512.793.695,44 5.265.000.000,00 4.504.000.000,00 2.561.257.068,55 2.747.614.686,00 -7%

4.1.3.01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD4.547.569.478,33 5.512.793.695,44 5.265.000.000,00 4.504.000.000,00 2.561.257.068,55 2.747.614.686,00 -7%

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah74.775.399.483,00 74.820.358.424,48 65.533.632.600,00 72.717.697.621,00 85.083.761.637,55 93.146.933.074,00 5%

4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 0,00 467.300.000,00 106.300.000,00 0,00 270.191.908,00 270.191.908,00 #DIV/0!

4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.151.758.711,00 #DIV/0!

4.1.4.02 Penerimaan Jasa Giro 1.680.000.000,00 1.680.000.000,00 2.914.000.000,00 2.880.000.000,00 2.880.000.000,00 3.047.354.178,00 16%

4.1.4.03 Pendapatan Bunga Deposito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

4.1.4.06 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan662.204.784,00 116.524.784,00 440.000.000,00 1.127.697.621,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4.1.4.07 Pendapatan Denda Pajak 250.000.000,00 938.565.716,48 210.000.000,00 209.000.000,00 210.238.979,00 83.258.259,00 28%

4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.563.868,00 0%

4.1.4.09 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 1.725.320.160,00 365.000.000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 #DIV/0!

4.1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian 11.040.878.498,00 278.500.000,00 213.500.000,00 350.000.000,00 2.812.108.470,55 503.367.280,00 113%

4.1.4.15 Pendapatan dari BLUD 51.159.836.041,00 49.500.000.000,00 53.250.130.000,00 58.000.000.000,00 68.000.000.000,00 80.000.000.000,00 10%

4.1.4.16 Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)8.257.160.000,00 5.752.683.260,00 6.894.962.600,00 7.656.000.000,00 7.777.528.900,00 6.046.002.738,00 -4%

4.1.4.18 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 0,00 1.200.000.000,00 1.504.740.000,00 2.450.000.000,00 3.088.693.380,00 0,00 0%

ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 

KOTA BONTANG TAHUN 2016-2021
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Apabila memperhatikan table 22 di bawah, menunjukan bahwa PAD mengalami 

pertumbuhan dengan rata-rata 8% hal tersebut menu jukan bahwa pertumbuhan 

realisasi tata-rata selama 6 tahun terakhir lebih tinggi 1% dari pada anggaran. 

Pertumbuhan realisasi PAD didukung dari hasil pajak daerah yang pertumbuhannya 

selama 6 tahun terakhir sebesar 12%, namun realisasi hasil retribusi daerah mengalami 

penurunan rata-rata sebesar 9%. Demikian juga dengan hasil pengeleolaan daerah 

yang dipisahkan juga mengalamui penurunan selam 6 tahun terakhir sebesar 6%, 

sedangkan lain-lain PAD yang sah selama 6 tahun terakhir mengalami pertumbuhan 

sebear 9%. 
 

Tabel 22. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang Tahun 2016—2021 

 

KodeRekening Nama Rekening 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rata-2 

Pertumbu

han

4.1 Pendapatan Asli Daerah 170.123.811.101,19 169.077.548.653,40 199.483.395.952,57 218.743.530.945,38 199.793.892.987,27 245.467.412.182,38 8%

4.1.1 Hasil Pajak Daerah 71.411.907.746,00 82.122.896.197,00 119.410.487.414,00 116.864.297.801,00 100.014.196.975,55 116.883.388.141,45 12%

4.1.1.01 Pajak Hotel 530.852.586,00 1.133.926.531,00 1.026.044.132,00 1.439.401.041,00 961.029.938,20 1.332.248.934,70 30%

4.1.1.02 Pajak Restoran 5.823.989.194,00 7.136.344.791,00 9.064.805.169,00 10.995.135.011,00 7.918.648.509,20 10.131.534.015,90 14%

4.1.1.03 Pajak Hiburan 487.437.953,00 541.810.458,00 686.761.179,00 764.640.618,00 399.750.385,70 427.735.042,40 2%

4.1.1.04 Pajak Reklame 480.066.600,00 563.504.950,00 527.215.539,00 656.865.862,00 697.725.995,30 798.235.554,00 11%

4.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan 21.785.813.498,00 25.723.105.202,00 61.227.043.323,00 43.992.753.124,00 36.930.053.918,00 36.464.061.277,00 22%

4.1.1.07 Pajak Parkir 62.681.900,00 96.632.800,00 118.991.200,00 112.077.800,00 69.886.180,00 75.192.600,00 8%

4.1.1.08 Pajak Air Tanah 5.770.116.405,00 5.812.303.551,00 5.507.923.302,00 8.388.104.679,00 7.605.122.905,20 8.205.370.368,45 9%

4.1.1.09 Pajak Sarang Burung Walet 0,00 0,00 6.570.000,00 0,00 1.159.972,00 0,00 #DIV/0!

4.1.1.11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 49.952.438,00 0,00 0,00 77.862.750,00 82.501.125,00 77.482.125,00 #DIV/0!

4.1.1.12
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan
33.520.504.520,00 35.293.203.997,00 34.193.259.636,00 37.983.730.201,00 38.544.953.887,00 38.927.086.080,00 3%

4.1.1.13
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan
2.900.492.652,00 5.822.063.917,00 7.051.873.934,00 12.453.726.715,00 6.803.364.159,95 20.444.442.144,00 71%

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 6.528.480.653,70 4.596.396.523,51 3.980.779.127,75 6.331.946.328,25 4.648.143.497,25 2.937.297.589,01 -9%

4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 1.914.496.545,00 1.633.391.120,00 1.521.448.320,00 1.551.630.940,00 1.869.815.693,00 1.338.581.760,00 -5%

4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 1.053.757.814,00 976.406.751,00 851.329.904,00 846.301.857,00 1.073.585.873,00 535.600.204,00 -9%

4.1.2.03 Retribusi Perijinan Tertentu 3.560.226.294,70 1.986.598.652,51 1.608.000.903,75 3.934.013.531,25 1.704.741.931,25 1.063.115.625,01 -3%

4.1.2.03 Retribusi Perijinan Tertentu 3.560.226.294,70 1.986.598.652,51 1.608.000.903,75 3.934.013.531,25 1.704.741.931,25 1.063.115.625,01 -3%

4.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan
4.547.569.478,33 6.014.543.695,44 4.779.545.627,92 4.504.282.490,23 2.561.257.068,55 2.747.614.686,87 -6%

4.1.3.01
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada 

Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4.547.569.478,33 6.014.543.695,44 4.779.545.627,92 4.504.282.490,23 2.561.257.068,55 2.747.614.686,87 -6%

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 87.635.853.223,16 76.343.712.237,45 71.312.583.782,90 91.043.004.325,90 92.570.295.445,92 122.899.111.765,05 9%

4.1.4.01
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak 

Dipisahkan
0,00 467.300.000,00 428.970.049,00 176.605.300,00 271.291.908,00 408.499.940,00 #DIV/0!

4.1.04.03
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak 

Dipisahkan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.913.072.924,00 #DIV/0!

4.1.4.02 Penerimaan Jasa Giro 2.034.864.823,12 2.256.604.376,62 5.275.901.719,18 5.811.557.540,72 4.142.231.323,17 3.898.317.539,23 24%

4.1.4.03 Pendapatan Bunga Deposito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4.1.4.06
Pendapatan Denda atas Keterlambatan 

Pelaksanaan Pekerjaan
776.452.873,00 207.371.803,64 1.212.408.594,00 1.325.788.792,22 234.354.742,00 1.003.711.255,80 133%

4.1.4.07 Pendapatan Denda Pajak 324.365.821,34 908.422.800,78 254.698.819,62 327.719.160,88 325.216.232,12 121.658.034,72 15%

4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.337.044,00 #DIV/0!

4.1.4.09 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 1.755.639.910,00 220.566.250,00 0,00 43.632.325,00 0,00 682.644.950,00 #DIV/0!

4.1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian 11.525.095.067,70 337.645.626,00 436.575.850,14 417.591.038,07 343.282.365,00 0,00 -38%

4.1.4.15 Pendapatan dari BLUD 43.908.167.201,00 51.334.136.076,41 54.799.742.182,96 72.090.389.654,01 76.674.331.513,63 108.158.668.077,30 21%

4.1.4.16
Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKTP)
5.680.022.900,00 5.948.204.230,00 7.185.323.450,00 7.719.947.985,00 7.456.963.982,00 5.667.202.000,00 1%

4.1.4.18 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 1.842.335.305,00 687.781.074,00 1.718.963.118,00 3.129.772.530,00 3.122.623.380,00 0,00 14%

4.1.4.19 Pendapatan Dana BOS 19.788.909.322,00 13.975.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
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5.2 Pemetaan Potensi Pajak 

5.2.1 Pajak Hotel 

Pajak Hotel secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana disebutkan bahwa Pajak Hotel 

merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas 

penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 

bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah 

kamar lebih dari 10 (sepuluh). Kota Bontang mengatur Pajak Hotel dalam Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pajak hotel adalah pajak yang 

dipungut atas setiap pelayanan hotel. Disebutkan lebih lanjut, objek Pajak Hotel adalah 

pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang 

sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, 

termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 

Pajak hotel dihitung dengan menggunakan dasar jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada Hotel, yang kemudian dikalikan dengan tarifnya sebesar 

10%. Pajak hotel dikenakan pada orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran atas pelayanan hotel. Per bulan Agustus 2022, terdapat 33 hotel yang 

terdaftar sebagai wajib pajak hotel di Kota Bontang. Sebagai salah satu komponen 

PAD Kota Bontang, perlu dilakukan adanya perhitungan potensi serta target untuk 

pajak hotel guna menentukan strategi yang tepat dalam optimalisasi pemungutannya.  

Hasil survey pada hotel di Kota Bontang, yaitu Hotel Bintang Sintuk, selama 

weekday dan weekend menunjukkan bahwa omzet hotel keseluruhan lebih tinggi 

selama weekday dibandingkan weekend(Gambar 22). Adapun, tingkat keterisian kamar 

pada setiap tipe kamar tergambar pada grafik di bawah. Dengan tarif pajak hotel 10%, 

potensi pajak hotelnya mencapai sebesar  Rp987.264.000. 
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5.3 Pemetaan Potensi Pajak 

5.3.1 Pajak Hotel 

Pajak Hotel secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana disebutkan bahwa Pajak Hotel 

merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas 

penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 

bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, 

pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah 

kamar lebih dari 10 (sepuluh). Kota Bontang mengatur Pajak Hotel dalam Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Pajak hotel adalah pajak yang 

dipungut atas setiap pelayanan hotel. Disebutkan lebih lanjut, objek Pajak Hotel adalah 

pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang 

sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, 

termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. 

Pajak hotel dihitung dengan menggunakan dasar jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada Hotel, yang kemudian dikalikan dengan tarifnya sebesar 

10%. Pajak hotel dikenakan pada orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran atas pelayanan hotel. Per bulan Agustus 2022, terdapat 33 hotel yang 

terdaftar sebagai wajib pajak hotel di Kota Bontang. Sebagai salah satu komponen 

PAD Kota Bontang, perlu dilakukan adanya perhitungan potensi serta target untuk 

pajak hotel guna menentukan strategi yang tepat dalam optimalisasi pemungutannya.  

Hasil survey pada hotel di Kota Bontang, yaitu Hotel Bintang Sintuk, selama 

weekday dan weekend menunjukkan bahwa omzet hotel keseluruhan lebih tinggi 

selama weekday dibandingkan weekend(Gambar 22). Adapun, tingkat keterisian kamar 

pada setiap tipe kamar tergambar pada grafik di bawah. Dengan tarif pajak hotel 10%, 

potensi pajak hotelnya mencapai sebesar  Rp987.264.000. 
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Gambar 22. Tingkat Keterisian Hotel ―Bintang Sintuk‖ saat Weekday dan Weekend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Pajak Hiburan 

Pajak Hiburan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Yang 

dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, 

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pemerintah Kota 

Bontang telah mengatur pajak hiburan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah. Pajak ini dikenakan pada orang pribadi atau  Badan yang 

menikmati Hiburan, dan yang wajib menyetorkan adalah orang pribadi atau Badan 

yang menyelenggarakan Hiburan.  

Besarnya jumlah pajak yang hiburan yang harus disetorkan adalah jumlah uang 

yang  diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan, dikalikan 

dengan tarif pajak hiburan yang dibedakan untuk setiap jenis hiburan meliputi tontonan 

film sebesar 10%; pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10%; 

kontes  kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 10%; pameran sebesar 10%; 

sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15%; permainan bilyar, golf, dan boling sebesar 

25%; pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 20%; permainan ketangkasan 
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sebesar 35%; refleksi,  dan  pusat  kebugaran  (fitness  center)  sebesar  15%; 

pertandingan olahraga sebesar 15%; diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, dan 

mandi uap/spa sebesar 40%; dan Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional 

ditetapkan sebesar 5%. 

Perhitungan potensi pajak hiburan di Kota Bontang dilakukan melalui survey untuk 

memperoleh data primer. Dari 32 wajib pajak hiburan terdaftar per Agustus 2022, 

survey dilakukan pada satu sampel. Hasil survey menunjukkan bahwa omzet yang 

dapat diperoleh dari tempat hiburan tersebut adalah sebesar Rp5.800.000, sehingga 

dengan tarif pajak 35% untuk permainan ketangkasan, potensi pajak pertahunnya 

adalah Rp24.360.000. 

 

5.3.3 Pajak Restoran 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan 

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, 

dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 

Pajak Restoran di Kota Bontang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah. Pajak restoran yang seharusnya disetorkan diperolah dari 

dasar pengenaan pajak restoran yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang 

seharusnya diterima Restoran, kemudian dikalikan dengan tarif pajak restoran yaitu 

10%. 

Jumlah wajib pajak restoran terdaftar di Kota Bontang per Agustus 2022 adalah 

sebesar 159 wajib pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari https://laporan-

pajak.bankaltimtara.co.id/dashboard_bontang.php, realisasi penerimaan pajak restoran 

per Agustus 2022 adalah sebesar Rp199.010.121. Angka ini berada di posisi ketiga 

tertinggi setelah PBB dan BPHTB, maka dari itu penting untuk menghitung potensi 

penerimaan pajak restoran guna menetapkan strategi yang lebih tepat.  

https://laporan-pajak.bankaltimtara.co.id/dashboard_bontang.php
https://laporan-pajak.bankaltimtara.co.id/dashboard_bontang.php
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Hasil survey menunjukkan bahwa omzet suatu restoran perbulannya dapat 

mencapai angka Rp 21 miliar, sehingga dengan tarif pajak restoran 10%, potensi pajak 

pertahun yang dapat dihasilkan adalah sebesar Rp25.654.800.000 yang diperoleh dari 

hanya satu sampel wajib pajak. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran 

di Kota Bontang sangat potensial. 

 

5.3.4 Pajak Air Tanah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 

batuan di bawah permukaan tanah, di mana objek pajak ini adalah pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air tanah. Sementara itu, yang dimaksud wajib pajak air tanah 

adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan 

air tanah. 

Pemerintah Kota Bontang belum memiliki peraturan yang spesifik mengenai 

pajak air tanah sendiri, tetapi secara dasar telah tetapkan dalam Peraturan Daerah 

Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Tulisan tersebut 

menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah 

yang dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagai atau 

seluruh faktor, seperti jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, dan 

tingkat kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 

Peraturan daerah tersebut juga memberikan ketetapan sehubungan tarif pajak 

air tanah yang dikenakan sebesar 20%. Besaran pokok pajak air tanah yang terutang 

dihitung dengan mengalikan tarif pada dasar pengenaan pajaknya. Berdasarkan data 

primer yang ada, sampel pajak air tanah yang disurvey memiliki volume air tanah 

sebanyak 735 m3 setiap harinya sehingga volume air per bulannya mencapai 22.050. 

Potensi pajak air tanah yang dihasilkan dari sampel tersebut senilai Rp52.920, 
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sedangkan potensi pajak air tanah seluruh populasi objek pajak Kota Bontang tahun 

2022 mencapai Rp10.716.352.920. 

 

5.3.5 Pajak Parkir 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah mendefinisikan Pajak Parkir sebagai pajak atas penyelenggaraan tempat parkir 

di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor. Parkir diartikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak 

bersifat sementara. 

Pemerintah Kota Bontang belum memiliki peraturan yang spesifik mengenai 

pajak parkir sendiri, tetapi secara dasar telah tetapkan dalam Peraturan Daerah Kota 

Bontang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Peraturan tersebut menuliskan 

bahwa wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 

tempat parkir. Penjelasan tersebut diikuti dengan penetapan dasar pengenaan pajak 

parkir yang merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada 

penyelenggara tempat parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20%. Adapun 

besaran pokok pajak parkir terutang dihitung dengan mengalikan tarif 20% dengan 

dasar pengenaan pajaknya. 

Perhitungan potensi pajak parkir tahun 2022 didukung dengan survey yang 

dilakukan pada 1 wajib pajak parkir di Kota Bontang yang beroperasi selama 7 hari 

dalam 1 minggu dengan jumlah jam operasional selama 10 jam per hari. Tarif parkir 

yang dibuat oleh wajib pajak tersebut adalah senilai Rp3.000 untuk mobil dan Rp2.000 

untuk motor, baik weekday maupun weekend. Dengan tarif parkir tersebut dan tingkat 

keterisian kendaraan seperti yang digambarkan pada grafik, wajib pajak ini mencetak 

omzet sebesar Rp7.800.000 untuk weekday dan Rp6.240.000 untuk weekend 

sehingga mencapai Rp14.040.000 setiap bulannya. Dari besaran pendapatan yang 

diperoleh, pajak parkir pada sampel berpotensi mencapai Rp33.696.000. 
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Gambar 23. Tingkat Keterisian Parkir Kendaraan di Kota Bontang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.6 Pajak Reklame 

Pajak Reklame, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, didefinisikan sebagai pajak atas penyelenggaraan 

reklame. Reklame sendiri merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk 

dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap 

barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, 

dan/atau dinikmati oleh umum.  

Pemerintah Kota Bontang belum memiliki peraturan yang spesifik mengenai 

pajak reklame sendiri, tetapi secara dasar telah tetapkan dalam Peraturan Daerah Kota 

Bontang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Tulisan tersebut menjelaskan 

bahwa wajib pajak reklame merupakan orang pribadi atau badan yang 

menyelanggarakan reklame. Sementara itu, yang dimaksud objek pajak reklame 

adalah semua penyelanggara reklame yang meliputi reklame papan, billboard, 

videotron, atau megatron dsj; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame 
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selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame 

apung; reklame suara; reklame film/slide; dan reklame peragaan. 

Dalam peraturan yang sama, pajak reklame diperoleh dengan menggunakan 

nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan pajaknya. Perhitungan nilai sewa 

reklame dicari berdasarkan perkalian indeks lokasi, cakupan/ukuran media, sudut 

pandang, jangka waktu, jenis dan jumlah, harga penjualan lokasi reklame atau harga 

penjualan jenis reklame. Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan 

tarif pajak reklame sebesar 25% dengan dasar pengenaan pajaknya, yaitu nilai sewa 

reklame. 

Berdasarkan data primer yang dimiliki, survey atas pajak reklame terlaksana 

pada 2 reklame yang berukuran sedang atau setara dengan 4 m2 – 10 m2. Sampel 

perhitungan potensi pajak reklame Kota Bontang tersebut memiliki durasi sewa selama 

4 tahun yang nilai sewanya mencapai Rp2.996.100.000. Adapun potensi pajak reklame 

tahun 2022 yang dihasilkan dari sampel tersebut sejumlah Rp749.025.000 dan potensi 

atas keseluruhan populasi sebesar Rp900.702.563. 

 

5.3 Pemeataan Potensi Retribusi 

5.3.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang 

A. Retribusi Izin Trayek 

Retribusi izin trayek yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu merupakan retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi izin trayek. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu, retribusi ini adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin 

kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang 

umum pada satu atau beberapa trayek dalam Daerah. Izin trayek yang dimaksud 

adalah izin untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum pada 

satu atau beberapa trayek dalam daerah yang menjadi kewenangan Daerah. 

Peraturan yang sama menjelaskan bahwa subjek dari retribusi izin trayek adalah 

orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Trayek dari Pemerintah Daerah 
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dengan wajib retribusinya yang merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek. 

Perhitungan potensi retribusi izin trayek didukung dengan survey yang dilakukan 

secara langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Bontang. Menurut informasi yang diperoleh, izin trayek berjumlah 7 dengan tarif 

sebesar Rp150.000 sehingga proyeksi potensi retribusi dalam satu bulan dinilai 

Rp15.750.000 dan Rp189.000.000 untuk satu tahun. 

 

B. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

Retribusi izin mendirikan bangunan adalah pembayaran atas jasa pelayanan 

pemberian izin untuk mendirikan bangunan. Retribusi ini dikelola oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Daerah Kota 

Bontang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu mendefinisikan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 

Kepada Orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang 

dimaksudkan agar desain pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan 

rencana tata ruang kota yang berlaku sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), 

Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang 

ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati 

bangunan tersebut. 

Peraturan yang sama menjelaskan bahwa subjek dari retribusi izin mendirikan 

bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan 

bangunan dari Pemerintah Daerah. Sementara itu, wajib retribusi ini adalah orang 

pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

Perhitungan potensi retribusi izin trayek didukung dengan survey yang dilakukan 

kepada salah satu developer di Kota Bontang. Bangunan yang disurvey berupa tanah 
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seluas 23.447 m2 dengan tarif retribusi Rp600.000.000 sehingga potensi retribusi per 

tahun mencapai Rp7.200.000.000. 

 

5.3.2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang (DPUPR) 

A. Retribusi Menara Telekomunikasi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Retribusi Jasa Umum, retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 

pembayaran atas biaya pengendalian menara telekomunikasi. Masa dari retribusi ini 

adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi 

untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan. 

Di sisi lain, objek retribusi ini adalah berdasarkan biaya pengendalian menara 

telekomunikasi. Wajib dari retribusi ini adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian 

Menara Telekomunikasi. Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara 

telekomunikasi dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, 

pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik 

menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya 

menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

Perhitungan potensi retribusi izin trayek didukung dengan survey yang dilakukan 

secara langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang. Hasil 

survey menyatakan bahwa jumlah menara telekomunikasi di Kota Bontang adalah 

sebanyak 116 menara dengan tarif Rp460.000 dan indeks ketinggian 1,5. Informasi ini 

menghasilkan perhitungan, yaitu Rp690.000 untuk retribusi per menara dan 

Rp80.040.000 untuk retribusi seluruh menara. 

B. Retribusi Penyedotan Kakus 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Retribusi Jasa Umum, retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah 
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pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Wajib retribusi ini adalah orang pribadi atau Badan 

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi 

Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. 

Perhitungan potensi retribusi izin trayek didukung dengan survey yang dilakukan 

secara langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang. 

Menurut informasi yang diperoleh, omzet yang diperoleh atas penyedotan kakus adalah 

sejumlah Rp6.700.000 sebulan. Adapun pemakaian jasa ini terbagi menjadi dua jenis, 

yaitu untuk keperluan komersil dan nonkomersil. Potensi komersil atas retribusi ini 

mencapai Rp8.400.000 per tahun, sedangkan untuk nonkomersil, potensi retribusinya 

adalah Rp36.000.000 per tahun sehingga potensi keseluruhan selama satu tahun 

sebanyak Rp44.400.000. 

 

5.3.3 Dinas Perhubungan Kota Bontang 

A. Retribusi Kepelabuhanan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Usaha, retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pembayaran atas 

pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lain di lingkungan pelabuhan yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah. Kepelabuhanan sendiri 

diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan 

untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal serta 

mendorong perekonomina fiskal dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang 

wilayah. 

Objek retribusi ini meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas 

lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/ata dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. Di samping itu, wajib retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah 

orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk epmungut atau 
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pemotong retribusi pelayanan kepelabuhanan. Menurut peraturan yang sama, retribusi 

pelayananan kepelabuhanan memiliki 9 jenis penerimaan dengan tarif yang berbeda-

beda. 

Perhitungan potensi retribusi izin trayek didukung dengan survey yang dilakukan 

secara langsung ke Dinas Perhubungan Kota Bontang, tetapi informasi yang diperoleh 

adalah retribusi ini masih belum jalan sepenuhnya. 

 

B. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang 

Retribusi Jasa Umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pembayaran atas 

jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah. Kendaraan bermotor didefinisikan sebagai kendaraan yang 

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di 

atas rel. 

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan 

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi 

Pengujian Kendaraan Bermotor. Kemudian, menurut Peraturan Wali Kota Bontang 

Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor, ada beberapa jenis tarif retribusinya yang secara umum terbagi menjadi 3 

jenis dengan nominal biaya (tarif) yang berbeda-beda. 

Perhitungan potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor didukung dengan 

survey data primer yang dilakukan secara langsung ke Dinas Perhubungan Kota 

Bontang. Menurut informasi yang diperoleh, jenis kendaraan yang dilakukan uji 

kendaraan terdiri dari 14 kendaraan kecil dan 13 kendaraan besar setiap bulannya. 

Adapun potensi perbulan untuk kendaraan kecil mencapai Rp910.000 dan Rp1.105.000 

untuk kendaraan besar. Sementara itu, potensi setiap tahunnya atas kendaraan kecil 

dan kendaraan besar secara berturut-turut senilai Rp10.920.000 dan Rp13.260.000 
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sehingga total potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor per tahun adalah 

Rp24.180.000. 

 

5.3.4 Dinas Kesehatan Kota Bontang – Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Retribusi pelayanan kesehatan Kota Bontang diatur dalam Peraturan Daerah 

Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar. 

Retribusi yang termasuk ke dalam golongan Retribusi Jasa Umum ini dipungut atas 

pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, klinik 

bersalin, unit rawat darurat dan laboratorium. Terdapat jasa pelayanan kesehatan yang 

dikecualikan dari retribusi ini, yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh pihak 

swasta. 

Jenis pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah rawat jalan yang meliputi 

konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan; pengobatan  dan  tindakan  

medis  oleh  dokter  umum  dan  atau paramedis; pemeriksaan penunjang diagnostik 

sederhana; pemeriksaan dan tindakan medis gigi; pemeriksaan  ibu  hamil,  nifas,  ibu  

menyusui,  bayi  dan  anak  balita  oleh  bidan atau dokter termasuk pelayanan 

imunisasi dasar; upaya penyembuhan terhadap efek sampingan kontrasepsi; 

pemberian obat-obatan pelayanan dasar sesuai indikasi medis; pemberian surat 

rujukan ke unit  pelayanan  yang  lebih  tinggi  bagi penyakit yang tidak dapat 

ditanggulangi. Selain itu, terdapat penunjang diagnostik yang meliputi pemeriksaan 

darah/hematology; pemeriksaan air kencing/Urine; pemeriksaan tinja/faeces; 

pemeriksaan bacteriologi; pemeriksaan kimia darah; pemeriksaan kualitas air; dan 

pemeriksaan jamur. 

Wajib retribusi pelayanan kesehatan di Kota Bontang meliputi 5 UPT/puskemas, 

yaitu UPT Laboratorium Kesehatan, Puskesmas Bontang Selatan II, Puskesmas 

Bontang Utara 2, Puskesmas Bontang Utara 1, dan Puskesmas Bontang Lestari. 

Berdasarkan hasil survey pada Dinas Kesehatan Kota Bontang, diketahui bahwa 

setoran bulanan yang diterima adalah sekitar Rp54.120.700, sehingga pertahunnya 

dapat mencapai Rp649.448.400. 



  
 

 

83 
  
 

 

5.3.5 Dinas Lingkungan Hidup – Retribusi Persampahan/Kebersihan 

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikelola oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bontang di bawah Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 

Tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi persampahan/kebersihan adalah pembayaran 

atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan. 

Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dimaksud dalam retribusi ini meliputi 

pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara; 

pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke 

lokasi pembuangan atau pembuangan akhir sampah; penyediaan lokasi     

pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Adapun yang dimaksud dengan sampah 

adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat  yang  berasal  dari  kegiatan  

manusia  yang  meliputi bahan  organik  dan  anorganik  logam  atau  non  logam  dapat 

terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis. 

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, diketahui bahwa retribusi 

bulanan yang diterima adalah sekitar Rp17.600.000-Rp19.000.000 yang diambil dari 3 

TPS dengan tarif yang disamaratakan yaitu Rp50/kg. Dinas Lingkungan Hidup pun 

mengakui adanya kendala dalam pemungutan retribusi ini, yaitu retribusi yang hanya 

ditarik ketika mobil sampah atau orang tersebut membuang sampahnya ke TPS atau 

TPA, sehingga tidak ada pihak vendor atau SDM yang memungut retribusi seperti 

menjemput bola dari rumah ke rumah. Tarif Rp50/kg pun masih dianggap sangat kecil. 

Sejauh ini, penerimaan retribusi terbantu dengan adanya sampah perusahaan besar 

dalam volume yang banyak, sehingga berdampak pada naiknya pendapatan retribusi 

pelayanan sampah. 
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5.3.6 Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian – Retribusi Rumah 

Pemotongan 

Retribusi rumah pemotongan Kota Bontang melalui Peraturan Walikota Bontang 

Nomor 65 Tahun 2014 telah membentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD-RPH dan 

Puskewan pada Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian. Unit ini mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan RPH dan Pelayanan 

Kesehatan Hewan, seperti perencanaan dan pelaporan kegiatan, penyelenggaraan 

urusan RPH< penyelenggaraan urusan kesehatan hewan, pemantauan dan evaluasi 

urusan RPH dan puskewan, serta tugas lainnya yang berkaitan. Hingga saat ini, belum 

ditemukan peraturan lebih lanjut yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bontang yang 

mengatur retribusi rumah pemotongan secara lebih mendalam. 

Hasil survey pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian 

menyatakan bahwa dengan tarif pemotongan hewan jantan sebesar Rp40.000 dan 

betina sebesar Rp60.000, penerimaan retribusi bulanan mencapai Rp2.320.000 pada 

bulan Agustus 2022 kemarin. Apabila diproyeksikan secara tahunan dengan omzet 

perbulan sebesar Rp103.000.000, maka retribusi yang dapat diterima mencapai 

Rp631.920.000. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Ketahanan Pangan, 

Perikanan, dan Pertanian, Kota Bontang hanya melayani pemotongan hewan yang 

bersertifikat halal. Saat ini, jenis hewan yang sering dilayani oleh RPH hanya sapi, 

sementara untuk hewan lain seperti kambing dan domba, biasanya peternak akan 

menyembelih sendiri secara home industri. Untuk hewan lain seperti kerbau dan kuda 

tidak dilayani di kota Bontang dikarenakan minat konsumsi daging kuda dan kerbau 

sangat minim. Keterangan tambahan yang diperoleh saat wawancara adalah penyakit 

PMK yang kemarin sempat mewabah pada hewan ternak ternyata sangat berpengaruh 

pada okupansi peternak sapi potong yang akan menggunakan jasa RPH.  
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5.3.7 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan – Retribusi Pemeriksaan 

Alat Pemadam Kebakaran 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diatur dalam Peraturan 

Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi 

APAR adalah  pembayaran  atas  jasa  pelayanan pemeriksaan  dan/atau  pengujian  

alat  pemadam  kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan 

jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat 

penanggulangan kebakaran dan alat penyelematan jiwa yang dimiliki dan/atau 

dipergunakan oleh masyarakat. Lebih lanjut disebutkan bahwa Alat Pemadam 

Kebakaran adalah untuk   memadamkan kebakaran. 

Survey telah dilakukan untuk menghitung potensi retribusi yang diterima. 

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

(PMK), per bulan Juli 2022 penerimaan retribusi ini mencapai Rp8.669.440. Jika 

diproyeksikan selama setahun, maka potensi penerimaannya mencapai 

Rp104.033.280. 

Dinas PMK juga menyampaikan kendala yang dihadapi dalam proses 

pemungutan retribusi, antara lain retribusi yang sifatnya non tunai, mengingat jumlah 

retribusi APAR yang tidak terlalu besar, masyarakat pun dalam melakukan pembayaran 

retribusi tidak tertib dan terkadang lupa untuk membayar. Terlebih, saat ini belum ada 

sumber daya dari dinas PMK yang menangani retribusi ini secara khusus dan turun ke 

lapangan. 

 

5.3.8 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 

A. Retribusi Pelayanan Pasar 

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 

juga mengatur mengenai Retribusi Pelayanan Pasar. Berdasarkan peraturan tersebut, 

retribusi ini adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar 
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tradisional/sederhana berupa pelataran los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan 

khusus  disediakan  untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha 

Milik Negara/Daerah dan pihak swasta.  Lebih lanjut dijelaskan bahwa bangunan 

adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan 

berjualan, sementara pelataran adalah pelataran di lingkungan  pasar yang dapat 

dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari. Los merupakan  

bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan 

untuk berjualan, dan kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling 

dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan. 

Survey dan wawancara telah dilakukan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan UKM (Disperindagkop). Berdasarkan data yang diperoleh, potensi 

retribusi yang dapat diperoleh selama tahun 2022 adalah sebesar Rp 496.890.585.44 

Potensi ini didasarkan pada perhitungan atas penerimaan retribusi bulanan yang 

diperoleh dari tiga pasar yang diklasifikasikan tipe pasar B (Pasar Taman Rawa Indah 

dan Pasar Taman Citra Loktuan) dan tipe pasar C (Pasar Taman Telihan). 

Informasi lain yang diperoleh yakni saat ini Disperindagkop memiliki UPT yakni 

UPTD Pasar yang berlokasi di Pasar Rawa Indah. Pasar yang dikelola oleh UPTD 

tersebut berjumlah tiga pasar yakni Pasar Rawa Indah, Pasar Taman Telihan, dan 

Pasar Citra Mas. Adapun retribusi pelayanan pasar yang dipungut meliputi tiga 

pembayaran retribusi, yakni retribusi harian pasar, sewa petak pasar sebulan sekali, 

dan retribusi untuk pedagang baru. 

B. Retribusi Khusus Parkir 

Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan retribusi yang dipungut atas jasa 

penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip 

komersial. Retribusi ini termasuk ke dalam golongan Retribusi Jasa Usaha. Hingga saat 

ini, belum ditemukan peraturan Kota Bontang khusus yang mengatur retribusi tempat 

khusus parkir ini. Namun, telah dilakukan survey dan wawancara terhadap 

Diperindagkop sebagai dinas yang bertanggung jawab atas retribusi ini. 
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Masih berkaitan dengan pasar, retribusi ini dikenakan pada tempat parkir khusus 

yang berlokasi di pasar. Adapun pasar tersebut antara lain yaitu Pasar Rawa Indah, 

Pasar Taman Telihan, dan Pasar Citra Mas. Tarif parkir untuk kendaraan ditetapkan 

sebesar Rp2.000 untuk kendaraan beroda dua, dan Rp. 3000 untuk kendaraan beroda 

empat.  

Berdasarkan hasil survey, kendaraan roda dua yang parkir di tempat tersebut 

sebanyak 766 kendaraan, sementara untuk kendaraan roda empat mencapai 166 

kendaraan. Dengan tarif yang telah ditetapkan, maka potensi penerimaan hariannya 

adalah sebesar Rp2.030.000. Sehingga, pada tahun 2022 ini, potensi penerimaannya 

adalah sebesar Rp730.800.000. Disperindagkop pun mengakui adanya masukkan dari 

UPTD Pasar untuk mengkaji ulang retribusi ini, seperti penambahan daerah yang 

dikelola. Hal ini dikarenakan masih terdapat tempat parkir khusus milik pemerintah yang 

sepertinya pengelolahannya masih abu-abu seperti parkir RSUD, Parkir TPI (Tempat 

Pelelangan Ikan), dan parkir fasilitas olahraga. Harapannya, dengan penambahan 

daerah yang dikenakan retribusi ini, maka akan berdampak pada kenaikan pendapatan 

retribusi khusus parkir. 
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BAB VI 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

6.1Hasil Analisis Data Sekunder 

6.1.1 Tax Ratio 

Pada tabel 23 di bawah ini menunjukkan bahwa tax ratio Kota Bontang dalam 6 

tahun rata-rata sebesar 0,52% dari PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pajak 

yang mampu dihimpun Kota Bontang rata-rata selama 6 tahun terakhir sebesar 0,52% 

dari kegiatan ekonomi di Kota Bontang. Tingkat tax ratio terendah terjadi pada tahun 

2016 yaitu 0,39%. Hasil ini merefleksikan bahwa kinerja penerimaan pajak daerah 

hanya 0,39% dari tingkat hasil/aktivitas perekonomian di Kota Bontang. Sedangkan tax 

ratio tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mampu mencapai 0,64% dari PDRB. Pada 

sisi lain, tax ratio ini berada dibawah rata-rata tax ratio daerah secara nasional. 

Tabel 23. Tax Ratio Pajak Daerah Kota Bontang 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tahun PDRB 
Realisasi Pajak 

Daerah 
Tax Ratio 

Rata-Rata Tax 

Ratio di 

Indonesia 

Asumsi 

2016 18.224.160.000.000 71.411.907.746 0,39 1,2 Tidak Optimal 

2017 18.416.960.000.000 82.122.896.197 0,45 1,2 Tidak Optimal 

2018 18.788.470.000.000 119.410.487.414 0,64 1,2 Tidak Optimal 

2019 20.039.840.000.000 116.864.297.801 0,58 1,2 Tidak Optimal 

2020 20.519.550.000.000 100.014.196.976 0,49 1,2 Tidak Optimal 

2021 21.307.300.000.000 116.883.388.141 0,55 1,2 Tidak Optimal 

Rata-rata   0,52   
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Gambar 24. Perbandingan Tax Ratio Kota Bontang dengan Tax Ratio Rata-Rata di Indonesia 

Dapat dilihat lebih lanjut, pada gambar 24 di atas menunjukan komparasi tax 

ratio Kota Bontang dengan rata-rata nasional setiap tahunnya berfluktuasi. Pada tahun 

2016, 2017, dan 2018 jarak tax ratio Kota Bontang dengan rata-rata nasional sudah 

mempersempit, namun di tahun 2019, 2020, dan 2021 jarak tersebut kembali melebar. 

Temuan ini mengindikasikan adanya ketidak  konsistenan dari perspektif tax ratio.  

Hal tersebut juga ditunjukkan pada gambar 25 di bawah ini, bahwa tren tax ratio 

Kota Bontang  naik turun di setiap tahunnya atau berfluktuasi. Bukti empiris ini perlu 

menjadi perhatian penting untuk memecahkan solusi permasalahannya. 

Gambar 25. Tren Tax Ratio Kota Bontang 

 

 

6.1.2 Tingkat Elastisitas 

Tingkat elastisitas penerimaan PAD terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel 24. 

Pada tahun 2017 dan 2020 tampak bahwa elastisitas rata-rata kurang dari 1 (E<1). 

Temuan ini mengindikasikan bahwa jika PDRB meningkat sebanyak 1% maka PAD 

akan mengalami perubahan kurang dari 1%. Pada tahun 2018, 2019, dan 2021 nilai 
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elastisitas lebih dari 1 (E>1) yang mengindikasikan bahwa ketika PDRB meningkat 

sebanyak 1% maka PAD akan mengalami perubahan lebih dari 1%. 

Tabel 24. Elastisitas Penerimaan PAD terhadap PDRB 

Tahun PDRB 
Pertumbuhan 

(%) 
Realisasi PAD Pertumbuhan (%) Elastisitas Asumsi 

2016 18.224.160.000.000 - 170.123.811.101 - 0 
 

2017 18.416.960.000.000 1,058 169.077.548.653 -0,615 -0,581 Inelastis 

2018 18.788.470.000.000 2,017 199.483.395.953 17,983 8,915 Elastis 

2019 20.039.840.000.000 6,660 218.743.530.945 9,655 1,450 Elastis 

2020 20.519.550.000.000 2,394 199.793.892.987 -8,663 -3,619 Inelastis 

2021 21.307.300.000.000 3,839 245.467.412.182 22,860 5,955 Elastis 

Rata-2       

 

Gambar 26. Elastisitas PAD 

 

Penurunan elastisitas PAD terhadap PDRB pada tahun 2017 dan 2020 

menunjukkan kurang efektifnya peningkatan PAD terhadap pening-katan aktifitas 

ekonomi di Kota Bontang. Pada tahun 2018, 2019, dan 2021  memiliki tren meningkat 

(Gambar 26). Temuan ini merupakan gambaran cukup baiknya reaksi/respon PAD 

terhadap peningkatan aktifitas ekonomi di Kota Bontang. 
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 Tabel 25. Elastisitas Pajak Daerah terhadap PDRB 

 

Kondisi inelastis PAD pada tahun 2017 dan 2020 tersebut dapat diuji dengan 

mengestimasi tingkat elastisitas pada level pajak daerah pada tabel 25. Tampak bahwa 

pajak daerah memiki kondisi yang berbeda seperti PAD yaitu elastis pada tahun 2017 

dan 2018, inelastis pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi 

efektifitas peningkatan pertumbuhan pendapatan pajak daerah Kota Bontang pada 

tahun 2017 dan 2018 yang nilainya lebih besar dari pada pertumbuhan aktifitas 

ekonomi daerah (PDRB). Namun pada tahun 2019 saat terjadinya peningkatan 

pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi selama 6 tahun terakhir, justru terjadi 

penurunan penerimaan pajak. Pada tahun 2018, apabila PDRB naik 1% pajak naik 

22,5%, sedangkan pada tahun 2018, apabila PDRB naik 1% justru menurunkan 

penerimaan pajak 0,32%. Kondisi inelastic penerimaan pajak daerah terhadap PDRB 

juga terjadi di tahun 2020. Sedangkan tahun 2021 sudah Kembali membaik. Kondisi 

pertumbuhan penerimaan pajak yang tidak searah dengan pertumbuhan aktifitas 

ekonomi di Kota Bontang, ditunjukkan pada gambar 27 yang secara tren dalam kondisi 

yang menurun. 

 

 

 

Tahun PDRB 
Pertumbuhan 

(%) 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak Daerah 

Pertumbuhan 

(%) 
Elastisitas Asumsi 

2016 18.224.160.000.000 - 71.411.907.746 - 
  

2017 18.416.960.000.000 1,058 82.122.896.197 14,999 14,177 Elastis 

2018 18.788.470.000.000 2,017 119.410.487.414 45,405 22,509 Elastis 

2019 20.039.840.000.000 6,660 116.864.297.801 -2,132 -0,320 Inelastis 

2020 20.519.550.000.000 2,394 100.014.196.976 -14,419 -6,023 Inelastis 

2021 21.307.300.000.000 3,839 116.883.388.141 16,867 4,394 Elastis 

Rata-rata       
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Gambar 27. Elastisitas Pajak Daerah 

 

Tabel 26. Elastisitas Retribusi Daerah terhadap PDRB 

 

 

Selanjutntya, pada tabel 26 tampak bahwa dari tahun 2016 sampai dengan 2021 

hampir semua retribusi daerah berada dalam kondisi inelastis, hanya pada tahun 2019 

dalam kondisi elastis. Kondisi terendah terdapat pada tahun 2017 dan 2020 yaitu 

masing-masing -27,974 dan -11,109. Dengan kata lain, ketika aktifitas perekonomian 

mening-kat 1% maka perubahan retribusi daerah menurun sebesar 27,97% dan 

11,11%. Hasil ini memberikan bukti empiris bahwa kinerja retribusi daerah Kota 

Bontang menurun. 

 

 

 

 

Tahun PDRB 
Pertumbuhan 

(%) 

Realisasi 

Penerimaan 

Retribusi 

Daerah 

Pertumbuhan 

(%) 
Elastisitas Asumsi 

2016 18.224.160.000.000 - 6.528.480.654 - 
  

2017 18.416.960.000.000 1,058 4.596.396.524 -29,595 -27,974 Inelastis 

2018 18.788.470.000.000 2,017 3.980.779.128 -13,393 -6,640 Inelastis 

2019 20.039.840.000.000 6,660 6.331.946.328 59,063 8,868 Elastis 

2020 20.519.550.000.000 2,394 4.648.143.497 -26,592 -11,109 Inelastis 

2021 21.307.300.000.000 3,839 2.937.297.589 -36,807 -9,588 Inelastis 

Rata-rata       
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Tabel 27. Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PDRB 

 

Memperhatikan tabel 27 dan gambar 28 menunjukkan bahwa pertumbuhan 

penerimaan pajak dan retribusi daerah selama 6 tahun terakhir tidak selaras dengan 

partumbuhan ekonomi daerah. Fluktuasi pertumbuhan  penerimaan pajak  dan retribusi 

daerah sangat tidak selaras, pada saat pertumbuhan penerimaan pajak tinggi di tahun 

2016 sampai dengan tahun 2018, justru pertumbuhan retribusi menurun, demikian 

sebaliknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. 

Gambar 28. Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan PDRB 

 
 
 
 

 

Tahun PDRB 
Pertumbuhan 

(%) 

Realisasi 

Penerimaan 

Pajak Daerah 

Pertumbuhan 

(%) 

Realisasi 

Penerimaan 

Retribusi 

Daerah 

Pertumbuhan 

(%) 

2016 18.224.160.000.000 - 71.411.907.746 - 6.528.480.654 - 

2017 18.416.960.000.000 1,058 82.122.896.197 14,999 4.596.396.524 -29,595 

2018 18.788.470.000.000 2,017 119.410.487.414 45,405 3.980.779.128 -13,393 

2019 20.039.840.000.000 6,660 116.864.297.801 -2,132 6.331.946.328 59,063 

2020 20.519.550.000.000 2,394 100.014.196.976 -14,419 4.648.143.497 -26,592 

2021 21.307.300.000.000 3,839 116.883.388.141 16,867 2.937.297.589 -36,807 

Rata-rata  3,194  12,144  -9,465 
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6.1.3 Analisis Evektifitas PAD 

 

Tabel 28. Efektivitas Pemungutan PAD Kota Bontang 

 

Berdasarkan tabel 28 tampak bahwa efektivitas pemungutan PAD rata-rata 

selama 6 tahun terakhir sebesar 112%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD rata-

rata 12% di atas anggaran.  Tertinggi pada tahun 2019 yaitu 121% dan terendah pada 

tahun 2017 yaitu 105%. Hasil ini merefleksikan  sudah baiknya kinerja realisasi PAD 

Kota Bontang dari yang ditargetkan. 

Gambar 29. Tren Line Efektivitas Pemungutan PAD 

 

Namun apabila memperhatikan pertumbuhan efektifitasnya seperti pada gambar 

29 menunjukkan efektifitas yang tidak stabil dan cenderung berfluktuasi, hal ini 

Tahun 

Pendapatan Asli Daerah 
Efektifitas 

(%) Anggaran 
Pertum-

buhan (%) 
Realisasi 

Pertum-

buhan (%) 

2016 152.109.768.961 - 170.123.811.101 - 112 

2017 160.339.852.120 5% 169.077.548.653 -1% 105 

2018 184.636.710.600 15% 199.483.395.953 18% 108 

2019 180.514.947.621 -2% 218.743.530.945 10% 121 

2020 187.706.530.331 4% 199.793.892.987 -9% 106 

2021 207.850.653.805 11% 245.467.412.182 23% 118 

Rata-2     112 
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diperlukan analisa intensitas baik dari sekrot penerimaan pajak dan retribusi daerah 

Kota Bontang. Selain itu, dari segi anggaran menunjukkan pertumbuhan yang 

berfluktiasi, bahkan terjadi pertumbuhan menurun di tahun 2019, pada hal jika dilihat 

dari pertumbuhan PDRB tahun 2019 sangat tinggi mencapai 6,66% di tahun 2019. 

Namun di tahun 2021, walaupun kondisi pandemi, Kota Bontang berani meningkatkan 

target penerimaan PAD dengan pertumbuhan 11%. Hal ini menunjukkan bahwa 

penentuan anggaran PAD seharusnya masih bisa ditingkat dengan memperhatikan 

pertembuhan ekonomi daerah Kota Bontang dan memperhatikan pertumbuhan 

anggaran yang seharusnya meningkat dari tahun ke tahun. 

Selan itu, dari segi realisasi penerimaan PAD, juga menunjukkan pertumbuhan 

yang berflutuatif, pada tahun 2017 dan 2020 terjadi pertumbuhan penerimaan PAD 

yang minus, karena terjadi penurunan realisasi penerimaan PAD dari tahun 

sebelumnya. Pertumbuhan positif dari penerimaan PAD terjadi pada tahun 2018, 2019 

dan 2021, artinya pada kondisi stabil dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi 

daerah, Kota Bontang masih mampu meningkatkan realisasi PAD dengan partum-

buhan di atas 20%, hal ini terbukti di tahun 2021 pertumbuhan penerimaan PAD 

mencapai 23%. 

Tabel 29. Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kota Bontang 

 

 

Tahun 

Pajak Daerah 
Efektifitas 

(%) Anggaran 
Pertum-

buhan (%) 
Realisasi 

Pertum-

buhan (%) 

2016 67.555.000.000 - 71.411.907.746 - 106 

2017 74.240.000.000 10% 82.122.896.197 19% 111 

2018 109.655.000.000 48% 119.410.487.414 45% 109 

2019 100.047.500.000 -9% 116.864.297.801 -2% 117 

2020 95.978.011.625 -4% 100.014.196.976 -14% 104 

2021 109.243.242.125 14% 116.883.388.141 17% 107 

Rata-2  12%  12% 109 
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Selanjutnya, tabel 29 menunjukkan gambaran efektivitas pemungutan pajak 

daerah Kota Bontang yang cenderung berfluktuasi selama 6 tahun terakhir dengan rata-

rata tingkat efektifitasnya mencapai 109%.  Efektivitas tertinggi pada tahun 2019 yang 

mengindikasikan kinerja pemungutan pajak daerah yang melebihi anggaran yang 

ditargetkan, yaitu sebesar 117%. Pada sisi lain, efektivitas penerimaan pajak daerah 

(Gambar 30. Tren Line) cenderung berfluktuasi. Temuan ini mencerminkan bahwa 

kinerja pemungutan pajak daerah yang tidak stabil dengan pertumbuhan yang 

berfluktuatif. 

Gambar 30. Tren Line Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah 

 

Apabila memperhatikan anggaran penerimaan pajak, nampak bahwa anggaran 

penerimaan pajak ditentukan tanpa mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan 

pertumbuhan anggaran serta pertumbuhan realisasi penerimaan pajak tahun 

sebelumnya. Hal ini mengindikasikan tidak adanya penetapan target pertumbuhan 

anggaran dan realisasi yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

mengakibatkan kinerja realisasi pajak juga mengabaikan pertumbuhan penerimaan 

pajak tahun sebelumnya, namun hanya memperhatikan efektifitas saja. 

Berikutnya, efektivitas pemungutan retribusi daerah tampak pada tabel 30 

dengan gambaran tren pertumbuhan efektifias pemungutan pada gambar 31. Data 

efektifitas retribusi daerah menunjukkan bahwa selama 6 tahun terakhir rata-rata 

efektivitas pemungutan retribusi daerah mencapai 120%, dan nilai efektifias yang 

melebihi rata-rata pada tahun 2016 dan 2019, selain itu nilai efektifitasnya di bawah 

 106  

 111  
 109  

 117  

 104  
 107  

 95

 100

 105

 110

 115

 120

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1P

e
rs

e
n

ra
se

 E
fe

kt
if

it
as

 

Efektifitas (%)

Tren



  
 

 

97 
  
 

 

rata-rata, bahkan pada tahun 2017 dan 2018 realisasi penerimaan retribusi daerah di 

bawah target (tidak efektif). Temuan ini diperkuat dengan cenderung berfluktuasinya 

Tren Line kinerja efektivitas retribusi daerah (gambar 31). 

Tabel 30. Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah Kota Bontang 

  
 

Gambar 31. Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah 

 

Apabila memperhatikan rata-rata pertumbuhan target dan realisasi retribusi 

daerah selama 6 tahun terakhir menunjukkan angka sebesar -9%, hal ini menunjukkan 

penyusunan target dan mencapaian realisasi yang kurang terencana baik selama 6 

tahun terakhir, sehingga pertumbuhan target dan realisasi yang berfluktuasi tidak 

menunjukkan adanya penetapan target pertumbuhan anggaran dan realisasi yang 

memperhatikan pertumbuhan ekonomi daerah.  

 

Tahun 

Retribusi Daerah 
Efektifitas 

(%) Anggaran 
Pertum-

buhan (%) 
Realisasi 

Pertum-

buhan (%) 

2016 5.231.800.000 - 6.528.480.654 - 125 

2017 5.766.700.000 10% 4.596.396.524 -30% 80 

2018 4.183.078.000 -27% 3.980.779.128 -13% 95 

2019 3.245.750.000 -27% 6.331.946.328 59% 195 

2020 4.083.500.000 26% 4.648.143.497 -27% 114 

2021 2.712.863.920 -34% 2.937.297.589 -37% 108 

Rata-2  -9%  -9% 120 
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6.1.4 Hasil Analisis Rasio Kontribusi 

Tabel 31. Rasio Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD 

 

Berdasarkan tabel 31 tampak bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap 

PAD selama 6 tahun terakhir sebesar 50,25. Hal tersebut menunjukkan bahwa PAD 

Kota Bontang dikontribusi oleh penerimaan pajak daerah sebesar 50,25%. Gambar 32 

menunjukkan bahwa tren kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang berfluktuatif, 

dengan nilai tertinggi pada tahun 2018 mencapai 59,86%, dan empat tahun selanjutnya 

terus mengalami penurunan hingga mencapai 47,62% kontribusi penerimaan pajak 

daerah terhadap PAD. Walaupun realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 

mengalami pertumbuhan 17%, namun pertumbuhan penerimaan pajak tersebuh lebih 

rendah dari pertumbuhan sumber PAD yang lain, sehingga kontribusi penerimaan pajak 

daerah terhadap realisasi PAD menurun. 

Gambar 32. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD 

 
Tahun Pajak Daerah PAD 

Kontribusi 

(%) 
Asumsi 

2016 71.411.907.746 170.123.811.101 41,98 Baik 

2017 82.122.896.197 169.077.548.653 48,57 Baik 

2018 119.410.487.414 199.483.395.953 59,86 Sangat Baik 

2019 116.864.297.801 218.743.530.945 53,43 Sangat Baik 

2020 100.014.196.976 199.793.892.987 50,06 Sangat Baik 

2021 116.883.388.141 245.467.412.182 47,62 Baik 

Rata-2   50,25  
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Tabel 32. Rasio Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD 

 

Realita sebaliknya tampak pada kontribusi retribusi daerah terhadap PAD. 

Selama 6 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang ―sangat kurang‖ (tabel 32), rata-rata 

penerimaan retribusi daerah hanya memberikan kontribusi sebesar 2,50%. Hal ini 

berarti retribusi daerah kurang berperan sebagai penopang PAD Kota Bontang. 

Temuan ini juga ditunjukkan oleh besaran kontribusi yang selalu relative menurun 

selama 6 tahun terakhir (gambar 33). Hal ini menjadi harus menjadi perhatian 

pemerintah Kota Bontang dalam mengatasi permasalahan PAD, mengingat 

pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang bagus. 

Gambar 33. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD 
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Tahun Retribusi Daerah PAD 

Kontribusi 

(%) 
Asumsi 

2016 6.528.480.654 170.123.811.101 3,84 Sangat Kurang 

2017 4.596.396.524 169.077.548.653 2,72 Sangat Kurang 

2018 3.980.779.128 199.483.395.953 2,00 Sangat Kurang 

2019 6.331.946.328 218.743.530.945 2,89 Sangat Kurang 

2020 4.648.143.497 199.793.892.987 2,33 Sangat Kurang 

2021 2.937.297.589 245.467.412.182 1,20 Sangat Kurang 

Rata-2   2,50  
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6.1.5 Hasil Analisi Rasio Pertumbuhan 

Tabel 33. Rasio Pertumbuhan PAD, Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 

 
Gambar 34. Tren Pertumbuhan PAD, Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 

 

Tabel 33 dan gambar 34 menunjuk-kan bahwa selama 6 tahun terakhir, 

partumbuhan PAD Kota Bontang berflutuasi. Namun demikian, di tahun 2021 

menunjukkan tren pertumbuhan PAD yang tinggi.  Namun apabila disbandingkan 

dengan pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi daerah menunjukkan hal yang 

tidak simetris. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 pertumbuhan pajak 

meningkat signifikan yang mampu meningkatkan PAD dan menutup penurunan 

penerimaan retribusi daerah. Namun pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan 

penerimaan pajak dengan prosentase yang lebih besar dari pada prosentase 

penurunan PAD. Sedangkan penerimaan retribusi daerah dengan kontribusi terhadap 

Realisasi
Pertum-

buhan (%)
Realisasi

Pertum-

buhan (%)
Realisasi

Pertum-

buhan(%)

2016 170.123.811.101 - 6.528.480.654 71.411.907.746 -

2017 169.077.548.653 -0,62% 4.596.396.524 -29,59% 82.122.896.197 15,00%

2018 199.483.395.953 17,98% 3.980.779.128 -13,39% 119.410.487.414 45,40%

2019 218.743.530.945 9,66% 6.331.946.328 59,06% 116.864.297.801 -2,13%

2020 199.793.892.987 -8,66% 4.648.143.497 -26,59% 100.014.196.976 -14,42%

2021 245.467.412.182 22,86% 2.937.297.589 -36,81% 116.883.388.141 16,87%

Rata-2 8,24% -9,46% 12,14%

PAD Retribusi Daerah Pajak derah

Tahun
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PAD yang rendah juga menujukkan perkebangan yang tidak bagus, pada tahun 2016 

sampai dengan 2018 menunjukkan pertumbuhan yang negative walaupun dengan tren 

yang semakin kecil, dan tahun 2019 terjadi pertumbuhan tinggi yang kemudian di tahun 

2020 dan 2021 terjadi pertumbuhan yang minus dan cenderung semakin besar. Hal ini 

perlu menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bontang mengingat geliat 

perekonomian yang terus meningkat (PDRB) namun tidak diringi dengan pertumbuhan 

sumber sumber PAD yang selaras. 

 

6.1.6 Hasil Analisis Tren 

Tabel 34. Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD 

 

Analisis tren dapat dilihat dari rata-rata tingkat kontribusi pajak dan retribusi 

daerah terhadap PAD pada tabel 34.  Kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi 

daerah rata-rata sebesar 50,25% dan 2,50%. Rata-rata pertumbuhan kontribusi 

retribusi daerah negative 15,78% dengan tren yang fluktuatif, demikian juga rata-rata 

pertumbuhan kontribusi pajak daerah hanya 3,4% dengan tren yang juga fluktuatif. Hal 

ini menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan kontribusi pajak dan 

retribusi daerah, baik melalui intensitas maupun ekstensitas dan penguatan Lembaga 

penghasil PAD. 

 

 

Kontribusi (%)
Pertumbuhan 

(%)
Kontribusi (%)

Pertumbuhan 

(%)

2016 3,84 - 41,98 -

2017 2,72 -29,16 48,57 15,71

2018 2,00 -26,59 59,86 23,24

2019 2,89 45,06 53,43 -10,75

2020 2,33 -19,63 50,06 -6,30

2021 1,20 -48,57 47,62 -4,88

Rata-2 2,50 -15,78 50,25 3,40

Retribusi Daerah Pajak Daerah

Tahun
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6.2  Analisis Proyeksi Potensi dan Target Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Bontang Tahun 2022 Berdasarkan Data Sekunder 

Sebagai sumber penerimaan yang utama bagi daerah, pemerintah daerah selalu 

berupaya untuk mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah yang sudah ada. 

Peningkatan pajak maupun retribusi daerah diawali dengan profiling daerah terlebih 

dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan proyeksi potensi sekaligus target. Untuk 

menilai hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tolok ukur atau indikator 

seperti potensi, target dan realisasi. 

6.2.1 Proyeksi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Data Sekunder 

Potensi adalah jumlah pajak atau retribusi daerah maksimal yang dapat ditagih 

atau dipungut. Potensi juga merupakan suatu peluang yang belum teridentifikasi yang 

nantinya dapat dibebankan kepada masyarakat serta dapat berfungsi untuk 

meningkatkan penerimaan pajak atau retribusi suatu daerah. Potensi pendapatan satu 

daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, 

ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun, 

terkadang suatu potensi tidak dapat diolah akibat keterbatasan sumber daya manusia, 

modal dan peraturan perundang-undangan yang membatasi. Jika dilihat dari 

kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat 

dikategorikan menjadi empat, yaitu: (1) Memiliki potensi dan kemampuan mengelola 

yang tinggi; (2) Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelolanya rendah; 

(3) Memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola tinggi; (4) 

Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola rendah.  

Mengukur potensi pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui potensi 

intriksik maupun potensi yang lolos atau curang (ilegal). Dalam mengukur potensi 

intrinsik dapat dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah wajib pajak yang terdaftar, 

dasar pengenaan pajak, tarif pajak serta jenis-pajak maupun retribusi daerah. 

Sedangkan, untuk mengukur potensi yang lolos atau curang dapat diketahui dengan 

membandingkan jumlah keseluruhan wajib pajak dengan penerimaan pajak pada tahun 

tersebut. Apabila jumlah wajib pajak lebih besar dibandingkan jumlah penerimaan 
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pajaknya, maka selisih dari jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak adalah potensi 

pajak yang lolos atau curang.  

Potensi pajak dan retribusi daerah juga dapat dihitung dengan membandingkan 

antara jumlah realisasi penerimaan pajak dan retribusi yang telah ada dengan jumlah 

target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan. Selisih 

perbandingan tersebut merupakan potensi pajak dan retribusi daerah yang belum 

tergali secara maksimal. Ketika realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah lebih 

besar dari target yang ditetapkan berarti pajak dan retribusi daerah memiliki potensi 

yang cukup besar, namun sebaliknya apabila realisasi penerimaan lebih kecil dari target 

yang ditetapkan hal ini menunjukkan kurang maksimalnya pemungutan pajak dan 

retribusi daerah.  

Rumus yang digunakan dalam perhitungan proyeksi potensi pajak daerah tahun 

2022 adalah dengan mengalikan nilai realisasi tahun 2021 dengan pertumbuhan 

ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah rata-rata pertumbuhan 

ekonomi di Kota Bontang selama 5 atau 10 tahun terakhir. Dalam hal ini, perilaku 

pertumbuhan pajak daerah Kota Bontang diasumsikan memiliki kecenderungan yang 

sama dengan PDRB Kota Bontang. Rumus yang digunakan dalam menghitung potensi 

pajak daerah tahun 2022 adalah Potensi Pajak Daerah (tahun x) = Realisasi (tahun x-1) 

x Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi. Penghitungan proyeksi potensi Kota Bontang 

diperoleh melalui ―Potensi Pajak Daerah (2022) = Realisasi (2021) x Rata-rata 

Pertumbuhan Ekonomi‖. Penghitungan proyeksi potensi di tahun berikutnya mengacu 

pada realisasi dan proyeksi realisasi di tahun sebelumnya serta menggunakan rumus 

tersebut. Terdapat 3 skenario yaitu skenario pesimis (tingkat pertumbuhan ekonomi 

4%), skenario moderat (tingkat pertumbuhan ekonomi 4,5%) dan skenario optimis 

(tingkat pertumbuhan ekonomi 5%).  
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Tabel 35. Proyeksi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022 

 

Skenario 1 (g= 4%) Skenario 2 (g=4,5%) Skenario 3 (g=5%)

Hasil Pajak Daerah  Rp 116.883.388.141  Rp  135.584.730.244  Rp 137.922.398.007  Rp 140.260.065.770 

Pajak Hotel  Rp    1.332.248.935 1.545.408.764Rp       1.572.053.743Rp     1.598.698.722Rp      

Hotel Bintang Tiga  Rp    1.147.177.178 1.330.725.526Rp       1.353.669.070Rp     1.376.612.613Rp      

Hotel Bintang Dua  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Hotel Bintang Satu  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Hotel Melati Tiga  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Hotel Melati Satu  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Motel  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Losmen/Rumah 

Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos
 Rp       185.071.757 214.683.238Rp         218.384.673Rp        222.086.108Rp         

Pajak Restoran  Rp   10.131.534.016 11.752.579.458Rp     11.955.210.139Rp    12.157.840.819Rp    

Restoran  Rp    2.962.881.384 3.436.942.406Rp       3.496.200.033Rp     3.555.457.661Rp      

Rumah Makan  Rp       137.263.390 159.225.532Rp         161.970.800Rp        164.716.068Rp         

Kafetaria  Rp         33.932.750 39.361.990Rp           40.040.645Rp          40.719.300Rp          

Kantin  Rp           6.567.156 7.617.901Rp             7.749.244Rp            7.880.587Rp            

Katering  Rp    6.990.889.336 8.109.431.629Rp       8.249.249.416Rp     8.389.067.203Rp      

Warung  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Pajak Hiburan  Rp       427.735.042 496.172.649Rp         504.727.350Rp        513.282.051Rp         

Tontonan Film/Bioskop  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana  Rp             388.000 450.080Rp                457.840Rp              465.600Rp               

Diskotik  Rp         92.072.572 106.804.184Rp         108.645.635Rp        110.487.086Rp         

Karaoke  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Klab Malam  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Balap Kendaraan Bermotor  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Permainan Ketangkasan  Rp       296.400.371 343.824.431Rp         349.752.438Rp        355.680.446Rp         

Panti Pijat/Refleksi/Kebugaran  Rp         38.874.099 45.093.955Rp           45.871.437Rp          46.648.919Rp          

Pusat Kebugaran  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Pajak Reklame  Rp       798.235.554 925.953.243Rp         941.917.954Rp        957.882.665Rp         

Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron  Rp       789.253.655 915.534.239Rp         931.319.312Rp        947.104.385Rp         

Reklame Kain  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Reklame Melekat/stiker  Rp           1.509.400 1.750.903Rp             1.781.091Rp            1.811.279Rp            

Reklame Berjalan  Rp           7.472.500 8.668.100Rp             8.817.550Rp            8.967.000Rp            

Pajak Penerangan Jalan  Rp   36.464.061.277 42.298.311.081Rp     43.027.592.307Rp    43.756.873.532Rp    

Pajak Penerangan Jalan PLN  Rp   22.422.267.368 26.009.830.147Rp     26.458.275.494Rp    26.906.720.842Rp    

Pajak Penerangan Jalan Non PLN  Rp   14.041.793.909 16.288.480.934Rp     16.569.316.813Rp    16.850.152.691Rp    

Pajak Parkir  Rp         75.192.600 87.223.416Rp           88.727.268Rp          90.231.120Rp          

Pajak Parkir  Rp         75.192.600 87.223.416Rp           88.727.268Rp          90.231.120Rp          

Pajak Air Tanah  Rp    8.205.370.368 9.518.229.627Rp       9.682.337.035Rp     9.846.444.442Rp      

Pajak Air Tanah  Rp    8.205.370.368 9.518.229.627Rp       9.682.337.035Rp     9.846.444.442Rp      

Pajak Sarang Burung Walet  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Pajak Sarang Burung Walet  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  Rp         77.482.125 89.879.265Rp           91.428.908Rp          92.978.550Rp          

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  Rp         77.482.125 89.879.265Rp           91.428.908Rp          92.978.550Rp          

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan
 Rp   38.927.086.080 45.155.419.853Rp     45.933.961.574Rp    46.712.503.296Rp    

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan
 Rp   38.927.086.080 45.155.419.853Rp     45.933.961.574Rp    46.712.503.296Rp    

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan
 Rp   20.444.442.144 23.715.552.887Rp     24.124.441.730Rp    24.533.330.573Rp    

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB)
 Rp   20.444.442.144 23.715.552.887Rp     24.124.441.730Rp    24.533.330.573Rp    

Hasil Retribusi Daerah  Rp    2.937.297.589 3.407.265.203Rp      3.466.011.155Rp     3.524.757.107Rp      

Retribusi Jasa Umum  Rp    1.338.581.760 1.552.754.842Rp       1.579.526.477Rp     1.606.298.112Rp      

Retribusi Pelayanan Kesehatan  Rp       571.981.900 663.499.004Rp         674.938.642Rp        686.378.280Rp         

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  Rp       211.288.100 245.094.196Rp         249.319.958Rp        253.545.720Rp         

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum  Rp         70.700.000 82.012.000Rp           83.426.000Rp          84.840.000Rp          

Retribusi Pelayanan Pasar  Rp       303.184.250 351.693.730Rp         357.757.415Rp        363.821.100Rp         

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 Rp         33.868.090 39.286.984Rp           39.964.346Rp          40.641.708Rp          

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 Rp         69.900.000 81.084.000Rp           82.482.000Rp          83.880.000Rp          

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  Rp         34.726.320 40.282.531Rp           40.977.058Rp          41.671.584Rp          

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang  Rp         42.933.100 49.802.396Rp           50.661.058Rp          51.519.720Rp          

Retribusi Jasa Usaha  Rp       535.600.204 621.296.237Rp         632.008.241Rp        642.720.245Rp         

Retribusi Terminal  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Retribusi Tempat Khusus Parkir  Rp       382.837.000 444.090.920Rp         451.747.660Rp        459.404.400Rp         

Retribusi Rumah Potong Hewan  Rp       110.430.000 128.098.800Rp         130.307.400Rp        132.516.000Rp         

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan  Rp         42.333.204 49.106.517Rp           49.953.181Rp          50.799.845Rp          

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Retribusi Jasa Penyedotan Tinja  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Retribusi Perijinan Tertentu  Rp    1.063.115.625 1.233.214.125Rp       1.254.476.438Rp     1.275.738.750Rp      

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan  Rp    1.063.115.625 1.233.214.125Rp       1.254.476.438Rp     1.275.738.750Rp      

Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Retribusi Ijin Trayek  Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol
 Rp                        - -Rp                          -Rp                         -Rp                         

Jenis Pajak Daerah Realisasi 2021
Potensi 2022



  
 

 

105 
  
 

 

Pada tabel 35 di atas, penentuan proyeksi potensi pada 2022 didasari oleh 

realisasi di tahun 2021. Pada skenario 1 (pesimis) nilai proyeksi potensi pajak daerah 

untuk tahun 2022 sebesar Rp 135.584.730.244, sedangkan pada skenario 2 (moderat) 

sebesar Rp 137.922.398.007 dan skenario 3 (optimis) sebesar Rp 140.260.065.77. 

Sekenario 2 dianggap sebagai skenario yang ideal karena terdapat pada posisi 

moderat. Setelah dihitung berdasarkan rumus yang telah disampaikan sebelumnya dan 

pendapat dari tenaga ahli, didapatkan hasil potensi ideal di tahun 2022 yaitu potensi 

pajak daerah didominasi oleh jenis pajak non-insidentil seperti Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) sebesar Rp. 45.933.961.574 (33,30%) 

terhadap Pajak Daerah, disusul Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp. 

43.027.592.307 (31,20%) terhadap Pajak Daerah. Sedangkan untuk jenis pajak 

insidentil didominasi oleh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

sebesar Rp. 24.124.441.730 (17,49%); Pajak Restoran sebesar Rp. 11.955.210.139 

(8,67%); Pajak Air Tanah (PAT) sebesar Rp. 9.682.337.035 (7,02%) dan Pajak Hotel 

sebesar Rp. 1.572.053.743 (1,14%) terhadap Pajak Daerah dengan total secara 

keseluruhan yaitu sebesar Rp. 137.922.398.007. Hal tersebut juga selaras dengan 

penggambaran pada grafik di bawah ini: 

Gambar 35. Proyeksi Potensi Pajak Daerah Tahun 2022 
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Gambar 36. Proyeksi Potensi Retribusi Daerah Tahun 2022 

 

Berbeda tentunya dengan retribusi daerah yang didominasi oleh Retribusi Jasa 

Umum sebesar Rp. 1.579.526.477 (45,57%) khususnya dari Retribusi Pelayanan 

Kesehatan mengingat adanya fenomena Covid-19 di beberapa tahun terakhir. 

Selanjutnya disusul Retribusi Perijinan Tertentu sebesar Rp. 1.254.476.438 (36,19%) 

khususnya dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Ini menunjukkan adanya indikasi 

bertambahnya objek pajak PBB, BPHTB dan jenis pajak lainnya yang dimungkinkan 

terpengaruh dari penambahan perijinan pendirian bangunan. Paling rendah yaitu 

Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 632.008.241 (18,23%) khususnya dari Retribusi 

Tempat Khusus Parkir. Berdasarkan hasil tersebut, ke depan perlu dikalkulasi potensi 

dari pengalihan retribusi menjadi pajak parkir. Total keseluruhan potensi retribusi 

daerah yang dihasilkan adalah Rp. 3.466.011.155. 
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Tabel 36. Proyeksi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023 

 

Skenario 1 (g= 4%) Skenario 2 (g=4,5%) Skenario 3 (g=5%)

Hasil Pajak Daerah 137.922.398.006,91Rp     148.956.189.847,46Rp     150.335.413.827,53Rp     151.714.637.807,60Rp     

Pajak Hotel 1.572.053.742,95Rp         1.697.818.042,38Rp         1.713.538.579,81Rp         1.729.259.117,24Rp         

Hotel Bintang Tiga 1.353.669.069,69Rp         1.461.962.595,26Rp         1.475.499.285,96Rp         1.489.035.976,65Rp         

Hotel Bintang Dua -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Hotel Bintang Satu -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Hotel Melati Tiga -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Hotel Melati Satu -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Motel -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Losmen/Rumah 

Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos 218.384.673,26Rp            235.855.447,12Rp            238.039.293,85Rp            240.223.140,59Rp            

Pajak Restoran 11.955.210.138,76Rp       12.911.626.949,86Rp       13.031.179.051,25Rp       13.150.731.152,64Rp       

Restoran 3.496.200.033,47Rp         3.775.896.036,15Rp         3.810.858.036,49Rp         3.845.820.036,82Rp         

Rumah Makan 161.970.800,20Rp            174.928.464,22Rp            176.548.172,22Rp            178.167.880,22Rp            

Kafetaria 40.040.645,00Rp              43.243.896,60Rp              43.644.303,05Rp              44.044.709,50Rp              

Kantin 7.749.244,08Rp                8.369.183,61Rp                8.446.676,05Rp                8.524.168,49Rp                

Katering 8.249.249.416,01Rp         8.909.189.369,29Rp         8.991.681.863,45Rp         9.074.174.357,61Rp         

Warung -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Pajak Hiburan 504.727.350,03Rp            545.105.538,03Rp            550.152.811,53Rp            555.200.085,04Rp            

Tontonan Film/Bioskop -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 457.840,00Rp                   494.467,20Rp                   499.045,60Rp                   503.624,00Rp                   

Diskotik 108.645.634,96Rp            117.337.285,76Rp            118.423.742,11Rp            119.510.198,46Rp            

Karaoke -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Klab Malam -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Balap Kendaraan Bermotor -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Permainan Ketangkasan 349.752.438,25Rp            377.732.633,31Rp            381.230.157,69Rp            384.727.682,08Rp            

Panti Pijat/Refleksi/Kebugaran 45.871.436,82Rp              49.541.151,77Rp              49.999.866,13Rp              50.458.580,50Rp              

Pusat Kebugaran -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Pajak Reklame 941.917.953,72Rp            1.017.271.390,02Rp         1.026.690.569,55Rp         1.036.109.749,09Rp         

Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 931.319.312,31Rp            1.005.824.857,29Rp         1.015.138.050,42Rp         1.024.451.243,54Rp         

Reklame Kain -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Reklame Melekat/stiker 1.781.091,41Rp                1.923.578,72Rp                1.941.389,64Rp                1.959.200,55Rp                

Reklame Berjalan 8.817.550,00Rp                9.522.954,00Rp                9.611.129,50Rp                9.699.305,00Rp                

Pajak Penerangan Jalan 43.027.592.306,86Rp       46.469.799.691,41Rp       46.900.075.614,48Rp       47.330.351.537,55Rp       

Pajak Penerangan Jalan PLN 26.458.275.494,24Rp       28.574.937.533,78Rp       28.839.520.288,72Rp       29.104.103.043,66Rp       

Pajak Penerangan Jalan Non PLN 16.569.316.812,62Rp       17.894.862.157,63Rp       18.060.555.325,76Rp       18.226.248.493,88Rp       

Pajak Parkir 88.727.268,00Rp              95.825.449,44Rp              96.712.722,12Rp              97.599.994,80Rp              

Pajak Parkir 88.727.268,00Rp              95.825.449,44Rp              96.712.722,12Rp              97.599.994,80Rp              

Pajak Air Tanah 9.682.337.034,77Rp         10.456.923.997,55Rp       10.553.747.367,90Rp       10.650.570.738,25Rp       

Pajak Air Tanah 9.682.337.034,77Rp         10.456.923.997,55Rp       10.553.747.367,90Rp       10.650.570.738,25Rp       

Pajak Sarang Burung Walet -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Pajak Sarang Burung Walet -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 91.428.907,50Rp              98.743.220,10Rp              99.657.509,18Rp              100.571.798,25Rp            

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 91.428.907,50Rp              98.743.220,10Rp              99.657.509,18Rp              100.571.798,25Rp            

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan 45.933.961.574,40Rp       49.608.678.500,35Rp       50.068.018.116,10Rp       50.527.357.731,84Rp       

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan 45.933.961.574,40Rp       49.608.678.500,35Rp       50.068.018.116,10Rp       50.527.357.731,84Rp       

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan 24.124.441.729,92Rp       26.054.397.068,31Rp       26.295.641.485,61Rp       26.536.885.902,91Rp       

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) 24.124.441.729,92Rp       26.054.397.068,31Rp       26.295.641.485,61Rp       26.536.885.902,91Rp       

Hasil Retribusi Daerah 3.466.011.155,03Rp         4.020.572.939,84Rp         4.089.893.162,94Rp         4.159.213.386,04Rp         

Retribusi Jasa Umum 1.579.526.476,80Rp         1.705.888.594,94Rp         1.721.683.859,71Rp         1.737.479.124,48Rp         

Retribusi Pelayanan Kesehatan 674.938.642,00Rp            728.933.733,36Rp            735.683.119,78Rp            742.432.506,20Rp            

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 249.319.958,00Rp            269.265.554,64Rp            271.758.754,22Rp            274.251.953,80Rp            

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 83.426.000,00Rp              90.100.080,00Rp              90.934.340,00Rp              91.768.600,00Rp              

Retribusi Pelayanan Pasar 357.757.415,00Rp            386.378.008,20Rp            389.955.582,35Rp            393.533.156,50Rp            

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran 39.964.346,20Rp              43.161.493,90Rp              43.561.137,36Rp              43.960.780,82Rp              

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 

Kakus 82.482.000,00Rp              89.080.560,00Rp              89.905.380,00Rp              90.730.200,00Rp              

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

40.977.057,60Rp              44.255.222,21Rp              44.664.992,78Rp              45.074.763,36Rp              

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 50.661.058,00Rp              54.713.942,64Rp              55.220.553,22Rp              55.727.163,80Rp              

Retribusi Jasa Usaha 632.008.240,72Rp            682.568.899,98Rp            688.888.982,38Rp            695.209.064,79Rp            

Retribusi Terminal -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Tempat Khusus Parkir 451.747.660,00Rp            487.887.472,80Rp            492.404.949,40Rp            496.922.426,00Rp            

Retribusi Rumah Potong Hewan 130.307.400,00Rp            140.731.992,00Rp            142.035.066,00Rp            143.338.140,00Rp            

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 49.953.180,72Rp              53.949.435,18Rp              54.448.966,98Rp              54.948.498,79Rp              

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Jasa Penyedotan Tinja -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Perijinan Tertentu 1.254.476.437,51Rp         1.354.834.552,51Rp         1.367.379.316,89Rp         1.379.924.081,26Rp         

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 1.254.476.437,51Rp         1.354.834.552,51Rp         1.367.379.316,89Rp         1.379.924.081,26Rp         

Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Ijin Trayek -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Jenis Pajak Daerah Proyeksi Realisai 2022
Potensi 2023



  
 

 

108 
  
 

 

Gambar 37. Proyeksi Potensi Pajak Daerah Tahun 2023 

 

Tabel dan grafik di atas menunjukkan hasil proyeksi potensi dan potensi retribusi 

daerah Kota Bontang tahun 2023 menggunakan perhitungan 3 skenario yang sama. 

Berdasarkan hasil proyeksi realisasi 2022, pada skenario 1 (pesimis) sebesar Rp  

148.956.189.847, sedangkan pada skenario 2 (moderat) sebesar Rp 150.335.413.828 

dan skenario 3 (optimis) sebesar Rp 151.714.637.808. Dengan tetap menggunakan 

skenario 2 yaitu moderat, pada tahun 2023 ini potensi pajak daerah masih didominasi 

oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) yaitu sebesar Rp. 

50.608.018.116 dan untuk potensi yang paling rendah yaitu Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan sebesar Rp. 99.657.509.  

Berdasarkan hasil proyeksi dengan menggunakan realisasi 2022 nilai target 

retribusi daerah tahun 2023 dengan perhitungan 3 skenario yang sama adalah sebesar 

Rp  4.020.572.940 untuk skenario 1 (pesimis), sedangkan pada skenario 2 (moderat) 

sebesar Rp 4.089.893.163 dan skenario 3 (optimis) sebesar Rp .4159.213.386. 

Proyeksi protensi retribusi daerah berdasarkan 3 skenario seperti yang tercantum 

dalam grafik berikut ini: 
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Gambar 38. Proyeksi Potensi Retribusi Daerah Tahun 2023 
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Tabel 37. Proyeksi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024

 

Skenario 1 (g= 4%) Skenario 2 (g=4,5%) Skenario 3 (g=5%)

Hasil Pajak Daerah 150.335.413.827,53Rp     162.362.246.933,74Rp     163.865.601.072,01Rp     165.368.955.210,29Rp     

Pajak Hotel 1.713.538.579,81Rp         1.850.621.666,20Rp         1.867.757.051,99Rp         1.884.892.437,79Rp         

Hotel Bintang Tiga 1.475.499.285,96Rp         1.593.539.228,83Rp         1.608.294.221,69Rp         1.623.049.214,55Rp         

Hotel Bintang Dua -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Hotel Bintang Satu -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Hotel Melati Tiga -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Hotel Melati Satu -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Motel -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Losmen/Rumah 

Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos 238.039.293,85Rp            257.082.437,36Rp            259.462.830,30Rp            261.843.223,24Rp            

Pajak Restoran 13.031.179.051,25Rp       14.073.673.375,35Rp       14.203.985.165,86Rp       14.334.296.956,38Rp       

Restoran 3.810.858.036,49Rp         4.115.726.679,41Rp         4.153.835.259,77Rp         4.191.943.840,14Rp         

Rumah Makan 176.548.172,22Rp            190.672.026,00Rp            192.437.507,72Rp            194.202.989,44Rp            

Kafetaria 43.644.303,05Rp              47.135.847,29Rp              47.572.290,32Rp              48.008.733,36Rp              

Kantin 8.446.676,05Rp                9.122.410,13Rp                9.206.876,89Rp                9.291.343,65Rp                

Katering 8.991.681.863,45Rp         9.711.016.412,52Rp         9.800.933.231,16Rp         9.890.850.049,79Rp         

Warung -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Pajak Hiburan 550.152.811,53Rp            594.165.036,46Rp            599.666.564,57Rp            605.168.092,69Rp            

Tontonan Film/Bioskop -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 499.045,60Rp                   538.969,25Rp                   543.959,70Rp                   548.950,16Rp                   

Diskotik 118.423.742,11Rp            127.897.641,47Rp            129.081.878,90Rp            130.266.116,32Rp            

Karaoke -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Klab Malam -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Balap Kendaraan Bermotor -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Permainan Ketangkasan 381.230.157,69Rp            411.728.570,31Rp            415.540.871,89Rp            419.353.173,46Rp            

Panti Pijat/Refleksi/Kebugaran 49.999.866,13Rp              53.999.855,42Rp              54.499.854,09Rp              54.999.852,75Rp              

Pusat Kebugaran -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Pajak Reklame 1.026.690.569,55Rp         1.108.825.815,12Rp         1.119.092.720,81Rp         1.129.359.626,51Rp         

Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 1.015.138.050,42Rp         1.096.349.094,45Rp         1.106.500.474,96Rp         1.116.651.855,46Rp         

Reklame Kain -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Reklame Melekat/stiker 1.941.389,64Rp                2.096.700,81Rp                2.116.114,70Rp                2.135.528,60Rp                

Reklame Berjalan 9.611.129,50Rp                10.380.019,86Rp              10.476.131,16Rp              10.572.242,45Rp              

Pajak Penerangan Jalan 46.900.075.614,48Rp       50.652.081.663,64Rp       51.121.082.419,78Rp       51.590.083.175,93Rp       

Pajak Penerangan Jalan PLN 28.839.520.288,72Rp       31.146.681.911,82Rp       31.435.077.114,71Rp       31.723.472.317,59Rp       

Pajak Penerangan Jalan Non PLN 18.060.555.325,76Rp       19.505.399.751,82Rp       19.686.005.305,07Rp       19.866.610.858,33Rp       

Pajak Parkir 96.712.722,12Rp              104.449.739,89Rp            105.416.867,11Rp            106.383.994,33Rp            

Pajak Parkir 96.712.722,12Rp              104.449.739,89Rp            105.416.867,11Rp            106.383.994,33Rp            

Pajak Air Tanah 10.553.747.367,90Rp       11.398.047.157,33Rp       11.503.584.631,01Rp       11.609.122.104,69Rp       

Pajak Air Tanah 10.553.747.367,90Rp       11.398.047.157,33Rp       11.503.584.631,01Rp       11.609.122.104,69Rp       

Pajak Sarang Burung Walet -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Pajak Sarang Burung Walet -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 99.657.509,18Rp              107.630.109,91Rp            108.626.685,00Rp            109.623.260,09Rp            

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 99.657.509,18Rp              107.630.109,91Rp            108.626.685,00Rp            109.623.260,09Rp            

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan 50.068.018.116,10Rp       54.073.459.565,38Rp       54.574.139.746,54Rp       55.074.819.927,71Rp       

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan 50.068.018.116,10Rp       54.073.459.565,38Rp       54.574.139.746,54Rp       55.074.819.927,71Rp       

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan 26.295.641.485,61Rp       28.399.292.804,46Rp       28.662.249.219,32Rp       28.925.205.634,17Rp       

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) 26.295.641.485,61Rp       28.399.292.804,46Rp       28.662.249.219,32Rp       28.925.205.634,17Rp       

Hasil Retribusi Daerah 4.089.893.162,94Rp         4.080.188.331,70Rp         4.117.967.853,29Rp         4.155.747.374,88Rp         

Retribusi Jasa Umum 1.721.683.859,71Rp         1.859.418.568,49Rp         1.876.635.407,09Rp         1.893.852.245,68Rp         

Retribusi Pelayanan Kesehatan 735.683.119,78Rp            794.537.769,36Rp            801.894.600,56Rp            809.251.431,76Rp            

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 271.758.754,22Rp            293.499.454,56Rp            296.217.042,10Rp            298.934.629,64Rp            

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 90.934.340,00Rp              98.209.087,20Rp              99.118.430,60Rp              100.027.774,00Rp            

Retribusi Pelayanan Pasar 389.955.582,35Rp            421.152.028,94Rp            425.051.584,76Rp            428.951.140,59Rp            

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran 43.561.137,36Rp              47.046.028,35Rp              47.481.639,72Rp              47.917.251,09Rp              

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 

Kakus 89.905.380,00Rp              97.097.810,40Rp              97.996.864,20Rp              98.895.918,00Rp              

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

44.664.992,78Rp              48.238.192,21Rp              48.684.842,13Rp              49.131.492,06Rp              

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 55.220.553,22Rp              59.638.197,48Rp              60.190.403,01Rp              60.742.608,54Rp              

Retribusi Jasa Usaha 688.888.982,38Rp            744.000.100,98Rp            750.888.990,80Rp            757.777.880,62Rp            

Retribusi Terminal -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Tempat Khusus Parkir 492.404.949,40Rp            531.797.345,35Rp            536.721.394,85Rp            541.645.444,34Rp            

Retribusi Rumah Potong Hewan 142.035.066,00Rp            153.397.871,28Rp            154.818.221,94Rp            156.238.572,60Rp            

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 54.448.966,98Rp              58.804.884,34Rp              59.349.374,01Rp              59.893.863,68Rp              

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Jasa Penyedotan Tinja -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Perijinan Tertentu 1.367.379.316,89Rp         1.476.769.662,24Rp         1.490.443.455,41Rp         1.504.117.248,58Rp         

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 1.367.379.316,89Rp         1.476.769.662,24Rp         1.490.443.455,41Rp         1.504.117.248,58Rp         

Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Ijin Trayek -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Jenis Pajak Daerah Proyeksi Realisai 2023
Potensi 2024
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Gambar 39. Proyeksi Potensi Pajak Daerah Tahun 2024 

Proyeksi potensi pajak daerah Kota Bontang pada tahun 2024 didasari realisasi 

tahun 2023 pada skenario 1 sebesar Rp. 162.362.246.934, skenario 2 sebesar Rp. 

163.865.601.072, dan skenario 3 sebesar Rp. 165.368.955.210. Sedangkan untuk 

potensi retribusi daerah sebesar Rp, 4.080.188.332 pada skenario 1, sebesar Rp. 

4.117.967.853 pada skenario 2, dan skenario 3 sebesar Rp. 4.155.747.375 seperti yang 

digambarkan pada grafik dibawah ini: 

Gambar 40. Proyeksi Potensi Retribusi Daerah Tahun 2024  
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6.2.2 Proyeksi Target Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Data Sekunder 

Target adalah penjabaran dari tujuan secara teratur, yang akan 

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh suatu organisasi dalam jangka tahunan, 

semesteran, triwulanan atau bulanan. Target juga merupakan suatu rencana yang 

disusun untuk memperkirakan penerimaan pajak maupun retribusi melalui intensifikasi 

dan ekstensifikasi penarikan pajak dan retribusi daerah mengacu pada peraturan yang 

berlaku. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memiliki target untuk meningkatkan 

penarikan pajak setiap tahunnya. Penentuan target harus mempunyai alasan ekonomi 

yang rasional. Suatu target seharusnya tidak selalu sulit untuk dicapai sehingga tidak 

menghilangkan insentif untuk bekerja keras, tetapi juga jangan terlalu mudah.  

Perencanaan penetapan target pajak dan retribusi daerah perlu disusun melalui 

kajian atas potensi pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan perkembangan ekonomi 

dan pertumbuhan usaha objek pajak dan objek retribusi agar target terealisasi dengan 

tingkat ketetapan yang sesuai. Rumus target pajak daerah secara umum yaitu ―Target 

Pajak Daerah (tahun x) = Potensi Pajak Daerah (tahun x) x Persentase Bobot‖. 

Sebelum menghitung potensi pajak daerah Kota Malang tahun 2022, terlebih dahulu 

akan dihitung nilai realisasi pajak daerah tahun 2021 yang merupakan dasar 

perhitungan potensi untuk tahun 2022. Untuk proyeksi target di tahun 2023 mengacu 

pada proyeksi realisasi di tahun 2022, begitu seterusnya untuk tahun 2024. 

Penghitungan proyeksi target mengacu pada proyeksi potensi di tahun sebelumnya.  

Seperti halnya perhitungan potensi, penentuan target pajak daerah Kota Bontang 

dibagi menjadi 3 skenario yaitu, skenario pesimis (tingkat pertumbuhan ekonomi 4%), 

skenario moderat (tingkat pertumbuhan ekonomi 4,5%) dan skenario optimis (tingkat 

pertumbuhan ekonomi 5%). Dari masing-masing skenario akan dipecah menjadi 3 

pembobotan lagi yaitu, pesimis, moderat, dan optimis. Di sini skenario yang disarankan 

oleh tenaga ahli adalah skenario moderat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 4,5% 

dengan pembobotan moderat yaitu sebesar 99,5%. Pemilihan pembobotan 99,5% 
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didasari karena adanya kemungkinan potential loss atau hilangnya potensi. Potential 

Loss dapat didefinisikan  sebagai  selisih  antara  potensi  pajak  dengan  realisasi  

penerimaan  pajak  dimana  hal ini dapat disebabkan karena adanya tindakan tidak 

patuh wajib pajak. Hal ini sangat lazim terjadi pada praktik pemungutan pajak. 

Gambar 41. Proyeksi Target Pajak Daerah Tahun 2022 

 

 

Gambar 42. Proyeksi Target Pajak Daerah Tahun 2023 
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Gambar 43. Proyeksi Target Pajak Daerah Tahun 2024 

 

Gambar 44. Proyeksi Target Pajak Daerah Skenario Moderat 4,5% Tahun 2022-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 45. Proyeksi Target Pajak Daerah Skenario Optimis 5% Tahun 2022-2024 
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Gambar 46. Proyeksi Target Retribusi Daerah Skenario Pesimis 4% Tahun 2022-2024 

 

 

Gambar 47. Proyeksi Target Retribusi Daerah Skenario Moderat 4,5% Tahun 2022-2024 

 

Gambar 48. Proyeksi Target Retribusi Daerah Skenario Optimis 5% Tahun 2022-2024 
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Tabel 38. Proyeksi Target Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022 

 

Tabel 39. Proyeksi Target Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023 

 

Tabel 40. Proyeksi Target Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024 

Pesimis = 95% Moderat = 99,5% Optimis = 104% Pesimis = 95% Moderat = 99,5% Optimis = 104% Pesimis = 95% Moderat = 99,5% Optimis = 104%

Hasil Pajak Daerah 128.805.493.731,88Rp           134.906.806.592,86Rp           141.008.119.453,85Rp           131.026.278.106,57Rp           137.232.786.016,88Rp           143.439.293.927,19Rp           133.247.062.481,25Rp                139.558.765.440,89Rp                145.870.468.400,53Rp                

Pajak Hotel 1.468.138.326,04Rp               1.537.681.720,43Rp               1.607.225.114,82Rp               1.493.451.055,80Rp               1.564.193.474,23Rp               1.634.935.892,66Rp               1.518.763.785,56Rp                     1.590.705.228,03Rp                     1.662.646.670,51Rp                     

Pajak Restoran 11.164.950.485,52Rp             11.693.816.561,15Rp             12.222.682.636,78Rp             11.357.449.631,82Rp             11.895.434.088,07Rp             12.433.418.544,31Rp             11.549.948.778,13Rp                   12.097.051.614,98Rp                   12.644.154.451,84Rp                   

Pajak Hiburan 471.364.016,72Rp                  493.691.785,94Rp                  516.019.555,15Rp                  479.490.982,53Rp                  502.203.713,28Rp                  524.916.444,03Rp                  487.617.948,34Rp                        510.715.640,63Rp                        533.813.332,92Rp                        

Pajak Reklame 879.655.580,51Rp                  921.323.476,43Rp                  962.991.372,35Rp                  894.822.056,03Rp                  937.208.363,95Rp                  979.594.671,87Rp                  909.988.531,56Rp                        953.093.251,48Rp                        996.197.971,39Rp                        

Pajak Penerangan Jalan 40.183.395.527,25Rp             42.086.819.525,91Rp             43.990.243.524,57Rp             40.876.212.691,52Rp             42.812.454.345,33Rp             44.748.695.999,13Rp             41.569.029.855,78Rp                   43.538.089.164,74Rp                   45.507.148.473,70Rp                   

Pajak Parkir 82.862.245,20Rp                    86.787.298,92Rp                    90.712.352,64Rp                    84.290.904,60Rp                    88.283.631,66Rp                    92.276.358,72Rp                    85.719.564,00Rp                          89.779.964,40Rp                          93.840.364,80Rp                          

Pajak Air Tanah 9.042.318.146,03Rp               9.470.638.479,26Rp               9.898.958.812,50Rp               9.198.220.183,03Rp               9.633.925.349,60Rp               10.069.630.516,16Rp             9.354.122.220,03Rp                     9.797.212.219,93Rp                     10.240.302.219,83Rp                   

Pajak Sarang Burung Walet -Rp                                      -Rp                                      -Rp                                      -Rp                                      -Rp                                      -Rp                                      -Rp                                           -Rp                                           -Rp                                           

Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan 85.385.301,75Rp                    89.429.868,68Rp                    93.474.435,60Rp                    86.857.462,13Rp                    90.971.762,96Rp                    95.086.063,80Rp                    88.329.622,50Rp                          92.513.657,25Rp                          96.697.692,00Rp                          

Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan 42.897.648.860,16Rp             44.929.642.753,54Rp             46.961.636.646,91Rp             43.637.263.495,68Rp             45.704.291.766,53Rp             47.771.320.037,38Rp             44.376.878.131,20Rp                   46.478.940.779,52Rp                   48.581.003.427,84Rp                   

Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan 22.529.775.242,69Rp             23.596.975.122,60Rp             24.664.175.002,52Rp             22.918.219.643,42Rp             24.003.819.521,27Rp             25.089.419.399,12Rp             23.306.664.044,16Rp                   24.410.663.919,94Rp                   25.514.663.795,71Rp                   

Hasil Retribusi Daerah 3.236.901.943,09Rp               3.390.228.877,24Rp               3.543.555.811,38Rp               3.292.710.597,28Rp               3.448.681.099,26Rp               3.604.651.601,23Rp               3.348.519.251,47Rp                    3.507.133.321,28Rp                    3.665.747.391,08Rp                    

Retribusi Jasa Umum 1.475.117.099,52Rp               1.544.991.067,39Rp               1.614.865.035,26Rp               1.500.550.152,96Rp               1.571.628.844,42Rp               1.642.707.535,87Rp               1.525.983.206,40Rp                     1.598.266.621,44Rp                     1.670.550.036,48Rp                     

Retribusi Jasa Usaha 590.231.424,81Rp                  618.189.755,46Rp                  646.148.086,11Rp                  600.407.828,68Rp                  628.848.199,52Rp                  657.288.570,35Rp                  610.584.232,56Rp                        639.506.643,58Rp                        668.429.054,59Rp                        

Retribusi Perijinan Tertentu 1.171.553.418,76Rp               1.227.048.054,39Rp               1.282.542.690,01Rp               1.191.752.615,64Rp               1.248.204.055,32Rp               1.304.655.495,01Rp               1.211.951.812,51Rp                     1.269.360.056,26Rp                     1.326.768.300,01Rp                     

Skenario 1 (g= 4%) Skenario 2 (g=4,5%) Skenario 3 (g=5%)
Jenis Pajak dan Retribusi Daerah

Pesimis = 95% Moderat = 99,5% Optimis = 104% Pesimis = 95% Moderat = 99,5% Optimis = 104% Pesimis = 95% Moderat = 99,5% Optimis = 104%

Hasil Pajak Daerah 154.244.134.587,05Rp           161.550.435.699,07Rp           168.856.736.811,09Rp           155.672.321.018,41Rp           163.046.273.066,65Rp           171.983.713.418,70Rp           157.100.507.449,77Rp           164.542.110.434,24Rp           171.983.713.418,70Rp           

Pajak Hotel 1.758.090.582,89Rp               1.841.368.557,87Rp               1.924.646.532,84Rp               1.774.369.199,39Rp               1.858.418.266,73Rp               1.960.288.135,30Rp               1.790.647.815,90Rp               1.875.467.975,60Rp               1.960.288.135,30Rp               

Pajak Restoran 13.369.989.706,58Rp             14.003.305.008,47Rp             14.636.620.310,36Rp             13.493.785.907,57Rp             14.132.965.240,03Rp             14.907.668.834,63Rp             13.617.582.108,56Rp             14.262.625.471,59Rp             14.907.668.834,63Rp             

Pajak Hiburan 564.456.784,63Rp                  591.194.211,28Rp                  617.931.637,92Rp                  569.683.236,34Rp                  596.668.231,75Rp                  629.374.816,40Rp                  574.909.688,05Rp                  602.142.252,22Rp                  629.374.816,40Rp                  

Pajak Reklame 1.053.384.524,36Rp               1.103.281.686,04Rp               1.153.178.847,72Rp               1.063.138.084,77Rp               1.113.497.257,21Rp               1.174.534.011,57Rp               1.072.891.645,18Rp               1.123.712.828,38Rp               1.174.534.011,57Rp               

Pajak Penerangan Jalan 48.119.477.580,45Rp             50.398.821.255,32Rp             52.678.164.930,18Rp             48.565.028.298,79Rp             50.865.477.007,68Rp             53.653.686.502,96Rp             49.010.579.017,13Rp             51.332.132.760,05Rp             53.653.686.502,96Rp             

Pajak Parkir 99.227.252,90Rp                    103.927.491,19Rp                  108.627.729,49Rp                  100.146.023,76Rp                  104.889.782,78Rp                  110.639.354,11Rp                  101.064.794,62Rp                  105.852.074,36Rp                  110.639.354,11Rp                  

Pajak Air Tanah 10.828.144.799,47Rp             11.341.056.921,55Rp             11.853.969.043,63Rp             10.928.405.399,46Rp             11.446.066.707,86Rp             12.073.486.988,88Rp             11.028.665.999,46Rp             11.551.076.494,17Rp             12.073.486.988,88Rp             

Pajak Sarang Burung Walet -Rp                                      -Rp                                      -Rp                                      -Rp                                      -Rp                                      -Rp                                      -Rp                                      -Rp                                      -Rp                                      

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 102.248.604,41Rp                  107.091.959,36Rp                  111.935.314,31Rp                  103.195.350,75Rp                  108.083.551,58Rp                  114.008.190,50Rp                  104.142.097,09Rp                  109.075.143,79Rp                  114.008.190,50Rp                  

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan 51.369.786.587,11Rp             53.803.092.267,56Rp             56.236.397.948,00Rp             51.845.432.759,22Rp             54.301.269.047,81Rp             57.277.812.724,81Rp             52.321.078.931,32Rp             54.799.445.828,07Rp             57.277.812.724,81Rp             

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan 26.979.328.164,24Rp             28.257.296.340,44Rp             29.535.264.516,64Rp             27.229.136.758,35Rp             28.518.937.973,22Rp             30.082.213.859,54Rp             27.478.945.352,47Rp             28.780.579.606,00Rp             30.082.213.859,54Rp             

Hasil Retribusi Daerah 3.876.178.915,12Rp               4.059.787.390,04Rp               4.243.395.864,97Rp               3.912.069.460,63Rp               4.097.378.014,03Rp               4.321.977.269,88Rp               3.947.960.006,14Rp               4.134.968.638,01Rp               4.321.977.269,88Rp               

Retribusi Jasa Umum 1.766.447.640,06Rp               1.850.121.475,65Rp               1.933.795.311,23Rp               1.782.803.636,73Rp               1.867.252.230,05Rp               1.969.606.335,51Rp               1.799.159.633,40Rp               1.884.382.984,45Rp               1.969.606.335,51Rp               

Retribusi Jasa Usaha 706.800.095,93Rp                  740.280.100,47Rp                  773.760.105,01Rp                  713.344.541,26Rp                  747.134.545,85Rp                  788.088.995,85Rp                  719.888.986,59Rp                  753.988.991,22Rp                  788.088.995,85Rp                  

Retribusi Perijinan Tertentu 1.402.931.179,13Rp               1.469.385.813,93Rp               1.535.840.448,73Rp               1.415.921.282,64Rp               1.482.991.238,13Rp               1.564.281.938,52Rp               1.428.911.386,15Rp               1.496.596.662,33Rp               1.564.281.938,52Rp               

Jenis Pajak dan Retribusi Daerah
Skenario 1 (g= 4%) Skenario 2 (g=4,5%) Skenario 3 (g=5%)

Pesimis = 95% Moderat = 99,5% Optimis = 104% Pesimis = 95% Moderat = 99,5% Optimis = 104% Pesimis = 95% Moderat = 99,5% Optimis = 104%

Hasil Pajak Daerah 141.508.380.355,09Rp           148.211.408.898,23Rp           154.914.437.441,36Rp           142.818.643.136,16Rp           149.583.736.758,40Rp           156.348.830.380,63Rp           144.128.905.917,22Rp                150.956.064.618,56Rp                157.783.223.319,91Rp                

Pajak Hotel 1.612.927.140,26Rp               1.689.328.952,17Rp               1.765.730.764,08Rp               1.627.861.650,82Rp               1.704.970.886,91Rp               1.782.080.123,00Rp               1.642.796.161,38Rp                     1.720.612.821,65Rp                     1.798.429.481,93Rp                     

Pajak Restoran 12.266.045.602,37Rp             12.847.068.815,11Rp             13.428.092.027,86Rp             12.379.620.098,69Rp             12.966.023.155,99Rp             13.552.426.213,30Rp             12.493.194.595,01Rp                   13.084.977.496,88Rp                   13.676.760.398,74Rp                   

Pajak Hiburan 517.850.261,13Rp                  542.380.010,34Rp                  566.909.759,56Rp                  522.645.170,96Rp                  547.402.047,48Rp                  572.158.924,00Rp                  527.440.080,78Rp                        552.424.084,61Rp                        577.408.088,44Rp                        

Pajak Reklame 966.407.820,52Rp                  1.012.185.033,07Rp               1.057.962.245,62Rp               975.356.041,08Rp                  1.021.557.116,71Rp               1.067.758.192,34Rp               984.304.261,64Rp                        1.030.929.200,35Rp                     1.077.554.139,06Rp                     

Pajak Penerangan Jalan 44.146.309.706,84Rp             46.237.450.692,95Rp             48.328.591.679,07Rp             44.555.071.833,75Rp             46.665.575.236,41Rp             48.776.078.639,06Rp             44.963.833.960,67Rp                   47.093.699.779,86Rp                   49.223.565.599,05Rp                   

Pajak Parkir 91.034.176,97Rp                    95.346.322,19Rp                    99.658.467,42Rp                    91.877.086,01Rp                    96.229.158,51Rp                    100.581.231,00Rp                  92.719.995,06Rp                          97.111.994,83Rp                          101.503.994,59Rp                        

Pajak Air Tanah 9.934.077.797,68Rp               10.404.639.377,56Rp             10.875.200.957,45Rp             10.026.059.999,51Rp             10.500.978.631,06Rp             10.975.897.262,62Rp             10.118.042.201,34Rp                   10.597.317.884,56Rp                   11.076.593.567,78Rp                   

Pajak Sarang Burung Walet -Rp                                      -Rp                                      -Rp                                      -Rp                                      -Rp                                      -Rp                                      -Rp                                           -Rp                                           -Rp                                           

Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan 93.806.059,10Rp                    98.249.504,00Rp                    102.692.948,90Rp                  94.674.633,72Rp                    99.159.221,63Rp                    103.643.809,54Rp                  95.543.208,34Rp                          100.068.939,26Rp                        104.594.670,18Rp                        

Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan 47.128.244.575,33Rp             49.360.635.107,85Rp             51.593.025.640,37Rp             47.564.617.210,29Rp             49.817.678.025,52Rp             52.070.738.840,74Rp             48.000.989.845,25Rp                   50.274.720.943,18Rp                   52.548.452.041,11Rp                   

Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan 24.751.677.214,90Rp             25.924.125.082,97Rp             27.096.572.951,05Rp             24.980.859.411,33Rp             26.164.163.278,18Rp             27.347.467.145,04Rp             25.210.041.607,77Rp                   26.404.201.473,40Rp                   27.598.361.339,03Rp                   

Hasil Retribusi Daerah 3.556.127.445,06Rp               3.724.575.587,20Rp               3.893.023.729,33Rp               3.589.054.551,04Rp               3.759.062.398,19Rp               3.929.070.245,34Rp               3.621.981.657,01Rp                    3.793.549.209,18Rp                    3.965.116.761,36Rp                    

Retribusi Jasa Umum 1.620.594.165,20Rp               1.697.359.151,97Rp               1.774.124.138,74Rp               1.635.599.666,73Rp               1.713.075.440,41Rp               1.790.551.214,10Rp               1.650.605.168,26Rp                     1.728.791.728,86Rp                     1.806.978.289,46Rp                     

Retribusi Jasa Usaha 648.440.454,98Rp                  679.156.055,48Rp                  709.871.655,98Rp                  654.444.533,27Rp                  685.444.537,47Rp                  716.444.541,68Rp                  660.448.611,55Rp                        691.733.019,47Rp                        723.017.427,38Rp                        

Retribusi Perijinan Tertentu 1.287.092.824,89Rp               1.348.060.379,75Rp               1.409.027.934,61Rp               1.299.010.351,04Rp               1.360.542.420,30Rp               1.422.074.489,56Rp               1.310.927.877,20Rp                     1.373.024.460,86Rp                     1.435.121.044,51Rp                     

Jenis Pajak dan Retribusi Daerah
Skenario 1 (g= 4%) Skenario 2 (g=4,5%) Skenario 3 (g=5%)
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Realisasi merupakan penerimaan yang dapat dicapai selama satu tahun 

anggaran. Realisasi juga berarti sebagai suatu pencapaian dari target yang telah 

ditentukan. Realisasi pajak dan retribusi daerah dapat dilihat dari realisasi pajak dan 

retribusi daerah yang dibandingkan dengan target yang ditentukan. Jika suatu realisasi 

sama atau bahkan melebihi target, maka target tersebut dapat dikatakan berhasil. 

Selain itu, untuk menghitung efektivitas realisasi pajak dan retribusi daerah berdasarkan 

potensi riil dapat dihitung dengan membandingkan potensi dan realisasinya. Realisasi 

penerimaan pajak dan retribusi daerah juga berarti jumlah pajak maupun retribusi 

daerah yang berhasil ditagih oleh BAPENDA maupun OPD terkait setiap tahunnya. 

Berdasarkan penjabaran hasil analisis di atas, skenario moderat menjadi 

scenario yang digunakan tenaga ahli. Skenario moderat dianggap sebagai pendekatan 

proyeksi yang lebih ideal dibanding kedua skenario lainnya. Adanya potential loss 

akibat kurang maksimalnya sistem administrasi pajak maupun retribusi daerah, baik 

penetapan wajib pajak daerah, pemungutan, pembayaran hingga penagihan pajak 

maupun retribusi daerah. Faktor lainnya yaitu force major yang dihadapi oleh wajib 

pajak yang mengakibatkan ketidakmampuan wajib pajak memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Proyeksi potensi pajak maupun retribusi daerah secara keseluruhan 

lebih besar dari proyeksi target pajak maupun retribusi daerah selama tahun 2022 

sampai dengan tahun 2024, seperti grafik berikut ini: 
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Gambar 49. Proyeksi Potensi dan Target Pajak Daerah Skenario Moderat 4,5% Tahun 2022-2024 

 

Gambar 50. Proyeksi Potensi dan Target Pajak Daerah Skenario Moderat 4,5% ahun 2022 

 

Grafik di atas menunjukkan hasil peramalan potensi dan target pajak daerah 

tahun 2022 yang menggunakan perhitungan 3 skenario yaitu skenario pesimis, 

moderat dan optimis dengan estimasi tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing 

4%; 4,5% dan 5%. Nilai potensi pajak daerah melebihi targetnya. Berdasarkan hasil 

proyeksi, dengan menggunakan realisasi 2021, pada skenario 1 (pesimis) nilai 

proyeksi potensi pajak daerah untuk tahun 2022 sebesar Rp 135.584.730.244, 

sedangkan pada skenario 2 (moderat) sebesar Rp 137.922.398.007 dan skenario 3 

(optimis) sebesar Rp 140.260.065.770. Nilai target pajak daerah tahun 2022 

mengacu pada proyeksi potensi pajak daerah tahun 2022. Berdasarkan hasil 
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proyeksi, dengan menggunakan nilai proyeksi skenario 1 (pesimis) level moderat 

sebesar Rp 134.906.806.592,86, sedangkan pada skenario 2 (moderat) level 

moderat sebesar Rp 137.232.786.016,88 dan skenario 3 (optimis) sebesar Rp 

139.558.765.440,894.      

Gambar 51. Proyeksi Potensi dan Target Retribusi Daerah Skenario Moderat 4,5% Tahun 2022 

 

Tabel di atas menunjukkan hasil peramalan potensi dan target retribusi 

daerah tahun 2022 yang menggunakan perhitungan 3 skenario yang sama. 

Berdasarkan hasil proyeksi, dengan menggunakan realisasi 2021, pada skenario 1 

(pesimis) nilai proyeksi potensi pajak daerah untuk tahun 2022 sebesar Rp  

3.407.265.203, sedangkan pada skenario 2 (moderat) sebesar Rp 3.466.011.155 

dan skenario 3 (optimis) sebesar Rp 3.524.757.107. Nilai target retribusi daerah 

tahun 2022 mengacu pada proyeksi potensi retribusi daerah tahun 2022. 

Berdasarkan hasil proyeksi, dengan menggunakan nilai proyeksi skenario 1 

(pesimis) level moderat sebesar Rp 3.390.228.877,24, sedangkan pada skenario 2 

(moderat) level moderat sebesar Rp 3.448.681.099,26 dan skenario 3 (optimis) 

sebesar Rp 3.507.133.321,28. 
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Gambar 52. Proyeksi Potensi dan Target Pajak Daerah Skenario Moderat 4,5% Tahun 2023 

 

Nilai proyeksi potensi dan target pajak daerah tahun 2023 melebihi nilai 

proyeksi realisasi pajak daerah untuk tahun 2022. Berdasarkan hasil proyeksi, 

dengan menggunakan realisasi 2022, pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 

proyeksi potensi pajak daerah untuk tahun 2023 skenario 1 (pesimis) sebesar Rp 

148.956.189.847,46, sedangkan pada skenario 2 (moderat) sebesar Rp 

150.335.413.827,53 dan skenario 3 (optimis) sebesar Rp 151.714.637.807,60. Nilai 

target pajak daerah tahun 2023 mengacu pada proyeksi potensi pajak daerah tahun 

2023. Berdasarkan hasil proyeksi, dengan menggunakan nilai proyeksi skenario 1 

(pesimis) level moderat sebesar Rp 148.211.408.898,23, sedangkan pada skenario 

2 (moderat) level moderat sebesar Rp 149.583.736.758,40 dan skenario 3 (optimis) 

sebesar Rp 150.956.064.618,56. 

 

Gambar 53. Proyeksi Potensi dan Target Retribusi Daerah Skenario Moderat 4,5% Tahun 2023 
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Nilai proyeksi potensi dan target retribusi daerah tahun 2023 melebihi nilai 

proyeksi realisasi retribusi daerah untuk tahun 2022. Berdasarkan hasil proyeksi, 

dengan menggunakan realisasi 2022, pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 

proyeksi potensi retribusi daerah untuk tahun 2023 skenario 1 (pesimis) sebesar Rp 

4.020.572.939,84, sedangkan pada skenario 2 (moderat) sebesar Rp 

4.089.893.162,94 dan skenario 3 (optimis) sebesar Rp 4.159.213.386,04. Nilai target 

retribusi daerah tahun 2023 mengacu pada proyeksi potensi retribusi daerah tahun 

2023. Berdasarkan hasil proyeksi, dengan menggunakan nilai proyeksi skenario 1 

(pesimis) level moderat sebesar Rp 3.724.575.587,20, sedangkan pada skenario 2 

(moderat) level moderat sebesar Rp 3.759.062.398,19 dan skenario 3 (optimis) 

sebesar Rp 3.793.549.209,18.      

 

Gambar 54. Proyeksi Potensi dan Target Pajak Daerah Skenario Moderat 4,5% Tahun 2024 

 

Nilai proyeksi potensi dan target pajak daerah tahun 2024 melebihi nilai 

proyeksi realisasi pajak daerah untuk tahun 2023. Berdasarkan hasil proyeksi, 

dengan menggunakan realisasi 2023, pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 

proyeksi potensi pajak daerah untuk tahun 2024 skenario 1 (pesimis) sebesar Rp 

162.362.246.933,74, sedangkan pada skenario 2 (moderat) sebesar Rp 

163.865.601.072,01 dan skenario 3 (optimis) sebesar Rp 165.368.955.210,29. Nilai 

target pajak daerah tahun 2024 mengacu pada proyeksi potensi pajak daerah tahun 

2024. Berdasarkan hasil proyeksi, dengan menggunakan nilai proyeksi skenario 1 

(pesimis) level moderat sebesar Rp 161.550.435.699,07, sedangkan pada skenario 
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2 (moderat) level moderat sebesar Rp 163.046.273.066,65 dan skenario 3 (optimis) 

sebesar Rp 164.542.110.434,24. 

 

Gambar 55. Proyeksi Potensi dan Target Retribusi Daerah Skenario Moderat 4,5% Tahun 2024 

 

Nilai proyeksi potensi dan target retribusi daerah tahun 2024 melebihi nilai 

proyeksi realisasi retribusi daerah untuk tahun 2023. Berdasarkan hasil proyeksi, 

dengan menggunakan realisasi 2023, pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 

proyeksi potensi retribusi daerah untuk tahun 2024 skenario 1 (pesimis) sebesar Rp 

4.080.188.331,70, sedangkan pada skenario 2 (moderat) sebesar Rp 

4.117.967.853,29 dan skenario 3 (optimis) sebesar Rp 4.155.747.374,8804. Nilai 

target retribusi daerah tahun 2024 mengacu pada proyeksi potensi retribusi daerah 

tahun 2024. Berdasarkan hasil proyeksi, dengan menggunakan nilai proyeksi 

skenario 1 (pesimis) level moderat sebesar Rp 4.059.787.390,04, sedangkan pada 

skenario 2 (moderat) level moderat sebesar Rp 4.097.378.014,03 dan skenario 3 

(optimis) sebesar Rp 4.134.968.638,01. 

6.3 Analisis Proyeksi Potensi dan Target Pajak dan Retribusi Daerah Kota 

Bontang Tahun 2022 Berdasarkan Data Primer 

Proyeksi potensi perlu diperkuat dengan hasil survey terhadap objek pajak 

potensial dari jenis pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, 

air tanah dan mineral bukan logam. Berdasarkan data penyetoran pajak oleh wajib 

pajak dalam kurun waktu 4 bulan (Januari hingga April 2022), terdapat 22 objek 



  
 

 

123 
  
 

 

pajak daerah yang perlu disurvey untuk mengetahui potensi riil, penurunan 

penyetoran pajak serta memutakhirkan data wajib dan objek pajak daerah.  

Pada pajak hotel terdapat 1 hotel yaitu Hotel Bintang Sintuk yang 

menunjukkan indikasi penurunan pembayaran pajak cukup besar di bulan Februari 

dan April 2022. Pada pajak restoran terdapat 2 restoran yaitu Restoran Equator 

dan Restoran Bontang Kuring yang menunjukkan indikasi penurunan omzet begitu 

besar, padahal sebagaimana diketahui semakin turunnya tingkat kasus covid-19. 

Pada pajak hiburan terdapat 2 objek pajak hiburan yaitu Ramayana Arena Bermain 

ZONE 2000 dan PT Kenari Bersaudara yang menunjukkan indikasi penurunan 

penyetoran pajak lebih dari 200% dari bulan Januari hingga April 2022.  

Pada pajak reklame terdapat 11 objek pajak reklame yang menunjukkan 

indikasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, khususnya 

mulai bulan Februari hingga April 2022. Adapun pajak reklame tersebut antara lain 

PT Bank Kaltim, PT Ramayana, CV Jasa Creative, PT Global Express, Dunia Fried 

Chicken, PT NIPSEA PAIN AND CHEMICALS, PT WORLD INNOVATIVE 

TELECOMMUNICATION, PT FASTFOOD INDONESIA Tbk. (KFC BONTANG), PT 

EXPO PARIWARA UTAMA (SAMSUNG), XIAOMI (IMS) dan PT Midi Utama. Pada 

pajak penerangan jalan terdapat 1 objek pajak penerangan jalan yang 

menunjukkan indikasi selisih tidak wajar atas pemakaian penerangan jalan mulai 

Januari hingga April 2022 yaitu PT KMI.  

Pada pajak parkir terdapat 2 objek pajak parkir yang menunjukkan indikasi 

penurunan tidak wajar atas penyetoran pajak mulai bulan Februari ke Maret 2022 

serta adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan penyetoran pajak. 

Adapun pajak parkir tersebut yaitu Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa 

Bontang serta Bontang Plaza. Pada pajak air tanah terdapat 2 objek pajak air tanah 

yang menunjukkan indikasi penurunan cukup besar sejak bulan Januari hingga April 

2022, selain itu tidak terdapat penyetoran pajak di bulan April 2022 dari PT Pupuk 

Kalimantan Timur – ABT dan PT Badak NGL (ABT/ R.Tangga). Pada pajak mineral 

bukan logam terdapat 1 objek pajak yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan 

dalam hal penyetoran pajak di bulan Januari, Februari dan April 2022 yaitu PT 

Kaltim Industrial Estate. 
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6.3.1 Proyeksi Potensi Pajak dan Target Pajak Daerah Berdasarkan Hasil 

Survey 

Hasil survey juga dapat menjadi data primer yang digunakan dalam 

menghitung potensi pajak dan retribusi Kota Bontang tahun 2022 hingga 2024. 

Rincian perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah dimana sampel survey 

menjadi databased penghitungan proyeksi tersurveynya seluruh populasi pajak 

daerah di tahun 2022 hingga 2024 disajikan pada Tabel di bawah ini. Berdasarkan 

hasil perhitungan, nilai potensi pajak daerah tahun 2022 dengan skenario 1 

(pesimis) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 94,10 miliar, sedangkan untuk dengan 

menggunakan skenario 2 (moderat) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 94,56 miliar 

dan terakhir pada skenario 3 (optimis) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 95,01 

miliar. Nilai potensi pajak daerah tahun 2023 dengan skenario 1 (pesimis) diperoleh 

nilai potensi sebesar Rp 98,34 miliar, sedangkan untuk dengan menggunakan 

skenario 2 (moderat) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 98,81 miliar dan terakhir 

pada skenario 3 (optimis) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 99,28 miliar. Nilai 

potensi pajak daerah tahun 2024 dengan skenario 1 (pesimis) diperoleh nilai potensi 

sebesar Rp 103,26 miliar, sedangkan untuk dengan menggunakan skenario 2 

(moderat) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 103,75 miliar dan terakhir pada 

skenario 3 (optimis) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 104,25 miliar. 

Tabel 41. Proyeksi Potensi Pajak Daerah Kota Bontang Tahun 2022 berdasarkan Sampel Hasil Survey 

Skenario 1 (g= 4%) Skenario 2 (g=4,5%) Skenario 3 (g=5%)

Hasil Pajak Daerah  Rp                 90.489.635.656  Rp    94.109.221.082  Rp    94.561.669.261  Rp    95.014.117.439 

Pajak Hotel  Rp                      987.264.000  Rp      1.026.754.560  Rp      1.031.690.880  Rp      1.036.627.200 

Hotel Bintang Tiga  Rp                      987.264.000 1.026.754.560Rp       1.031.690.880Rp       1.036.627.200Rp       

Pajak Restoran  Rp                 25.654.800.000  Rp    26.680.992.000  Rp    26.809.266.000  Rp    26.937.540.000 

Restoran  Rp                 25.654.800.000 26.680.992.000Rp     26.809.266.000Rp     26.937.540.000Rp     

Pajak Hiburan 24.360.000Rp                        25.334.400Rp            25.456.200Rp            25.578.000Rp            

Permainan Ketangkasan 24.360.000Rp                        25.334.400Rp            25.456.200Rp            25.578.000Rp            

Pajak Reklame 749.025.000Rp                      778.986.000Rp          782.731.125Rp          786.476.250Rp          

Pajak Penerangan Jalan 3.591.427.387Rp                   3.735.084.482Rp       3.753.041.619Rp       3.770.998.756Rp       

Pajak Penerangan Jalan PLN 3.591.427.387Rp                   3.735.084.482Rp       3.753.041.619Rp       3.770.998.756Rp       

Pajak Parkir 33.696.000Rp                        35.043.840Rp            35.212.320Rp            35.380.800Rp            

Pajak Parkir 33.696.000Rp                        35.043.840Rp            35.212.320Rp            35.380.800Rp            

Pajak Air Tanah 52.920Rp                               55.037Rp                   55.301Rp                   55.566Rp                   

Pajak Air Tanah 52.920Rp                               55.037Rp                   55.301Rp                   55.566Rp                   

Pajak Sarang Burung Walet -Rp                                         -Rp                            -Rp                            -Rp                            

Pajak Sarang Burung Walet -Rp                                         -Rp                             -Rp                             -Rp                             

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 77.482.125Rp                        80.581.410Rp            80.968.821Rp            81.356.231Rp            

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 77.482.125Rp                        80.581.410Rp            80.968.821Rp            81.356.231Rp            

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan
38.927.086.080Rp                 40.484.169.523Rp     40.678.804.954Rp     40.873.440.384Rp     

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan
38.927.086.080Rp                 40.484.169.523Rp     40.678.804.954Rp     40.873.440.384Rp     

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 20.444.442.144Rp                 21.262.219.830Rp     21.364.442.040Rp     21.466.664.251Rp     

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB)
20.444.442.144Rp                 21.262.219.830Rp     21.364.442.040Rp     21.466.664.251Rp     

Potensi 2022

Jenis Pajak Daerah

Potensi Pajak Per Tahun 

(Nilai Dasar : Sampel Hasil 

Survei) Tahun 2022



  
 

 

125 
  
 

 

Tabel 42. Proyeksi Potensi Pajak Daerah Kota Bontang Tahun 2023 berdasarkan Sampel Hasil Survey 

 

 

Tabel 43. Proyeksi Potensi Pajak Daerah Kota Bontang Tahun 2024 berdasarkan Sampel Hasil Survey 
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Selanjutnya, data primer yang diperoleh dari hasil survey juga dapat digunakan untuk menghitung target pajak daerah Kota Bontang 

tahun 2022 hingga 2024 seperti pada Tabel di bawah ini. Dalam tabel tersebut, target pajak daerah Kota Bontang baik skenario 1, skenario 2, 

dan 3 masing-masing dibagi menjadi tiga skenario yaitu skenario pesimis yaitu target pajak daerah Kota Bontang sebesar 95% dari nilai 

potensi, kemudian skenario moderat yaitu nilai target pajak daerah adalah sebesar 99,5% dari nilai potensi dan terakhir skenario optimis yaitu 

nilai target adalah sebesar 104% dari nilai potensi. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui, dengan menggunakan skenario 2 bagian moderat 

(99,5%) diperoleh nilai target pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp 94,05 miliar; tahun 2023 sebesar Rp 98,32 miliar; tahun 2024 sebesar Rp 

103,23 miliar. 

Tabel 44. Proyeksi Target Pajak Daerah Kota Bontang Tahun 2022 berdasarkan Sampel Hasil Survey 
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Tabel 45. Proyeksi Target Pajak Daerah Kota Bontang Tahun 2023 berdasarkan Sampel Hasil Survey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 46. Proyeksi Target Pajak Daerah Kota Bontang Tahun 2024 berdasarkan Sampel Hasil Survey 

Pesimis = 95% Moderat = 99,5% Optimis = 104% Pesimis = 95% Moderat = 99,5% Optimis = 104% Pesimis = 95% Moderat = 99,5% Optimis = 104%

Hasil Pajak Daerah  Rp          93.426.929.229  Rp          97.852.415.351  Rp        102.277.901.472  Rp          93.876.097.158  Rp          98.322.859.655  Rp        102.769.622.152  Rp          94.325.265.087  Rp          98.793.303.960  Rp        103.261.342.832 

Pajak Hotel  Rp            1.019.310.589  Rp            1.067.593.723  Rp            1.115.876.856  Rp            1.024.211.121  Rp            1.072.726.385  Rp            1.121.241.648  Rp            1.029.111.653  Rp            1.077.859.047  Rp            1.126.606.441 

Hotel Bintang Tiga 1.019.310.589,44Rp        1.067.593.722,62Rp        1.115.876.855,81Rp        1.024.211.121,12Rp        1.072.726.384,75Rp        1.121.241.648,38Rp        1.029.111.652,80Rp        1.077.859.046,88Rp        1.126.606.440,96Rp        

Pajak Restoran  Rp          26.487.554.808  Rp          27.742.228.457  Rp          28.996.902.106  Rp          26.614.898.822  Rp          27.875.604.555  Rp          29.136.310.289  Rp          26.742.242.835  Rp          28.008.980.654  Rp          29.275.718.472 

Restoran 26.487.554.808,00Rp      27.742.228.456,80Rp      28.996.902.105,60Rp      26.614.898.821,50Rp      27.875.604.555,15Rp      29.136.310.288,80Rp      26.742.242.835,00Rp      28.008.980.653,50Rp      29.275.718.472,00Rp      

Pajak Hiburan 25.150.726Rp                  26.342.076Rp                  27.533.426Rp                  25.271.643Rp                  26.468.720Rp                  27.665.798Rp                  25.392.560Rp                  26.595.365Rp                  27.798.170Rp                  

Permainan Ketangkasan 25.150.725,60Rp             26.342.075,76Rp             27.533.425,92Rp             25.271.642,55Rp             26.468.720,36Rp             27.665.798,16Rp             25.392.559,50Rp             26.595.364,95Rp             27.798.170,40Rp             

Pajak Reklame 773.338.351,50Rp           809.970.168,15Rp           846.601.984,80Rp           777.056.324,34Rp           813.864.255,50Rp           850.672.186,65Rp           780.774.297,19Rp           817.758.342,84Rp           854.742.388,50Rp           

Pajak Penerangan Jalan 3.708.005.120Rp             3.883.647.468Rp             4.059.289.816Rp             3.725.832.068Rp             3.902.318.850Rp             4.078.805.632Rp             3.743.659.015Rp             3.920.990.232Rp             4.098.321.448Rp             

Pajak Penerangan Jalan PLN 3.708.005.119,98Rp        3.883.647.467,77Rp        4.059.289.815,56Rp        3.725.832.067,67Rp        3.902.318.849,83Rp        4.078.805.631,98Rp        3.743.659.015,37Rp        3.920.990.231,88Rp        4.098.321.448,40Rp        

Pajak Parkir 34.789.772,16Rp             36.437.708,74Rp             38.085.645,31Rp             34.957.030,68Rp             36.612.890,03Rp             38.268.749,38Rp             35.124.289,20Rp             36.788.071,32Rp             38.451.853,44Rp             

Pajak Parkir 34.789.772,16Rp             36.437.708,74Rp             38.085.645,31Rp             34.957.030,68Rp             36.612.890,03Rp             38.268.749,38Rp             35.124.289,20Rp             36.788.071,32Rp             38.451.853,44Rp             

Pajak Air Tanah 54.637,78Rp                    57.225,89Rp                    59.813,99Rp                    54.900,46Rp                    57.501,01Rp                    60.101,56Rp                    55.163,15Rp                    57.776,14Rp                    60.389,13Rp                    

Pajak Air Tanah 54.637,78Rp                    57.225,89Rp                    59.813,99Rp                    54.900,46Rp                    57.501,01Rp                    60.101,56Rp                    55.163,15Rp                    57.776,14Rp                    60.389,13Rp                    

Pajak Sarang Burung Walet -Rp                              -Rp                              -Rp                              -Rp                              -Rp                              -Rp                              -Rp                              -Rp                              -Rp                              

Pajak Sarang Burung Walet -Rp                               -Rp                               -Rp                               -Rp                               -Rp                               -Rp                               -Rp                               -Rp                               -Rp                               

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 79.997.194,78Rp             83.786.535,58Rp             87.575.876,39Rp             80.381.796,68Rp             84.189.355,47Rp             87.996.914,26Rp             80.766.398,57Rp             84.592.175,35Rp             88.417.952,12Rp             

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 79.997.194,78Rp             83.786.535,58Rp             87.575.876,39Rp             80.381.796,68Rp             84.189.355,47Rp             87.996.914,26Rp             80.766.398,57Rp             84.592.175,35Rp             88.417.952,12Rp             

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 40.190.659.294,16Rp      42.094.427.365,99Rp      43.998.195.437,81Rp      40.383.883.617,69Rp      42.296.804.420,63Rp      44.209.725.223,57Rp      40.577.107.941,22Rp      42.499.181.475,27Rp      44.421.255.009,33Rp      

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 40.190.659.294,16Rp      42.094.427.365,99Rp      43.998.195.437,81Rp      40.383.883.617,69Rp      42.296.804.420,63Rp      44.209.725.223,57Rp      40.577.107.941,22Rp      42.499.181.475,27Rp      44.421.255.009,33Rp      

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 21.108.068.735,99Rp      22.107.924.623,49Rp      23.107.780.510,98Rp      21.209.549.835,69Rp      22.214.212.722,64Rp      23.218.875.609,59Rp      21.311.030.935,38Rp      22.320.500.821,79Rp      23.329.970.708,20Rp      

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 21.108.068.735,99Rp      22.107.924.623,49Rp      23.107.780.510,98Rp      21.209.549.835,69Rp      22.214.212.722,64Rp      23.218.875.609,59Rp      21.311.030.935,38Rp      22.320.500.821,79Rp      23.329.970.708,20Rp      

Jenis Pajak Daerah
Skenario 1 (g= 4%) Skenario 2 (g=4,5%) Skenario 3 (g=5%)

Pesimis = 95% Moderat = 99,5% Optimis = 104% Pesimis = 95% Moderat = 99,5% Optimis = 104% Pesimis = 95% Moderat = 99,5% Optimis = 104%

Hasil Pajak Daerah  Rp            98.100.521.531  Rp          103.239.002.638  Rp          107.394.255.149  Rp            98.569.902.016  Rp          103.239.002.638  Rp          107.908.103.260  Rp            99.039.282.502  Rp          103.730.616.936  Rp          108.421.951.371 

Pajak Hotel  Rp              1.070.300.622  Rp              1.126.362.704  Rp              1.171.697.523  Rp              1.075.421.677  Rp              1.126.362.704  Rp              1.177.303.731  Rp              1.080.542.733  Rp              1.131.726.336  Rp              1.182.909.939 

Hotel Bintang Tiga 1.070.300.621,57Rp          1.126.362.703,99Rp          1.171.697.522,56Rp          1.075.421.677,18Rp          1.126.362.703,99Rp          1.177.303.730,80Rp          1.080.542.732,78Rp          1.131.726.335,91Rp          1.182.909.939,05Rp          

Pajak Restoran  Rp            27.812.569.268  Rp            29.269.384.783  Rp            30.447.444.252  Rp            27.945.643.763  Rp            29.269.384.783  Rp            30.593.125.803  Rp            28.078.718.257  Rp            29.408.762.806  Rp            30.738.807.355 

Restoran 27.812.569.268,47Rp        29.269.384.782,91Rp        30.447.444.251,80Rp        27.945.643.762,58Rp        29.269.384.782,91Rp        30.593.125.803,24Rp        28.078.718.256,68Rp        29.408.762.805,68Rp        30.738.807.354,68Rp        

Pajak Hiburan 26.408.866Rp                    27.792.156Rp                    28.910.759Rp                    26.535.225Rp                    27.792.156Rp                    29.049.088Rp                    26.661.583Rp                    27.924.500Rp                    29.187.417Rp                    

Permainan Ketangkasan 26.408.866,46Rp               27.792.156,37Rp               28.910.759,08Rp               26.535.224,68Rp               27.792.156,37Rp               29.049.088,07Rp               26.661.582,89Rp               27.924.499,97Rp               29.187.417,06Rp               

Pajak Reklame 812.023.858,94Rp             854.557.468,27Rp             888.952.435,05Rp             815.909.140,56Rp             854.557.468,27Rp             893.205.795,98Rp             819.794.422,18Rp             858.626.789,55Rp             897.459.156,92Rp             

Pajak Penerangan Jalan 3.893.494.511Rp               4.097.434.792Rp               4.262.351.885Rp               3.912.123.671Rp               4.097.434.792Rp               4.282.745.914Rp               3.930.752.831Rp               4.116.946.387Rp               4.303.139.942Rp               

Pajak Penerangan Jalan PLN 3.893.494.510,72Rp          4.097.434.792,32Rp          4.262.351.885,42Rp          3.912.123.671,06Rp          4.097.434.792,32Rp          4.282.745.913,58Rp          3.930.752.831,40Rp          4.116.946.386,57Rp          4.303.139.941,74Rp          

Pajak Parkir 36.530.097,06Rp               38.443.534,53Rp               39.990.843,10Rp               36.704.882,21Rp               38.443.534,53Rp               40.182.186,84Rp               36.879.667,37Rp               38.626.598,98Rp               40.373.530,59Rp               

Pajak Parkir 36.530.097,06Rp               38.443.534,53Rp               39.990.843,10Rp               36.704.882,21Rp               38.443.534,53Rp               40.182.186,84Rp               36.879.667,37Rp               38.626.598,98Rp               40.373.530,59Rp               

Pajak Air Tanah 57.370,99Rp                      60.376,06Rp                      62.806,13Rp                      57.645,49Rp                      60.376,06Rp                      63.106,64Rp                      57.919,99Rp                      60.663,57Rp                      63.407,15Rp                      

Pajak Air Tanah 57.370,99Rp                      60.376,06Rp                      62.806,13Rp                      57.645,49Rp                      60.376,06Rp                      63.106,64Rp                      57.919,99Rp                      60.663,57Rp                      63.407,15Rp                      

Pajak Sarang Burung Walet -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Pajak Sarang Burung Walet -Rp                                 -Rp                                 -Rp                                 -Rp                                 -Rp                                 -Rp                                 -Rp                                 -Rp                                 -Rp                                 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 83.998.977,53Rp               88.398.823,24Rp               91.956.775,40Rp               84.400.886,51Rp               88.398.823,24Rp               92.396.759,97Rp               84.802.795,49Rp               88.819.770,02Rp               92.836.744,54Rp               

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 83.998.977,53Rp               88.398.823,24Rp               91.956.775,40Rp               84.400.886,51Rp               88.398.823,24Rp               92.396.759,97Rp               84.802.795,49Rp               88.819.770,02Rp               92.836.744,54Rp               

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 42.201.158.380,48Rp        44.411.644.641,66Rp        46.199.162.858,63Rp        42.403.077.798,57Rp        44.411.644.641,66Rp        46.420.211.484,75Rp        42.604.997.216,66Rp        44.623.128.663,76Rp        46.641.260.110,87Rp        

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 42.201.158.380,48Rp        44.411.644.641,66Rp        46.199.162.858,63Rp        42.403.077.798,57Rp        44.411.644.641,66Rp        46.420.211.484,75Rp        42.604.997.216,66Rp        44.623.128.663,76Rp        46.641.260.110,87Rp        

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 22.163.979.578,29Rp        23.324.923.358,77Rp        24.263.725.012,03Rp        22.270.027.327,47Rp        23.324.923.358,77Rp        24.379.819.390,07Rp        22.376.075.076,65Rp        23.435.994.422,39Rp        24.495.913.768,12Rp        

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 22.163.979.578,29Rp        23.324.923.358,77Rp        24.263.725.012,03Rp        22.270.027.327,47Rp        23.324.923.358,77Rp        24.379.819.390,07Rp        22.376.075.076,65Rp        23.435.994.422,39Rp        24.495.913.768,12Rp        

Jenis Pajak Daerah
Skenario 1 (g= 4,5%) Skenario 2 (g=5%) Skenario 3 (g=5,5%)
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6.3.2 Proyeksi Potensi Pajak dan Target Pajak Daerah (Seluruh Populasi) 

Data primer hasil survey yang telah disampaikan sebelumnya dapat digunakan 

sebagai estimasi proyeksi potensi dan target pajak daerah jika seluruh populasi 

tersurvey. Tabel potensi dan target pajak daerah berikut ini merupakan berasal dari 

seluruh populasi pajak daerah di tahun 2022 hingga 2024. Nilai potensi pajak daerah 

tahun 2022 dengan skenario 1 (pesimis) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 154,07 

miliar, sedangkan untuk dengan menggunakan skenario 2 (moderat) diperoleh nilai 

potensi sebesar Rp 154,81 miliar dan terakhir pada skenario 3 (optimis) diperoleh 

nilai potensi sebesar Rp 155,55 miliar. Nilai potensi pajak daerah tahun 2023 

dengan skenario 1 (pesimis) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 161,01 miliar, 

sedangkan untuk dengan menggunakan skenario 2 (moderat) diperoleh nilai potensi 

sebesar Rp 161,78 miliar dan terakhir pada skenario 3 (optimis) diperoleh nilai 

potensi sebesar Rp 166,55 miliar. Nilai potensi pajak daerah tahun 2024 dengan 

skenario 1 (pesimis) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 169,06 miliar, sedangkan 

untuk dengan menggunakan skenario 2 (moderat) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 

169,87 miliar dan terakhir pada skenario 3 (optimis) diperoleh nilai potensi sebesar 

Rp 170,68 miliar 

Tabel 47. Proyeksi Potensi Pajak Daerah Kota Bontang Tahun 2022 berdasarkan Seluruh Populasi 

  

Skenario 1 (g= 4%) Skenario 2 (g=4,5%) Skenario 3 (g=5%)

Hasil Pajak Daerah  Rp          148.151.851.978  Rp    154.077.926.057  Rp    154.818.685.317  Rp    155.559.444.576 

Pajak Hotel  Rp              2.986.473.600  Rp        3.105.932.544  Rp        3.120.864.912  Rp        3.135.797.280 

Hotel Bintang Tiga  Rp              2.986.473.600 3.105.932.544Rp         3.120.864.912Rp         3.135.797.280Rp         

Pajak Restoran  Rp            30.849.897.000 32.083.892.880Rp       32.238.142.365Rp       32.392.391.850Rp       

Restoran  Rp            30.849.897.000 32.083.892.880Rp       32.238.142.365Rp       32.392.391.850Rp       

Pajak Hiburan 517.650.000Rp                 538.356.000Rp            540.944.250Rp            543.532.500Rp            

Permainan Ketangkasan 517.650.000Rp                 538.356.000Rp            540.944.250Rp            543.532.500Rp            

Pajak Reklame 900.702.563Rp                 936.730.665Rp            941.234.178Rp            945.737.691Rp            

Pajak Penerangan Jalan 39.954.629.680Rp            41.552.814.868Rp       41.752.588.016Rp       41.952.361.164Rp       

Pajak Penerangan Jalan PLN 39.954.629.680Rp            41.552.814.868Rp       41.752.588.016Rp       41.952.361.164Rp       

Pajak Parkir 101.930.400Rp                 106.007.616Rp            106.517.268Rp            107.026.920Rp            

Pajak Parkir 101.930.400Rp                 106.007.616Rp            106.517.268Rp            107.026.920Rp            

Pajak Air Tanah 10.716.352.920Rp            11.145.007.037Rp       11.198.588.801Rp       11.252.170.566Rp       

Pajak Air Tanah 10.716.352.920Rp            11.145.007.037Rp       11.198.588.801Rp       11.252.170.566Rp       

Pajak Sarang Burung Walet -Rp                                    -Rp                              -Rp                              -Rp                              

Pajak Sarang Burung Walet -Rp                                    -Rp                               -Rp                               -Rp                               

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 80.968.821Rp                   84.207.573Rp              84.612.418Rp              85.017.262Rp              

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 80.968.821Rp                   84.207.573Rp              84.612.418Rp              85.017.262Rp              

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan
40.678.804.954Rp            42.305.957.152Rp       42.509.351.177Rp       42.712.745.201Rp       

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan
40.678.804.954Rp            42.305.957.152Rp       42.509.351.177Rp       42.712.745.201Rp       

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 21.364.442.040Rp            22.219.019.722Rp       22.325.841.932Rp       22.432.664.143Rp       

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB)
21.364.442.040Rp            22.219.019.722Rp       22.325.841.932Rp       22.432.664.143Rp       

Potensi 2022

Jenis Pajak Daerah

Potensi Pajak Per Tahun 

(Nilai Dasar : Sampel 

Hasil Survei) Tahun 2022
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Tabel 48. Proyeksi Potensi Pajak Daerah Kota Bontang Tahun 2023 berdasarkan Seluruh Populasi 

 

Tabel 49. Proyeksi Potensi Pajak Daerah Kota Bontang Tahun 2024 berdasarkan Seluruh Populasi 
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Layaknya perhitungan menggunakan sampel, data keseluruhan populasi juga dapat digunakan untuk menghitung target 

pajak daerah Kota Bontang tahun 2022 hingga 2024 seperti pada Tabel di bawah ini. Dalam tabel tersebut, target pajak daerah 

Kota Bontang baik skenario 1, skenario 2, dan 3 masing-masing dibagi menjadi tiga skenario yaitu skenario pesimis yaitu target 

pajak daerah Kota Bontang sebesar 95% dari nilai potensi, kemudian skenario moderat yaitu nilai target pajak daerah adalah 

sebesar 99,5% dari nilai potensi dan terakhir skenario optimis yaitu nilai target adalah sebesar 104% dari nilai potensi. Dari tabel 

tersebut juga dapat diketahui, dengan menggunakan skenario 2 bagian moderat (99,5%) diperoleh nilai target pajak daerah tahun 

2022 sebesar Rp 153,85 miliar; tahun 2023 sebesar Rp 160,97 miliar;  tahun 2024 sebesar Rp 169,02 miliar. 

Tabel 50. Proyeksi Target Pajak Daerah Kota Bontang Tahun 2022 berdasarkan Seluruh Populasi 

Pesimis = 95% Moderat = 99,5% Optimis = 104% Pesimis = 95% Moderat = 99,5% Optimis = 104% Pesimis = 95% Moderat = 99,5% Optimis = 104%

Hasil Pajak Daerah  Rp        146.233.160.622  Rp        153.124.514.415  Rp        160.015.868.207  Rp        146.932.603.582  Rp        153.857.088.883  Rp        160.781.574.184  Rp        147.632.046.542  Rp        154.589.663.351  Rp        161.547.280.161 

Pajak Hotel  Rp            2.950.635.917  Rp            3.090.402.881  Rp            3.230.169.846  Rp            2.964.821.666  Rp            3.105.260.587  Rp            3.245.699.508  Rp            2.979.007.416  Rp            3.120.118.294  Rp            3.261.229.171 

Hotel Bintang Tiga 2.950.635.916,80Rp        3.090.402.881,28Rp        3.230.169.845,76Rp        2.964.821.666,40Rp        3.105.260.587,44Rp        3.245.699.508,48Rp        2.979.007.416,00Rp        3.120.118.293,60Rp        3.261.229.171,20Rp        

Pajak Restoran  Rp          30.479.698.236  Rp          31.923.473.416  Rp          33.367.248.595  Rp          30.626.235.247  Rp          32.076.951.653  Rp          33.527.668.060  Rp          30.772.772.258  Rp          32.230.429.891  Rp          33.688.087.524 

Restoran 30.479.698.236,00Rp      31.923.473.415,60Rp      33.367.248.595,20Rp      30.626.235.246,75Rp      32.076.951.653,18Rp      33.527.668.059,60Rp      30.772.772.257,50Rp      32.230.429.890,75Rp      33.688.087.524,00Rp      

Pajak Hiburan 511.438.200Rp                535.664.220Rp                559.890.240Rp                513.897.038Rp                538.239.529Rp                562.582.020Rp                516.355.875Rp                540.814.838Rp                565.273.800Rp                

Permainan Ketangkasan 511.438.200,00Rp           535.664.220,00Rp           559.890.240,00Rp           513.897.037,50Rp           538.239.528,75Rp           562.582.020,00Rp           516.355.875,00Rp           540.814.837,50Rp           565.273.800,00Rp           

Pajak Reklame 749.025.000Rp                749.025.000Rp                749.025.000Rp                749.025.000Rp                749.025.000Rp                749.025.000Rp                749.025.000Rp                749.025.000Rp                749.025.000Rp                

Pajak Penerangan Jalan 39.475.174.124Rp           41.345.050.793Rp           43.214.927.462Rp           39.664.958.615Rp           41.543.825.076Rp           43.422.691.537Rp           39.854.743.106Rp           41.742.599.359Rp           43.630.455.611Rp           

Pajak Penerangan Jalan PLN 39.475.174.124,21Rp      41.345.050.793,25Rp      43.214.927.462,29Rp      39.664.958.615,19Rp      41.543.825.075,91Rp      43.422.691.536,63Rp      39.854.743.106,17Rp      41.742.599.358,57Rp      43.630.455.610,97Rp      

Pajak Parkir 100.707.235Rp                105.477.578Rp                110.247.921Rp                101.191.405Rp                105.984.682Rp                110.777.959Rp                101.675.574Rp                106.491.785Rp                111.307.997Rp                

Pajak Parkir 100.707.235,20Rp           105.477.577,92Rp           110.247.920,64Rp           101.191.404,60Rp           105.984.681,66Rp           110.777.958,72Rp           101.675.574,00Rp           106.491.785,40Rp           111.307.996,80Rp           

Pajak Air Tanah 10.587.756.685Rp           11.089.282.002Rp           11.590.807.318Rp           10.638.659.361Rp           11.142.595.857Rp           11.646.532.353Rp           10.689.562.038Rp           11.195.909.713Rp           11.702.257.389Rp           

Pajak Air Tanah 10.587.756.684,96Rp      11.089.282.001,62Rp      11.590.807.318,27Rp      10.638.659.361,33Rp      11.142.595.857,39Rp      11.646.532.353,46Rp      10.689.562.037,70Rp      11.195.909.713,17Rp      11.702.257.388,64Rp      

Pajak Sarang Burung Walet -Rp                                  -Rp                                  -Rp                                  -Rp                                  -Rp                                  -Rp                                  -Rp                                  -Rp                                  -Rp                                  

Pajak Sarang Burung Walet -Rp                               -Rp                               -Rp                               -Rp                               -Rp                               -Rp                               -Rp                               -Rp                               -Rp                               

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 79.997.195Rp                  83.786.536Rp                  87.575.876Rp                  80.381.797Rp                  84.189.355Rp                  87.996.914Rp                  80.766.399Rp                  84.592.175Rp                  88.417.952Rp                  

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 79.997.194,78Rp             83.786.535,58Rp             87.575.876,39Rp             80.381.796,68Rp             84.189.355,47Rp             87.996.914,26Rp             80.766.398,57Rp             84.592.175,35Rp             88.417.952,12Rp             

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 40.190.659.294Rp           42.094.427.366Rp           43.998.195.438Rp           40.383.883.618Rp           42.296.804.421Rp           44.209.725.224Rp           40.577.107.941Rp           42.499.181.475Rp           44.421.255.009Rp           

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 40.190.659.294,16Rp      42.094.427.365,99Rp      43.998.195.437,81Rp      40.383.883.617,69Rp      42.296.804.420,63Rp      44.209.725.223,57Rp      40.577.107.941,22Rp      42.499.181.475,27Rp      44.421.255.009,33Rp      

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 21.108.068.736Rp           22.107.924.623Rp           23.107.780.511Rp           21.209.549.836Rp           22.214.212.723Rp           23.218.875.610Rp           21.311.030.935Rp           22.320.500.822Rp           23.329.970.708Rp           

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 21.108.068.735,99Rp      22.107.924.623,49Rp      23.107.780.510,98Rp      21.209.549.835,69Rp      22.214.212.722,64Rp      23.218.875.609,59Rp      21.311.030.935,38Rp      22.320.500.821,79Rp      23.329.970.708,20Rp      

Skenario 3 (g=5%)Skenario 1 (g= 4%) Skenario 2 (g=4,5%)
Jenis Pajak Daerah
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Tabel 51. Proyeksi Target Pajak Daerah Kota Bontang Tahun 2023 berdasarkan Seluruh Populasi 

 

Tabel 52. Proyeksi Target Pajak Daerah Kota Bontang Tahun 2024 berdasarkan Seluruh Populasi 
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6.3.3. Proyeksi Potensi Retribusi dan Target Retribusi Daerah (Hasil Survey)  

Data primer yang bersumber dari hasil survey juga digunakan dalam menghitung 

potensi retribusi Kota Bontang tahun 2022 hingga 2024. Penghitungan potensi retribusi 

menggunakan data sampel yang diperoleh dari survey disajikan pada Tabel di bawah ini. 

Nilai potensi retribusi daerah tahun 2022 dengan skenario 1 (pesimis) diperoleh nilai 

potensi sebesar Rp 10,78 miliar, sedangkan untuk dengan menggunakan skenario 2 

(moderat) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 10,83 miliar dan terakhir pada skenario 3 

(optimis) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 10,88 miliar. Nilai potensi pajak daerah tahun 

2023 dengan skenario 1 (pesimis) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 11,11 miliar, 

sedangkan untuk dengan menggunakan skenario 2 (moderat) diperoleh nilai potensi 

sebesar Rp 11,16 miliar dan terakhir pada skenario 3 (optimis) diperoleh nilai potensi 

sebesar Rp 11,22 miliar. Nilai potensi pajak daerah tahun 2024 dengan skenario 1 

(pesimis) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 11,66 miliar, sedangkan untuk dengan 

menggunakan skenario 2 (moderat) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 11,72 miliar dan 

terakhir pada skenario 3 (optimis) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 11,78 miliar.  

Tabel 53. Proyeksi Potensi Retribusi Daerah Kota Bontang Tahun 2022 berdasarkan Sampel Hasil Survey 

  

Skenario 1 (g= 4%) Skenario 2 (g=4,5%) Skenario 3 (g=5%)

Hasil Retribusi Daerah 10.370.198.768Rp   10.785.006.718Rp    10.836.857.712Rp   10.888.708.706Rp    

Retribusi Jasa Umum 1.574.078.768Rp     1.637.041.918Rp      1.644.912.312Rp     1.652.782.706Rp      

Retribusi Pelayanan Kesehatan 679.132.200Rp        706.297.488Rp         709.693.149Rp         713.088.810Rp         

Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan

211.200.000Rp        
219.648.000Rp         220.704.000Rp         221.760.000Rp         

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum

-Rp                           
-Rp                            -Rp                           -Rp                            

Retribusi Pelayanan Pasar 475.493.288Rp        494.513.019Rp         496.890.485Rp         499.267.952Rp         

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 24.180.000Rp          25.147.200Rp           25.268.100Rp           25.389.000Rp           

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran

104.033.280Rp        
108.194.611Rp         108.714.778Rp         109.234.944Rp         

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 

Kakus

-Rp                           
-Rp                            -Rp                           -Rp                            

Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi

80.040.000Rp          
83.241.600Rp           83.641.800Rp           84.042.000Rp           

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang -Rp                           -Rp                            -Rp                           -Rp                            

Retribusi Jasa Usaha 1.407.120.000Rp     1.463.404.800Rp      1.470.440.400Rp     1.477.476.000Rp      

Retribusi Terminal -Rp                            -Rp                           -Rp                            

Retribusi Tempat Khusus Parkir 730.800.000Rp        760.032.000Rp         763.686.000Rp         767.340.000Rp         

Retribusi Rumah Potong Hewan 631.920.000Rp        657.196.800Rp         660.356.400Rp         663.516.000Rp         

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan -Rp                           -Rp                            -Rp                           -Rp                            

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah -Rp                            -Rp                           -Rp                            

Retribusi Jasa Penyedotan Tinja 44.400.000Rp          46.176.000Rp           46.398.000Rp           46.620.000Rp           

Retribusi Perijinan Tertentu 7.389.000.000Rp     7.684.560.000Rp      7.721.505.000Rp     7.758.450.000Rp      

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 7.200.000.000Rp     7.488.000.000Rp      7.524.000.000Rp      7.560.000.000Rp      

Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian -Rp                           -Rp                            -Rp                           -Rp                            

Retribusi Ijin Trayek 189.000.000Rp        196.560.000Rp         197.505.000Rp         198.450.000Rp         

Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol

-Rp                           
-Rp                            -Rp                           -Rp                            

Potensi 2022

Jenis Retribusi Daerah

Potensi Retribusi 

Per Tahun (Nilai 

Dasar : Sampel 

Hasil Survei) 

Tahun 2022
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Tabel 54.  Proyeksi Potensi Retribusi Daerah Kota Bontang Tahun 2023 berdasarkan Sampel Hasil Survey 

 

Tabel 55. Proyeksi Potensi Retribusi Daerah Kota Bontang Tahun 2024 berdasarkan Sampel Hasil Survey 

 

 Berangkat dari perhitungan potensi menggunakan data primer di atas, target 

retribusi Kota Bontang juga dapat diperhitungkan melalui tiga skenario, yakni skenario 1, 

Skenario 1 (g= 4%) Skenario 2 (g=4,5%) Skenario 3 (g=5%)

Retribusi Jasa Umum 1.644.912.312Rp              1.710.708.805Rp              1.718.933.366Rp              1.727.157.928Rp              

Retribusi Pelayanan Kesehatan 709.693.149,00Rp            738.080.874,96Rp            741.629.340,71Rp            745.177.806,45Rp            

Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan 220.704.000,00Rp            229.532.160,00Rp            230.635.680,00Rp            231.739.200,00Rp            

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Pelayanan Pasar 496.890.485,44Rp            516.766.104,86Rp            519.250.557,28Rp            521.735.009,71Rp            

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 25.268.100,00Rp              26.278.824,00Rp              26.405.164,50Rp              26.531.505,00Rp              

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran 108.714.777,60Rp            113.063.368,70Rp            113.606.942,59Rp            114.150.516,48Rp            

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 

Kakus -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi 83.641.800,00Rp              86.987.472,00Rp              87.405.681,00Rp              87.823.890,00Rp              

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Jasa Usaha 1.470.440.400Rp              1.529.258.016Rp              1.536.610.218Rp              1.543.962.420Rp              

Retribusi Terminal -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Tempat Khusus Parkir 763.686.000,00Rp            794.233.440,00Rp            798.051.870,00Rp            801.870.300,00Rp            

Retribusi Rumah Potong Hewan 660.356.400,00Rp            686.770.656,00Rp            690.072.438,00Rp            693.374.220,00Rp            

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

-Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Jasa Penyedotan Tinja 46.398.000,00Rp              48.253.920,00Rp              48.485.910,00Rp              48.717.900,00Rp              

Retribusi Perijinan Tertentu 7.721.505.000Rp              8.030.365.200Rp              8.068.972.725Rp              8.107.580.250Rp              

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 7.524.000.000,00Rp         7.824.960.000,00Rp         7.862.580.000,00Rp         7.900.200.000,00Rp         

Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Ijin Trayek 197.505.000,00Rp            205.405.200,00Rp            206.392.725,00Rp            207.380.250,00Rp            

Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Jenis Retribusi Daerah

Proyeksi Realisai 2022 

(Nilai Dasar : Estimasi 

100% Hasil Survei Tahun 

2022)

Potensi 2023

Skenario 1 (g= 4%) Skenario 2 (g=4,5%) Skenario 3 (g=5%)

Hasil Retribusi Daerah 11.324.516.309Rp            11.834.119.543Rp            11.890.742.125Rp            11.947.364.706Rp            

Retribusi Jasa Umum 1.718.933.366Rp              1.796.285.368Rp              1.804.880.034Rp              1.813.474.701Rp              

Retribusi Pelayanan Kesehatan 741.629.340,71Rp            775.002.661,04Rp            778.710.807,74Rp            782.418.954,44Rp            

Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan 230.635.680,00Rp            241.014.285,60Rp            242.167.464,00Rp            243.320.642,40Rp            

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Pelayanan Pasar 519.250.557,28Rp            542.616.832,36Rp            545.213.085,15Rp            547.809.337,93Rp            

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 26.405.164,50Rp              27.593.396,90Rp              27.725.422,73Rp              27.857.448,55Rp              

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran 113.606.942,59Rp            118.719.255,01Rp            119.287.289,72Rp            119.855.324,43Rp            

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 

Kakus -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi 87.405.681,00Rp              91.338.936,65Rp              91.775.965,05Rp              92.212.993,46Rp              

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Jasa Usaha 1.536.610.218Rp              1.605.757.678Rp              1.613.440.729Rp              1.621.123.780Rp              

Retribusi Terminal -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Tempat Khusus Parkir 798.051.870,00Rp            833.964.204,15Rp            837.954.463,50Rp            841.944.722,85Rp            

Retribusi Rumah Potong Hewan 690.072.438,00Rp            721.125.697,71Rp            724.576.059,90Rp            728.026.422,09Rp            

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Jasa Penyedotan Tinja 48.485.910,00Rp              50.667.775,95Rp              50.910.205,50Rp              51.152.635,05Rp              

Retribusi Perijinan Tertentu 8.068.972.725Rp              8.432.076.498Rp              8.472.421.361Rp              8.512.766.225Rp              

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 7.862.580.000,00Rp         8.216.396.100,00Rp         8.255.709.000,00Rp         8.295.021.900,00Rp         

Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Retribusi Ijin Trayek 206.392.725,00Rp            215.680.397,63Rp            216.712.361,25Rp            217.744.324,88Rp            

Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman 

Beralkohol -Rp                                -Rp                                -Rp                                -Rp                                

Jenis Retribusi Daerah

Proyeksi Realisasi 2024 

(Nilai Dasar : Estimasi 

100% Hasil Survei Tahun 

2022)

Potensi 2024
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skenario 2, dan 3 yang masing-masing dibagi kembali menjadi tiga skenario yaitu skenario 

pesimis yaitu target retribusi daerah Kota Bontang sebesar 95% dari nilai potensi, 

kemudian skenario moderat yaitu nilai target pajak daerah adalah sebesar 99,5% dari nilai 

potensi dan terakhir skenario optimis yaitu nilai target adalah sebesar 104% dari nilai 

potensi. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui, dengan menggunakan skenario 2 bagian 

moderat (99,5%) diperoleh nilai target retribusi daerah tahun 2022 sebesar Rp 10,63 

miliar; tahun 2023 sebesar Rp 11,11 miliar; tahun 2024 sebesar Rp 11,66 miliar. 
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Tabel 56. Proyeksi Target Retribusi Daerah Kota Bontang Tahun 2022 berdasarkan Sampel Hasil Survey 

 

Tabel 57. Proyeksi Target Retribusi Daerah Kota Bontang Tahun 2023 berdasarkan Sampel Hasil Survey 
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Tabel 58. Proyeksi Target Retribusi Daerah Kota Bontang Tahun 2024 berdasarkan Sampel Hasil Survey 
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6.3.4. Proyeksi Potensi Retribusi dan Target Retribusi Daerah (Seluruh Populasi) 

Dari sampel yang telah disurvey, dapat diestimasikan proyeksi potensi dan target 

retribusi daerah jika seluruh populasi tersurvey. Tabel potensi dan target retribusi daerah 

berikut ini merupakan berasal dari populasi retribusi daerah di tahun 2022 hingga 2024. 

Nilai potensi pajak daerah tahun 2022 dengan skenario 1 (pesimis) diperoleh nilai potensi 

sebesar Rp 10,66 miliar, sedangkan untuk dengan menggunakan skenario 2 (moderat) 

diperoleh nilai potensi sebesar Rp 10,71 miliar dan terakhir pada skenario 3 (optimis) 

diperoleh nilai potensi sebesar Rp 10,76 miliar. Nilai potensi pajak daerah tahun 2023 

dengan skenario 1 (pesimis) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 11,14 miliar, sedangkan 

untuk dengan menggunakan skenario 2 (moderat) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 

11,19 miliar dan terakhir pada skenario 3 (optimis) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 

11,25 miliar. Nilai potensi pajak daerah tahun 2024 dengan skenario 1 (pesimis) diperoleh 

nilai potensi sebesar Rp 11,70 miliar, sedangkan untuk dengan menggunakan skenario 2 

(moderat) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 11,75 miliar dan terakhir pada skenario 3 

(optimis) diperoleh nilai potensi sebesar Rp 11,81 miliar. 

Tabel 59. Proyeksi Potensi Retribusi Daerah Kota Bontang Tahun 2022 berdasarkan Seluruh Populasi 
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Tabel 60. Proyeksi Potensi Retribusi Daerah Kota Bontang Tahun 2023 berdasarkan Seluruh Populasi 

 

Tabel 61. Proyeksi Potensi Retribusi Daerah Kota Bontang Tahun 2024 berdasarkan Seluruh Populasi 
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Perhitungan target retribusi tersaji pada tabel di bawah ini. Dari tabel, diketahui bahwa nilai target retribusi daerah tahun 2022 dengan 

skenario 2 (g=4,5%) dengan skenario moderat adalah sebesar Rp 10,66 miliar, tahun 2023 sebesar Rp 11,14 miliar, dan tahun 2024 adalah 

sebesar Rp11,70 miliar. 

Tabel 62. Proyeksi Target Retribusi Daerah Kota Bontang Tahun 2022 berdasarkan Seluruh Populasi 

 

Tabel 63. Proyeksi Target Retribusi Daerah Kota Bontang Tahun 2023 berdasarkan Seluruh Populasi 
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Tabel 64. Proyeksi Target Retribusi Daerah Kota Bontang Tahun 2024 berdasarkan Seluruh Populasi 
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Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh BAPENDA Kota Bontang dalam rangka 

optimalisasi pajak daerah sebagai penopang utama PAD di Kota Bontang sebagai 

berikut : 

1) Perlunya pendataan kembali subjek dan objek pajak daerah yang sudah ada, 

sehingga dapat diketahui potensi pajak daerah yang sebenarnya melalui 

pencocokan data subjek dan objek pajak daerah.  

2) Pemerintah perlu menggali potensi pajak daerah agar kontribusi pajak daerah 

lebih meningkat terhadap PAD.  

3) Pemerintah seharusnya lebih meningkatkan pengawasannya terhadap 

pelaksanaan dan penyelenggaraan pajak daerah agar tidak terjadi 

penyimpangan dalam pemungutan dan pelaporan penerimaan pajak daerah.  

4) Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pajak daerah, agar lebih 

meningkatkan kedisiplinan atau kesadaran wajib pajak daerah.  

5) Penetapan target seharusnya memperhatikan potensi yang ada atau yang 

sebenarnya, sehingga pemerintah akan terpacu untuk mencapai target tersebut 

dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. 

6) Penyesuaian tarif, potensi dan target pajak daerah dengan Undang-undang 

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). 
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LAMPIRAN 

Pajak Hotel – 01 Hotel Bintang Sintuk 

Data Survei  

Nama Tempat  Lokasi  NPWPD  

Hotel Bintang Sintuk 
Komp. Kawasan Lapangan Golf Sintuk PKT Jl. Urea, 

Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, 
Kalimantan Timur 75313 

0002084  

  
 

Potensi Pajak   

  
  

Omzet Penjualan  
Potensi Penerimaan  

Suite  Deluxe  Superior  

 Weekday    Rp900.000 x 8  Rp700.000 x 20  Rp550.000 x 20  Rp644.000.000 

 Weekend 
 Rp1.560.000 x 2  Rp1.072.000 x 10 

 Rp850.000 x 10 
 

 Rp178.720.000 

 Potensi Penerimaan 1 Bulan     Rp822.720.000 

 Potensi Pajak 1 Bulan     10% x Rp822.720.000  Rp82.272.000 

 Potensi Pajak 1 Tahun     Rp82.272.000 x 12 bulan     Rp987.264.000 
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Pajak Hiburan – 01 Zone 2000 

Data Survei  

Nama Tempat  Lokasi  NPWPD  

PT. Ramayana Makmur 
Sentosa (Zone 2000) 

Jl. MH. Thamrin, Bontang Baru, Kec. Bontang 
Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75325 

P.2.0003330.01.02 

  
 

Potensi Pajak   

  
  

Omzet Penjualan  
Potensi Penerimaan  

Harga tiket  Rata-rata occupancy Jumlah hari 

 Weekday    Rp5.000  30 orang  5 hari  Rp750.000 

 Weekend 
 Rp5.000  70 orang 

 2 hari 
 

 Rp700.000 

 Potensi Penerimaan 1 Bulan     Rp5.800.000 

 Potensi Pajak 1 Bulan     35% x Rp5.800.000  Rp2.030.000 

 Potensi Pajak 1 Tahun     Rp2.030.000 x 12 bulan     Rp24.360.000 
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Pajak Restoran – 01 PT. Sari Melati Kencana (Pizza Hut) 

Data Survei  

Nama Tempat  Lokasi  
Rata-rata 

Pengeluaran Tamu 
(Perhari) 

PT. Sari Melati Kencana 
(Pizza Hut) 

Bontang Plaza, Jl. Brigjen Katamso No.10, 
Belimbing, Kec. Bontang Bar., Kota Bontang, 

Kalimantan Timur 
Rp30.000.000 

  
 

Potensi Pajak   

  
  

Omzet Penjualan per Jenis Makanan/Minuman 
Potensi 

Penerimaan  <10.000  
Rp10.000-
Rp30.000 

Rp30.000-
Rp60.000 

>60.000 

Weekday  Rp10.000 x 0 

 Rp20.000 x 15 
makanan x 85 
orang 
 
 Rp20.000 x 20 
minuman x 85 
orang 

 Rp50.000 x 30 
makanan x 100 
orang 
 
Rp50.000 x 15 
minuman x 85 
orang 

Rp60.000 x 
18 makanan x 
85 orang 
  
Rp60.000 x 0 

 Rp7.301.000.000 

Weekend  Rp10.000 x 0 

 Rp20.000 x 15 
makanan x 130 
orang 
 
 Rp20.000 x 20 
minuman x 130 
orang 

Rp50.000 x 30 
makanan x 250 
orang 
 
Rp50.000 x 15 
minuman x130 
orang 

 Rp60.000 x 
18 makanan x 
130 orang 
  
Rp60.000 x 0 
 

 Rp14.078.000.000 

 Potensi Penerimaan 1 Bulan     Rp21.379.000.000 

 Potensi Pajak 1 Bulan     10% x Rp21.379.000.000  Rp2.137.900.000 

 Potensi Pajak 1 Tahun     Rp2.137.900.000 x 12 bulan     Rp25.654.800.000 
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Pajak Air Tanah – 01 PT. Pukuk Kalimantan Timur 

Data Survei  

Nama Tempat  Lokasi  No. Telp  

PT Pukuk Kalimantan 
Timur 

Jalan James Simanjuntak No.1, Kota Bontang 054841202  

 

Potensi Pajak 

Volume Air per Hari Volume Air per Bulan Tarif Potensi Pajak Air Tanah per Tahun 

735 m3 22.050 m3 20% Rp 52.920 
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Pajak Parkir – 01 Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Bontang 

Data Survei  

Nama Tempat  Lokasi  NPWPD 

Perusahaan Daerah Aneka 
Usaha dan Jasa Bontang 

Jl. MH. Thamrin, Bontang Baru, Kec. Bontang 
Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75325 

P.2.0003058.01.04  

 

Potensi Pajak   

   Mobil (Tarif – 

Keterisian)   
Motor (Tarif – 

Keterisian)   
Potensi 

Penerimaan   

 Weekday     Rp  3.000   80   Rp    2.000   75   Rp      7.800.000 

 Weekend     Rp  3.000   160   Rp    2.000   150   Rp      6.240.000 

 Potensi Penerimaan 1 Bulan     Rp    14.040.000   

Potensi Pajak 1 Bulan     20% x Rp14.040.000    Rp      2.808.000 

Potensi Pajak 1 Tahun     Rp2.808.000 x 12 bulan     Rp    33.696.000 
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Pajak Reklame – 01 PT. World Innovative Telecommonication 

Data Survei  

Nama Tempat  Lokasi  NPWPD 

PT. World Innovative 
Telecommonication 

Jl. A. Yani Block H. 1 Komp. Halal Scuare P.2.0010694.01.04 

 

Potensi Pajak 

Nilai Sewa Reklame Tarif Pajak Keterangan 

Rp2.996.100.000 25% Rp749.025.000 Per Tahun 
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang 

a. Retribusi Izin Trayek 

Pengelola 
Izin 

Trayek 
Tarif 

Retribusi per 
Bulan 

Retribusi per 
Tahun 

Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Bontang 

7 Rp150.000   Rp 15.750.000   Rp 189.000.000  
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b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

Nama 
Developer 

ALAMAT 
 Luas 
Tanah  

 Tarif Retribusi 
Per Meter  

Retribusi Per 
Tahun 

PT 
Dahana 

Jl. Awang Long, Bontang Baru, 
Kec. Bontang Utara, Kota 
Bontang, Kalimantan Timur 
75325 

23.447 
m2 

Rp600.000.000 Rp7.200.000.000 
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Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang (DPUPR) 

a. Retribusi Menara Telekomunikasi 

Wajib Retribusi 
Jumlah 
Menara 

Tarif 
Indeks 

Ketinggian 
Indeks 
Zona 

Retribusi 
per 

Menara 

Retribusi 
Seluruh 
Menara 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang (DPUPR) 

116 Rp460.000  1,5  II  Rp 690.000  Rp 80.040.000  

 

  



  
 

 

153 
  
 

 

b. Retribusi Penyedotan Kakus 

Nawa 

Wajib 

Retribusi 

Tarif 

Komersil 

Rata-rata 

pemakaian 

Perbulan 

Komersil 

Tarif Non 

Komersil 

Non 

Komersil 

Potensi 

Komersil/bulan 

Potensi Non 

Komersil/bulan 
Potensi/tahun 

DPUPR Rp350.000 2 Rp250.000 12 Rp700.000 Rp3.000.000 Rp44.400.000 

 

 

  



  
 

 

154 
  
 

 

 

Dinas Perhubungan Kota Bontang 

a. Retribusi Kepelabuhanan 

Informasi yang kami dapat dari Dinas Perhubungan Kota Bontang terkait retribusi 

pelayanan kepelabuhanan adanya kendala untuk retribusi tersebut karena sebelum 

tahun 2022, retribusi bekerjasama dengan pihak PT. Pelindo. Namun pada tahun 2022, 

BPK mempermasalahkan hal tersebut sehingga pada 2022 ini, retribusi pelayanan 

kepelabuhanan masih belum jalan sepenuhnya, dampaknya data yang diharapkan 

terkait tarif masing-masing jenis jasa kepelabuhanan masih belum bisa diperoleh karena 

dari pihak dishub masih abu-abu untuk hal tersebut. 

Terdapat masukan dari pihak Dishub kota Bontang, yakni adanya potensi sebenarnya 

terkait pelayanan kepelabuhanan, semisal ada beberapa pelabuhan kecil yang bisa kita 

kelola, karena hal tersebut masih rana dinas perhubungan, namun regulasi tersebut 

juga harus ada lampu hijau dari pemkot setempat, apabila hal ini bisa terealisasi 

nampaknya akan ada jumlah peningkatan retribusi.  
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b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Nama UPT Alamat Objek Retribusi 

Dinas Perhubungan Pemkot Bontang 
Pelabuhan Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota 
Bontang, Kalimantan Timur 75321 

 

No 
Jenis 

Kendaraan 
Tarif 

Jumlah Kendaraan 
Per Bulan 

Total Potensi 
Perbulan 

Total Potensi 
Pertahun 

1 Kendaraan Kecil Rp65.000  14 Rp910.000  Rp10.920.000  

2 
Kendaraan 
Besar 

Rp85.000  13 Rp1.105.000  Rp13.260.000  

3 
Mobil 
Penumpang 

Rp45.000  0 Rp0  Rp0  

4 Mobil Gandeng Rp95.000  0 Rp0  Rp0  

 

Rp2.015.000  Rp24.180.000  
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Dinas Kesehatan Kota Bontang – Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Data Survei  

Nama Wajib Retribusi Nama UPT/Puskesmas Retribusi 

Dinas Kesehatan Kota Bontang 

UPT Laboratorium Kesehatan Rp14.981.500  

Puskesmas Bontang Selatan II  Rp8.571.000  

Puskesmas Bontang Utara 2  Rp6.784.500  

Puskesmas Bontang Utara 1  Rp19.051.700  

Puskesmas Bontang Lestari  Rp4.732.000  

Potensi Retribusi 1 Tahun  Rp54.120.700 x 12 bulan  Rp649.448.400 
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Dinas Lingkungan Hidup – Retribusi Persampahan/Kebersihan 

Pengelola Volume Sampah (kg) Tarif (kg) Retribusi per Bulan 

Dinas Lingkungan 

Hidup 
352.000 Rp50 Rp17.600.000 

Retribusi per Tahun Rp211.200.000 
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Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian – Retribusi Rumah Pemotongan 

Nama Wajib 

Retribusi 
Nama Jagal 

Jumlah 

Pemotongan 
Tarif Penerimaan 

(Sampel: Data 

Pendukung) Jantan Betina Jantan Betina 

Dinas Ketahanan 

Pangan, 

Perikanan, dan 

Pertanian 

Ali Mashud 27 0 Rp40.000 Rp60.000 Rp1.080.000  

Wahono 19 0 Rp40.000 Rp60.000 Rp760.000  

Muda'i 12 0 Rp40.000 Rp60.000 Rp480.000  

Total Rp2.320.000 

Omzet perbulan    Rp103.000.000  

Omzet pertahun (Rp2.320.000 + Rp103.000.000)/2 x 12 bulan  Rp631.920.000  
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Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan – Retribusi Pemeriksaan Alat 

Pemadam Kebakaran 

Wajib Retribusi Pengecekan Tarif 

Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan 
42 

Rp10.000 

Rp15.000 

Rp20.000 

Retribusi Per Bulan Rp8.669.440 

Retribusi Per Tahun Rp104.033.280 
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Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM – 01 Retribusi Pelayanan Pasar 

Wajib Retribusi 
Kelas 

Pasar 

Retribusi harian 

pasar 

Retribusi Per 

Bulan 

Retribusi Per 

Tahun 

Pasar Rawa Indah B Rp4.720.000 Rp26.550.000 Rp318.600.000 

Pasar Taman 

Telihan 
C Rp3.609.000 Rp2.310.000 Rp27.720.000 

Pasar Citra mas B Rp4.565.000 Rp1.228.500 Rp14.742.000 
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Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM – 02 Retribusi Khusus Parkir 

Jenis 

Kendaraan 

Jumlah 

Kendaraan 

per hari 

Tarif 
Potensi Per 

Hari 

Potensi Per 

Bulan 

Potensi Per 

Tahun 

Roda dua 766 Rp2.000 Rp1.532.000 Rp45.960.000 Rp551.520.000 

Roda empat 166 Rp3.000 Rp498.000 Rp14.940.000 Rp179.280.000 

 

 

 

 

 


